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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman
pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan
No Arab Latin No Arab Latin
1 [ Tidak dilambangkan 16 b T
2 - B 17 - Z
3 o T 18 ¢ ¢
4 & S 19 ¢ G
5 z J 20 o F
6 z H 21 t] Q
7 & Kh 22 & K
8 5 D 23 J L
9 5 V4 24 ? M
10 B) R 25 o N
11 3 z 26 9 w
12 o S 27 2 H
13 o Sy 28 . '
14 o S 29 $ Y
15 o D
2. Vokal pendek 3. Vokal panjang
i =a <& kataba G =a JB gala
;=i Ui su'ila & =1 s qila
i =u lal;  yazhabu ¥ =1 Jsss  yaqulu
4. Diftong

gl =ai ik kaifa
3 =au Uy haula
5. Kata sandang Alif+Lam
Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi
=al
oe>5l = al-Rahman oddl = al-‘Alamin



MOTTO

ALy W) L 2 el
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
(QS. Al-Bagarah: 286)
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! Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, “Qur’an Kemenag”,
https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/286, diakses 29 Juli 2019.
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Ibid.
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ABSTRAK

Imam al-Sarakhsi merupakan ulama mazhab hanafi yang terkenal dengan ra yu-
nya atau disebut ahlu al-ra’yi sedangkan imam al-Syirazi merupakan ulama mazhab
syafi’i yang pemikirannya merupakan perpaduan antara ahlu al-kadis dan ahlu al-rayi.
Imam al-Sarakhsi mengatakan /i’an orang tuna wicara tidak sah sedangkan imam al-
Syirazi mengatakan sah. Seharusnya pendapat imam al-Sarakhsi lebih rasional, akan
tetapi secara eksplisit pendapat imam al-Syirazi lebih rasional dari pada pendapat imam
al-Sarakhs karena setiap orang memiliki hak untuk melakukan sesuatu selama hal
tersebut tidak dilarang termasuk hak untuk ber-/i’an meskipun tuna wicara. Secara
eksplisit Pendapat imam al-Sarakhi justru terlihat mendeskrimasi dengan menghilangkan
hak seseorang dan seakan menjadi tidak rasional. Hal lain yang mendasari penulisan ini
adalah kecurigaan terhadap ra 'yu yang terkadang menimbulkan paradoks.

Berdasar dari latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa masalah sebagai
bahan bahasan pokok, yaitu: pertama, bagaimana metode istinbas Imam al-SarakhsT dan
Imam al-Syirazi tentang status hukum /i’an bagi orang tuna wicara?; dan kedua,
bagaimana relevansi pendapat Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Syirazi tentang status
hukum /i ’an bagi orang tuna wicara dengan konteks hukum di Indonesia?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan
teknik pengumpulan data kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan
adalah sumber data sekunder yaitu kitab al-Mabsiit karya Imam al-Sarakhsi, dan kitab al-
Muhazzab Imam al-Syirazi dan kitab-kitab yang mendukung tema. Teknik analisi data
yang digunakan adalah deskriptif — komparatif dengan pendekatan hermeneutika.

Hasil dari penelitian ini adalah: Imam al-Sarakhsi mengatakan /i‘an orang tuna
wicara tidak sah karena beliau meng-giyas-kan /i’an kepada kesaksian (karena /i’an
merupakan kesaksian). Orang tuna wicara tidak sah dalam kesaksian maka tidak sah pula
dalam /i’an. Dalam kesaksian disyaratkan harus dapat berbicara, karena harus
mengucapkan lafal kesaksian sedangkan hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan isyarat,
dan keabsahan /i’an bergantung pada kejelasan lafal zina bukan hanya sekedar makna
atau kinayah sebagaimana isyarat dan tulisan meskipun hal ini adalah suatu kebutuhan
yang mendesak. Selain itu keduanya merupakan syubhah al-badaliyyah (keraguan jenis
pengganti), karena apabila bisa berbicara kemungkinan akan memberikan keterangan
yang bertentangan dengan isyaratnya, sedangkan tulisan dianggap lemah, dan had tidak
boleh dijatuhkan atas dasar keraguan. Dalam /i ’an terdapat dua hak yaitu hak hamba dan
hak Allah sehingga bagaimanapun juga hak Allah tidak boleh bercampur keraguan.
Sedangkan Imam al-Syirazi mengatakan /i ‘an orang tuna wicara sah, karena meng-qiyas-
kan li’an kepada talak (karena adanya perubahan hukum istimta’). Li’an sah karena
isyarat dan tulisan dalam /i’an disamakan dengan orang yang dapat berbicara
sebagaimana dalam pernikahan dan talak. Tulisan dan isyarat sah dalam nikah, maka sah
pula dalam /i’an. Akan tetapi alasan yang paling utama adalah adanya darurat. Paradoks
yang terjadi dalam perkara ini adalah hal yang wajar karena ra’yu yang digunakan
memiki dasar dan pada dasarnya kebenaran hanya milik Allah. Pendapat Imam al-Syirazi
ini juga relevan dengan kondisi masyarat di Indonesia yang mayoritas bermazhab syafi’i,
karena ada persamaan pendapat Imam al-Syirazi dengan KHI dalam beberapa kasus yang
menjadi perbedaan pandangan di kalangan fukaha, dan juga pendapat Imam al-Syirazi
selaras dengan pendapat yang ada dalam kitab-kitab rujukan yang direkomendasikan
kepada hakim pengadilan Agama dalam menetapkan hukum.

Kata kunci: Li’an; Tuna wicara

viii



KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah dan
nikmat,-Nya kepada kita, wa afdal al-ni’'mah, ni’mat al-Iman wa al-Islam, sehingga kita
sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang ada dalam skripsi ini. Selawat serta
salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad saw. serta keluarga dan sahabat-
sahabatnya, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa’atnya.

Sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu syarat kelulusan, seluruh mahasiswa
diharuskan menulis skripsi, yang merupakan sebuah karya tululis yang berdasarkan
penelitian. Oleh sebab itu, penulis membuat karya tulis tersebut yang berjudul Status
Hukum Li’an bagi Orang Tuna wicara (Studi Perbandingan Pendapat Imam al-Sarakhsi
dan Imam al-Syirazi).

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berterimakasih kepada kedua pembimbing
saya, beliau yang saya hormati bapak Moh. Arifin, M.Hum selaku pembimbing satu, dan
bapak Muhammad Shoim, S.Ag.,MH selaku pembimbing dua, yang mana keduanya telah
turut serta secara langsung dalam mengarahkan, mengoreksi, dan membenarkan dari
segala apa yang menjadi kekurangan, kelalaian, dan ketidaktahuan penulis.

Dalam mencegah cacat dalam keluarga terkadang tidak bisa dilakukan dengan
mediasi sebagaimana menolak anak yang diyakini tidak dari jeri payah suami sampai
kemudian terjadi /i’an. Tuna wicara menjadi kendala dalam pelaksanaan /i’an bagi yang
tidak membolehkannya. Terjadi perdebatan di kalangan fukaha dalam hal ini karena
berkaitan dengan kebutuhan seseorang. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan dijabarkan
terkait alasan dan faktor penyebab perbedaan.

Inti pokok penulisan ini terdapat dalam bab empat yang menerangkan analisis
metode istinbat kedua imam yang mencakup alasan dan faktor penyebabnya. Akan tetapi
sebelum pembahasan inti pokok penulisan akan dijelaskan teori-teori umum yang
menunjang pemahaman bab empat seperti pengertian dan syarat rukun li’an, kemudian
teori umun tentang isntinbat, serta pemahaman yang lebih meruncing sebagaimana
pengertian isyarat, tulisan, dan kesaksian.

Dalam perjalanan menapakkan langkah merancang penyusunan skripsi ini,
sungguh penulis telah menggunakan segala kemampuan, yang tidak lain bertujuan untuk
kesempurnaan penelitian. Akan tetapi dengan segala keterbatasan yang dimiliki penulis,
maka karya ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis juga termasuk manusia yang tidak

luput dari kesalahan. Fa inna al-insan mahall al-khaza' wa al-nisyan.



Tujuan dari penulisan skripsi tidak lain adalah agar dapat memberikan manfaat
kepada siapa saja yang telah membacanya, tidak terkecuali penulis sendiri. Hal tersebut
sungguh menjadi harapan penulis kedepannya, karena dalam penyusunannya fa insya
Allah penulis melakukannya dengan segenap hati. Hal ini juga merupakan sebagian dari
sifat manusia yang melekat pada umumnya, ketika telah berusaha sedemikan rupa dalam
kebaikan, tidak lain hanya untuk rasa bangga dan puas, dan tidak lain juga hanya untuk

mengharp rida Alah swt.

Semarang, 27 Januari 2019

Penulis,

Ali Muchsin A
1402016074
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Menurut Ahmad Azhar Basyir, bahwasanya menurut ketentuan hukum Islam
perkawinan dapat putus karena kematian, talak, fasakh, /i’an, nusyuz dan syikak.?
Akan tetapi perpisahan yang terjadi antara suami dan istri pada dasarnya ada dua
macam, yaitu, talak dan fasakh. Mengenai terjadinya talak dan fasakh ulama berbeda
pendapat, seperti halnya Ii’an, apakah perpisahan yang terjadi karena Ii’an
dikategorikan talak atau fasakh. Imam Maliki dan Imam Syafii berpendapat bahwa
perpisahan akibat /i’an adalah Fasakh, sedangkan Imam Hanafi mengatakan
Pepisahan tersebut Talak bain.*

Banyak problematika yang terjadi dalam rumah tangga. Kecurigaan dalam
rumah tangga tidak dipungkiri bisa terjadi dalam keadaan apapun. Istri yang hamil
yang diyakini bukan dari suami, mendatangkan tanda tanya besar bagi suami.
Kecurigaan suami dalam hal ini bukanlah hal yang tanpa suatu alasan. Tuduhan zina
bukan tidak mungkin akan diucapkan suami. Mempergoki istri yang sedang
melakukan hubungan intim dengan orang lain juga bisa menjadi penyebab kekacauan
rumah tangga. Tanpa adanya saksi mata yang melihat kejadian tersebut suami masih
bisa menuduh istrinya berzina.

Pada dasarnya seseorang yang menuduh zina dan tidak bisa membuktikan
maka harus dihad, sebagaimana pendapat pada imam mazhab yang sepakat bahwa
laki-laki yang merdeka, berakal, deasa, muslim dan mempunya hak melakukan
pekerjaan berdasarkan kemauannya, apabila menuduh zina kepada orang lain yang
merdeka, dewasa, berakal, muslim, terpelihara, belum pernah dihad zina, atau
perempuan yang merdeka, balig, berakal, muslimah, suci bukan perempuan yang
pernah melakukan Zi’an, tidak pernah dikenai had zina dengan zina yang jelas, dan
keduanya tidak berada di daerah harbi yang ter-gazf dan gazif menuntut tanpa saksi
maka dia wajib didera 80 kali.® Berbeda halnya gazf yang dilakukan antara suami
istri, jika tidak bisa mendatangkan empat orang saksi maka bias disiasati dengan

sumpah yang dinamakan sumpah /i an.

® M. Dahlan R, Fikih Munakahat, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2015), h. 124

* Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid Juz 3, (t.tp: Dar al-Hadis-al-Qahirah, 2004), h. 140

® Ibnu Hazm Al-Andalusi, Maratib al-Iima’, (Beirut-Lebanon: Darul Afaq Al-Jadidah,
1402 H), h. 134.



Akan tetapi terkadang /i ‘an juga digunakan sebagai dalih sebagai cara untuk
berpisah dengan pasangannya, walaupun dengan tanpa bukti yang kuat /i’an juga
tetap bisa dilaksanakan, karena bisa jadi mereka kurang mengerti arti laknat yang
diucapkannya sendiri, meskipun telah diembel-embeli dengan nama Allah.

Kata /i ’an menurut bahasa adalah masdar dari kata “al-la’nu” bermakna jauh
dan laknat, sedangkan menurut syarak yaitu, beberapa suku kata yang ditentukan dan
yang dijadikan sebagai hujah (alasan) bagi orang yang kesulitan dalam menuduh
orang yang mengotori tempat tidurnya dan dan mendapatinya dalam keadaan
telanjang.’

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, /i ‘an diartikan sumpah seorang suami
dengan tuduhan bahwa isterinya berzina, sebaliknya isterinya juga bersumpah dengan
tuduhan bahwa suaminya bohong (masing-masing mengucapkannya empat kali,
sedangkan yang kelima mereka berikrar bersedia mendapat laknat Allah jika
berdusta) sehingga suami isteri bercerai dan haram menikah kembali seumur hidup.’
Allah berfirman dalam QS. An-Nur ayat 6-9:

Alf
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Artinya: Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak
mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-
masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa
sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.(6) Dan (sumpah) yang
kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang
berdusta.(7) Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat
kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-
orang yang berdusta,(8) dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah
akan menimpanya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata
benar.(9)®

Menurut jumhur ulama rukun /i ‘an ada empat, yaitu:®

® Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Muhammad, Fath al-Qarib al-Mujib ft
Syarh Alfaz al-Taqrib, (Beirut-Lebanon: Dar ibnu Hazm, 2005), h. 249.

" Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 2005), h. 668.

Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, “Qur’an Kemenag”,

https://quran.kemenag.go.id/index.php/result/24/6 (6-9), diakses 31 Desember 2018.

° Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam 3, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,
2003), h. 1010.


https://quran.kemenag.go.id/index.php/result/24/6

1. Suami yang melakukan /i’an. Menurut Prof. Dr. Amir Syarifudin bahwa suami
harus memenuhi syarat dalam melakukan /i ‘an, yaitu:'°

a. la adalah seorang yang sudah dikenai beban hukum atau mukalaf, yaitu telah
dewasa, sehat akalnya, dan berbuat dengan kesadaran sendiri.

b. Suami itu adalah Muslim, adil dan tidak pernah dihukum karena gazf. Ini
merupakan persyaratan yang dikemukakan oleh sebagian ulama diantaranya:
al-Zuhri, al-Tsawriy, al-Awza’i, ulama ahlu ra’yi (Hanafiyah) dan satu
riwayat dari imam Ahmad; sedangkan ulama lain diantaranya imam Malik,
Ishag, al-Hasan, Said bin al-Musayyab dan imam Ahmad dalam satu riwayat
tidak mensyaratkan demikian;

c. Suami tidak mampu mendatangkan saksi empat orang untuk membuktikan
tuduhan zina yang dilemparkannya kepada isterinya.

2. lsteri yang dili’an. Tidak akan jatuh /i’an apabila yang dituduh zina itu bukan
istrinya. Syarat istri yang ber/i’an adalah:**
a. laadalah isteri yang masih terikat tali perkawinan dengan suaminya.
b. laadalah seorang mukalaf dalam arti sudah dewasa.
c. la adalah seorang yang muhsanah, yaitu bersih dari kemungkinan sifat-sifat
yang tercela yang menyebabkan dia pantas untuk dituduh berzina.
3. Sebab /i’an. Yaitu menuduh istrinya berzina atau menolak anak yang dikandung
istrinya.
4. Lafal li’an. Lafal yang menunjukkan tuduhan zina atau pengingkaran kandungan
kepada istrinya.

Apabila ada suami yang menuduh istrinya berzina dan tidak bisa
menghadirkan empat orang saksi, maka dia harus dijatuhu had gazf, akan tetapi
had tersebut gugur, jika suami melakukan /i ’an. Li’an juga berlaku untuk menolak
anak yang dikandung istri. Hal ini merupakan kesepakatan para Imam mazhab.
Suami bersumpah empat kali dengan menyebut nama Allah bahwa ia termasuk
orang-orang yang benar, kemudian pada sumpah yang kelima bersumpah bahwa
Allah akan menimpakan laknat-Nya jika ia berdusta. Dengan supah suami ini,

maka istri wajib dihad, akan tetapi istri boleh menggugurkannya dengan sumpah

0 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta, Putra Grafika,
2009), h. 293.
™ Ibid., h. 294.



empat kali bahwa istri tersebut tidak berdusta, kemudian sumpah kelima
bersumpah murka Allah akan menimpanya jika sumpah suami bernar.*?

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan suatu yang sangat sulit untuk
dilakukan oleh orang yang tuna wicara. Dengan keterbatasan kemampuan
berbicara tersebut dicarilah solusi lain yaitu dengan menggunakan isyarat atau
tulisan.

Dalam pembahasan mengenai rukun-rukun /i’an yang jumlahnya ada
empat sebagaimana yang telah disebutkan, setiap rukun memiliki persyaratan-
persyaratan yang harus dipenuhi agar rukun tersebut dapat diterima. Kemudian
ada salah satu syarat yang menjadi perdebatan di kalangan fukaha, yaitu syarat
dapat berbicara bagi suami dan istri, dan hal tersebut tidak akan bisa dilakukan
oleh orang yang tuna wicara/tuna wicara. Ada ulama yang mensyaratkan hal
tersebut, ada juga yang tidak. Apabila isyarat dan tulisannya tidak dapat dipahami,
ulama banyak yang sepakat jika /i’annya tidak sah, karena disamakan dengan

orang gila.

syl el i oAy AT Ge SRl A VAT e 158
134_11_353“5

Artinya: Ulama sepakat bahwa /i ’an tidak sah jika dilakukan oleh suami dan istri
yang tuna wicara yang tidak dapat diketahui isyarat dan tulisannya.

Kemudian yang menjadi permasalahan adalah jika isyarat dan tulisan
orang tuna wicara tersebut dapat dipahami. Ulama berbeda pendapat dalam
memilah isyarat suami dan istri yang tuna wicara, walaupun jumhur ulama banyak
yang membolehkannya.

- ol ) gead Tad el 3 aslS 5 AN s e b 2R Calidy
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Artinya: Para fukaha berbeda pendapat dalam mempertimbangkan isyarat atau
tulisan orang tuna wicara dalam /i’an. ..... Menurut jumhur fukaha

(Maliki, Syafii dan pendapat yang muktamad dalam mazhab Hambali),
jika orang tuna wicara (suami atau istri) bisa memberikan isyarat yang

2 Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-
A'immah, Terj. 'Abdullah Zaki. Alkaf, Figih Empat Mahzab, (Bandung: Hasyimi, 2010), h. 383.

3 Wahbah Mustafa al-Zuhaili, Al-Figh al-Islaii wa Adillatuhu Juz 9, (Beirut-Lebanon:
Darul Fikr, 1985), h. 7100.

4 Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, Al-Mausu'ah Alfighiyah Alkuaitiyah
Juz 19, (Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1990), h. 94.



dipahami maka /i’annya sah dengan isyarat, sama seperti sah /i’an
dengan tulisan.

Imam al-Sarakhsi berpendapat bahwa tidak ada /i’an bagi orang yang
tuna wicara, sebagaimana yang tertian dalam kitabnya al-mabsiit:
uLSu\JJSJ uL’JYJJAMJMJA‘B\aJMGAJL@AM\J\j (d\_c.)

15.1_,3_,‘._

Artinya: Imam Al-Sarakhsi berpendapat: Jika seorang suami menuduh istrinya
berzina, dan dia (istri) masih kecil atau dia (suami) masih kecil, maka

tidak ada had dan tidak ada pula,... Begitu juga jika salah satu dari
keduanya tuna wicara. Apabila seorang suami itu tuna wicara, maka

tuduhannya tidak mewajibkan adanya had, dan tidak ada /i ‘an menurut
kami.

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa Imam al-Sarakhsi
berpendapat jika ada suami menuduh istrinya berzina sedangkan dia masih kecil,
ataupun istrinya masih kecil, maka keduanya tidak akan dikenai had, karena
gazfnya tidak dianggap, begitu juga dalam perihal i’an, maka /i ’an tersebut tidak
dianggap sah. Dan /i ‘an juga tidak sah jika salah satu dari suami istri tersebut tuna
wicara, sebagaimana jika suami itu tuna wicara, maka ketika dia menuduh zina
maka dia tidak akan terkena had, karena /i ‘annya tidak sah.

Al-Imam Abi Ishaq al-Syirazi dalam kitabnya Al-Muhazzab Fi Fighi al-
Imam al-Syafii, dia berpendapat:

A9 A0 e a1 R g A5 5 A05EEA £ A1 05 8 ) 408 (A9
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Artinya:  Adapun orang tuna wicara jika isyaratnya tidak bisa dinalar dan
tulisannya tidak dapat dipahami, maka tidak sah /i’annya karena

termasuk dalam makna orang gila. Jika isyaratnya bisa dinalar atau
tulisannya dapat dipahami, maka sah /i ‘an-nya.

Mengutip pendapat Imam al-Syirazi tersebut, bahwa pendapatnya
bertentangan dengan pendapat Imam al-Sarakhsi, jika seorang suami yang tuna
wicara kemudian hendak meli’an istrinya, akan tetapi isyaratnya tidak bisa

dimengerti juga tulisannya tidak memahamkan, maka /i ‘annya tidak sah, karena

15 Al-Sarakhst, Al-Mabsit Juz 7, (Beirut-Lebanon: Dar al-Ma’rifah, 1993), h. 42.
8 Abi Ishaq Al-Syirazi, Al-Muhadzdzab fi Fighi Al-Imam Al-Syafi’t Juz 4, (Beirut-
Lebanon: Dar al-Qalam, 1996), h. 460.



suami tersebut disamakan dengan orang yang gila. Berbeda halnya jika isyaratnya
bisa dimengerti juga tulisannya memahamkan, maka /i ‘annya dianggap sah.

Li’an erat kaitannya dengan penikahan, karena [i’an hanya boleh
dilakukan dalam ikatan perkawinan sebagaimana talak. Kedua imam sepakat atas
kebolehan talak orang tuna wicara menggunakan isyarat dan tulisan, akan tetapi
keduanya berbeda pendapat dalam hal /i ’an.

Kaidah figh mengatakan isyarat dan tulisan bisa disamakan dengan
ungkapan orang yang bisa berbicara, kaidah ini disepakati semua ulama yang
merupakan kategori kaidah kulliyah, hanya saja lafalnya berbeda tetapi maknanya
sama. Jika melihat kaidah ini seharusnya tidak ada perbedaan pendapat dalam
li’an orang tuna wicara, akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya.

Jika menilik konsep magasid syari’ah dan kaidah figh yang mengatakan
bahaya harus dihilangkan, maka /i’an orang tuna wicara harus dibolehkan karena
jika tidak dilakukan akan timbul darurat.

Imam al-Sarakhsi merupakan ulama mazhab hanafi yang terkenal dengan
ra’yu-nya atau disebut ahlu al-ra’yi sedangkan imam al-Syirazi merupakan ulama
mazhab syafi’i yang pemikirannya merupakan perpaduan antara ahlu al-kadis dan
ahlu al-ra’yi. Imam al-Sarakhsi mengatakan /i’an orang tuna wicara tidak sah
sedangkan imam al-Syirazi mengatakan sah. Permasalahannya adalah, seharusnya
pendapat imam al-SarakhsT lebih rasional dari pada pendapat imam al-Syirazi akan
tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Setiap orang memiliki hak untuk melakukan
sesuatu selama hal tersebut tidak dilarang termasuk hak untuk ber-/i’an meskipun
tuna wicara. Pendapat imam al-Sarakhi justru terlihat mendeskrimasi dengan
menghilangkan hak seseorang dan ini menjadi tidak rasional dan seakan bertolak
belakang dari pemikirannya. Hal lain yang mendasari penulisan ini adalah
kecurigaan terhadap ra 'yu yang terkadang menimbulkan paradoks.
c-‘_,‘.ud\uj\cl.m ‘X\Gy @\w?@um?@mgw@#\ ULJX\
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Artinya: Isyarat menurut bahasa adalah tanda dengan sesuatu yang dipahami
darinya apa yang dipahami dari ucapan, maka isyarat adalah tanda

kepada kesuatu dengan telapak tangan, mata, alis, dan lainnya. Dan saya

memberikan isyarat atasnya dengan seperti ini: menunjukkan pikirannya
kepadanya, dan nama pertimbangan.

7 KementrianWakaf dan Urusan Agama Kuwait, Al-Mausii ‘ah al-Fighiyyah al-Kuwaitiyah Juz 4,
(Kuwait: Dar al-Salalis, 1427), 277.
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Artinyat: Isyarat menurut istilah fukaha adalah sebagaimana isyarat dalam
bahasa, dan usaliyyin menggunakannya dalam topik dalalat, dan
mereka mengartikan dalalah al-isyarah sebagai berikut: petunjuk lafal
atas apa yang dimaksud dengannya (nas), akan tetapi lazim terhadapnya
(nas). Sebagaimana petunjuk firman Allah rqala; &ilk &) &l 768 ¥}
{ilay b e 1sla 8 51 G slad L L) atas sahnya nikah dengan tanpa
penyebutan mahar, karena sahnya talak merupakan cabang dari sahnya
nikah.
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Artinya: Beberapa lafal yang memiliki hubungan: a. Petunjuk, petunjuk adalah
adanya sesuatu yang sekiranya dapat dipahami darinya sesuatu yang lain,
seperti petunjuk lafal atas makna, yaitu keumuman dari isyarat. b.Tanda,
Tanda adalah persamaan untuk isyarat secara bahasa. Sebagian ustliyyin
mereka mengartikannya bahwa tanda adalah pembuangan makna dalam
diri seseorang secara tidak langsung.

u.\.u\.g_\ \;[,J}A Y\;ﬂs\ém‘emeﬁoJMY\ (‘;LAA\}“(;S;M)LQ_\SA
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Artinya: Karateristik isyarat (hukum global): isyarat menempati posisi lafal dalam

banyak perkara, karena isyarat menjelaskan perkara yang dimakssud

sebagaimana ucapan, akan tetapi syari’ membatasi orang-orang yang

berbicara dengan ungkapan dalam sebagian tasaruf seperti pernikahan,

maka ketika seseorang tidak mampu dalam ungkapan, syari’
menempatkan isyaratnya pada posisi ucapannya dalam kalimat.

ywdku\o‘)\_\ceme}m} Lc)ub‘).uuw‘); \}I\aJLu\ u»): Y\aJLu\
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Jae L - ).1)13 Y\SJJJ&} c\).a ‘2\5 d\.ud\j d)daﬂs d,ub C\S.\S\j
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Artinya: Isyarat orang: isyarat orang bisu dipertimbangkan dalam syara’, dan
menempati posisi ungkakapan orang yang berbicara dalam perkara yang
mengaruskan sebuah ungkapan, jika isyarat itu umum dikenal dalam
semua akad seperti jual beli, sewa, gadai, nikah, dan semua akad yang

18 1bid.
19 1bid.
2 hid.

h. 278.



halal seperti talak, memerdekakan budak, ibra’, dan selain itu seperti
ikrar yang selain ikrar dalam hudud yang didalamnya terdapat perbedaan
sebagaimana yang akan disampaikan sebentar lagi, dan tuduhan dan
islam. Dan ini merupakan ketentuan yang disepakati fukaha dalam apa
yang kami ketahui, dan dalam /i ‘an dan tuduhan zina terdapat perbedaan.

S gl I dad J Ailas oay Jadlll i sa g ladll e Aad 44U

ol aSall s 8l i a5 AT Glae Aalll (8 A0S
Artinya: Tulisan (al-kitazbah) menurut bahasa adalah al-khay (catatan/tulisan)
yaitu lafal yang menggambarkan dengan huruf hijaiyah. Dikatakan:
khatta bi al-galam maksudnya menulis dengan pena. Tulisan secara
bahasa memiliki banyak arti lain yaitu fardu, hukum, dan ketentuan.
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Artinya: Tulisan  menurut  istilan ulama tidak mengartikan  dengan
mempertimbangkannya dengan dalil dalam menetapkan hak-hak, dan
apabila mereka mengeluarkan tulisan dengan mempertimbangkannya
dengan dalil adalah kepada penetapan lafal-lafal yang berbeda: maka
sebagian mereka menggunakan seluruhnya, dan

yjdl;d\ Aﬂae)\ﬁ\bm\d\ Lu:‘);ul.m.\ \X.\u.u‘)a d@’wﬁjww‘)ﬂ\
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Artinya: Al-kharasu adalah masdar dari kharisa, dikatakan: orang bisu dengan
sesungguhnya bisu/tuna wicara, ketika terhalangnya ucapan sejak lahir,
yaitu dijadikan dan tidak ada ucapan baginya, atau hilang ucapannya
secara tiba-tiba. Dan pengamalan para fukaha terhadap al-kharsu tidak

keluar dari makna ini.

Hal ini menjadi sebuah topik yang menarik untuk dibahas terkait metode
istinbagnya. Selain itu, sebagai sumbangan keilmuan, tulisan ini akan membahas
bagaiman relevansi pendapat keduanya dengan kondisi masyarakat di Indonesia.
Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang lebih rinci tentang
keadaan tersebut, yang akan termuat dalam skripsi yang berjudul “STATUS
HUKUM LI'AN BAGI ORANG TUNA WICARA (Studi Perbandingan
Pendapat Imam al-Sarakhst dan Imam al-Syirazr”).

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas maka

ditemukan pokok permasalahan yang akan diungkap dalam penulisan skripsi ini

adalah:



1. Bagaimana pendapat dan metode istinbas Imam al-Sarakhsi dan Imam al-
Syirazi tentang status hukum /i ‘an bagi orang tuna wicara?

2. Bagaimana relevansi pendapat Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Syirazi tentang
status hukum /i’an bagi orang tuna wicara dengan kondisi masyarakat di

Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penulis melakukan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat dan metode istinbas Imam al-Syirazi dan Imam al-
Sarakhsi tentang status hukum /i ‘an bagi orang tuna wicara?

2. Untuk mengetahui relevansi pendapat Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Syirazi
tentang status hukum /i ’an bagi orang tuna wicara dengan kondisi masyarakat

di Indonesia?

Kemudian manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam khazanah pemikiran hukum
Islam dalam bidang fikih munakahat tentang /i ‘an bagi orang yang tuna wicara.

2. Sebagai informasi bagi masyarakat atas implikasi hukum tentang /i’an bagi
orang yang tuna wicara.

3. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi di UIN Walisongo Semarang.

. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan mencari dan mensintesiskan semua
literature/sumber bacaan yang relevan pada topik tertentu untuk mengembangkan
penjelasan yang lebih umum atau teori untuk menjelaskan fenomena tertentu, dan
juga mengangkat teori, di dalam tinjauan pustaka juga menghubungkan beberapa
studi pendahuluan dengan melihat persamaan dan perbedaan, pernyataan masalah,
metodologi (Subyek, instrument, perlakuan, desain, dan analisis statistik), dan

temuan guna membentuk kerangka kerja teoritis penelitian.?* Dari pengamatan

2l Muharto, Arisandi Ambarita, Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi

Kesulitan Mahasiswa Dalam Menyusun Proprosal Penelitian, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h.

59.
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yang telah penulis lakukan dari beberapa karya ilmiah seperti skripsi maupun yang
lainnya, penulis menemukan beberapa materi yang memiliki pembahasan hampir
sama, akan tetapi dengan fokus penelitian yang berbeda karena pembahasan oleh
karya yang sudah ada belum spesifik. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud
adalah:

Pertama, Skripsi yang berjudul Li’an Menurut Pemikiran Abu Hanifah
yang ditulis oleh Fitriani mahasiswa alumnus Universitas Islam Negri Sultan
Syarif Kasim Riau 2011.% Dalam karyanya tersebut, fokus penulis adalah status
hukum (bagi suami dan istri) yang terjadi setelah /i’an. Seorang suami dan istri
yang telah melakukan /i’an maka terjadilah perceraian/talak dalam artian haram
sementara (boleh menikah kembali), dengan syarat hanya salah satu pihak (suami
atau istri) saja yang melakukan /i’an, bukan keduanya. Jika keduanya saling
meli’an, maka barulah terjadi perpisahan selamanya, hal tersebut merupakan
pandangan Imam Abu Hanifah dalam fadis ‘& o<y, Begitu juga (haram
sementara) jika sang suami mendustakan sumpahnya (mencabut tuduhannya),
maka suami harus dihad dera kemudian boleh menikah lagi dengan akad yang
baru, dengan alasan jika suami berdusta maka /i ‘an yang telah dilakukan dianggap
batal, dan anak boleh dinisbatkan kepada suami. Sengingga dapat disimpulkan jika
karyanya berbeda focus dengan karya penulis.

Kedua, Skripsi yang berjudul Dampak Hukum Sumpah Li‘an (Menurut
Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia) yang ditulis oleh Setiawan
mahasiswa alumnus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung
tahun 2011.% Dalam karyanya tersebut, fokus penulis adalah dampak atau
implikasi hukum yang terjadi akibat /i ’an dalam pandangan hukum Islam secara
global, dan hukum positif di Indonesia. Dampak hukum /i’arn (menurut hukum
Islam) yaitu, pertama, suami dan istri tidak boleh berkumpul lagi selamanya
(menurut jumhur) dan boleh menikah kembali jika suami berdusta (menurut imam
Abu Hanifah). Kedua, istri tidak akan mendapatkan hak nafkah ketika menjalani
masa iddah, begitu juga dengan tempat tinggal tinggal, hal tersebut terjadi bagi
yang berpendapat bahwa pernikahan yang terjadi akibat /i’an adalah fasakh.

%2 Fitriani, Li’an Menurut Pemikiran Abu Hanifah, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim
Riau, 2011.

2 Setiawan, Dampak Hukum Sumpah Li’an (Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif
Di Indonesia) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung Tahun, 2011.
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Ketiga, nasab anak dengan ayahnya akan terputus dan dinisbatkan kepada ibunya.
Keempat, suami tidak berkewajiban menafkahi anaknya karena terputusnya nasab,
dan juga anak dan ayah tidak akan bisa saling mewarisi. Kemudian menurut
hukum positif, dampak hukum yang terjadi akibat /i’an menurut yang kami
(penulis) pahami adalah sama dengan humu Islam. Jadi dapat pembahasan karya
saudara Setiawan ini berbeda dengan apa yang akan dibahas oleh kami (penulis).
hanifah

Ketiga, Skripsi yang berjudul Studi analisis pendapat imam Abu Hanifah
tentang /i’an orang tuna wicara, yang ditulis oleh Amrin Borotan, Alumnus
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2015.% Dari hasil
penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan sebuah hukum bagi seorang
yang tuna wicara kemudian melakukan /i’an, yaitu, bahwasanya Imam Abu
Hanifah tidak ada /i’an bagi orang tuna wicara dalam artian /i’annya tidak sah.
Karena dia menggolongkan /i’an kedalam bentuk kesaksian (syahadah), bukan
termasuk bentuk yamin (sumpah). Sedangkan orang yang tuna wicara tidak akan
bisa menjadi ahli bersaksi karena tidak dapat berbicara. Pendapat ini dikutip dari
kitab badai’u al-Shanai’ karya al-Kasani dan al-Mabsut karya al-Sarakhsi. Akan
tetapi penulis tidak setuju dengan pendapat tersebut, karena penulis memasukkan
konsep taklif dalam maslah ini. Menurut penulis, syarat orang mukallaf bukanlah
orang tuna wicara, sehingga orang yang tuna wicara dapat dikenai taklif hukum
dan perbuatannya dapat menimbulkan akibat hukum. Sehingga orang yang tuna
wicara sah melakukan 7i’an (menurut penulis: Amrin Borotan). Secara garis besar
pembahasan yang ada dalam karya tulis ini sama dengan apa yang akan kami

(penulis) bahas, akan tetapi ada perbedaan yaitu dalam hal perbandingan.

Keempat, Skripsi yang berjudul Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Abidin
Dalam Kitab Radd Al-Mukhtar Tentang Li’an Bagi Orang Tuna wicara yang
ditulis oleh Dian Andriwijaya, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang tahun 2017.% Dalam keterangan Abstraknya Ibnu Abidin mengatakan

syarat-syarat /i’an salah satunya harus bisa bicara. Sehingga /i’an orang tuna

* Amrin Borotan, Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Li’an Orang
Tuna wicara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

% Dian Andriwijaya, Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Abidin Dalam Kitab Radd Al-
Mukhtar ~ Entang Li’an Bagi Orang Tuna wicara, Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang, 2017.
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wicara tidak sah karena lbnu Abidin mengatakan /i ’an termasuk kedalam bentuk
syahadah (kesaksian), Sedangkan orang tuna wicara bukanlah ahli dalam
bersyahadah (bersaksi). Akan tetapi penulis (Dian Andriwijaya) tidak setuju
dengan pendapat tersubut karena dia memasukkan konsep taklif dalam
permasalahan ini. Seseorang dianggap mukallaf jika memiliki dua hal yaitu
ahliyyatul wujub dan ahliyyatul ada’,sedangkan orang tuna wicara bukan
termasuk kedua hal tersebut, sehingga orang yang tuna wicara bisa bisa dikenai
taklif hukum termasuk /i’an itu sendiri. Secara garis besar pembahasan yang ada
dalam karya tulis ini sama dengan apa yang akan kami (penulis) bahas, akan tetapi
ada perbedaan yaitu dalam hal perbandingan.

Kelima, Skripsi yang berjudul Status Hukum Istri Pasca Li’an (Studi
komparasi fikih mazhab abu hanifah dengan hukum positif) yang ditulis oleh
Ziamul Umam, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun
2016.%° Fokus penelitian ini adalah membahas mengenai status perceraian yang
terjadi akibat /i ’an. Penulis mengemukakan bahwa menurut Imam Abu Hanifah,
seorang suami dan istri boleh berkumpul kembali dengan akad yang baru jika
suami mencabut kembali tuduhannya, hal ini menunjukkan jika /i’annya batal.
Perceraian yang terjadi akibat /i’an ini adalah talak bain. sedangkan menurut
hukum posistif, suami isteri yang berli’an maka keduanya berpisah, bentuk
perceraian yang terjadi dihukumi mahram muabad suami isteri tersebut cerai
untuk selama-lamanya. Akan tetapi Penulis lebih condong mengikuti hukum
positif yang menyatakan peceraian sebab /i’an itu tidak dapat kembali dengan
akad nikah baru, karena kalau suami isteri tersebut dapat kembali sedangkan telah
melakukan sumpah i ’an dengan membawa nama Allah hal tersebut tidak sesuai
dengan sikap sebagai seorang suami isteri yang mengharuskan memberikan
kebaikan pada pasanganya. Pembahasan ini berbeda dengan apa yang akan kami

bahas.

Keenam, Skripsi yang berjudul Perceraian Li’an Dalam Perspektif
Hukum Islam, yang ditulis Oleh Camila Rizky Ramadhani, Alumnus Universitas

Lampung Bandar Lampung tahun 2017.%" Dari hasil penelitian tersebut maka

%8 Ziamul Umam, Status Hukum Istri Pasca Li’an (Studi Komparasi Fikih Madzhab Abu
Hanifah Dengan Hukum Posistif), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

27 Camila Rizky Ramadhani, Perceraian Li’an Dalam Perspektif Hukum Islam,
Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017.
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dapat diketahui bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 125-128
sudah diatur tentang perceraian yang terjadi disebkan /i’an yaitu karena suami
menuduh jika istrinya berbuat zina. Dalam prosedur pelaksanaannya maka
diperlukan syarat berupa tuduhan zina oleh suami kepada istrinya, dan juga
sangkalan dari istri bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar, akan tetapi keduanya
tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, oleh karena itu pembuktiannya
digantikan dengan sumpah /i ‘an. Kemudian akibat dari perceraian tersebut adalah
keduanya tidak dapat rujuk kembali selama-lamanya, dan nasab anak yang
dikandung istri tersebut terputus terhadap bapaknya.

Hasil dari tinjauan permasalahan penelitian yang telah penulis lakukan,
terdapat beberapa penelitian yang membabhas tentang /i ‘an. Simpulan dari tinjauan
pustaka di atas adalah, mengenai hukum /i’an jika sumai berdusta, kemudian
tentang akibat/implikasi hukum setelah terjadi /i’an, dan yang terakhir tentang
Li’an yang dilakukan oleh orang yang tuna wicara. Dari kertiga simpulan tersebut
ada pembahasan yang sama dengan apa yang akan penulis bahas nanti, yaitu
mengenai /i’an yang dilakukan oleh orang yang tuna wicara. Akan tetapi
pembahasan yang telah tercantum tersebut hanya membahas dari sisi satu mazhab
saja, yaitu menurut Imam Abu Hanifah dan Ibnu Abidin dari Mazhab Hambali,
yang keduanya menyatakan /i’an tersebut tidak sah. Berbeda dengan kami
(penulis) yang akan membahas hal tersebut dari sisi komperatif antara Imam al-
Sarakhsi dan Imam al-Syirazi dengan judul “STATUS HUKUM LI’AN BAGI
ORANG TUNA WICARA (Studi Perbandingan Pendapat al-Sarakhsi dan al-

Sytrazr”.

E. Metode Penelitian
Metode lahir dari kata methodos (Yunani) atau methodus (Latin), kata ini
terbentuk dari kata meta (kada depan berarti di atas atau melampaui) dan hodos
(jalan).?® Penelitian (research) dalam arti luas dapat diartikan sebagai kegiatan

pengumpulan data, informasi dan fakta untuk kemajuan pengetahuan.”

8 William Chang, Metodologi Penulisan Ilmiah Teknis Penulisan Esai, Skripsi, Tesis &
Disertasi Untuk Mahasiswa, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 12.

2 A, Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan,
(Jakarta: Kencana, 2017), h. 25
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Sedangkan metode penelitian adalah cara berfikir, berbuat yang
dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian, dan untuk mencapai
suatu tujuan penelitian.® Atau dengan kata lain metode penelitian merupakan
tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan
alat dan bahan apa serta bagaimana prosedurnya®. Kegunaan penelitian adalah
untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk dan konsekwensi terhadap satu set
keadaan khusus. Keadaan tersebut dikontrol melalui percobaan atau berdasarkan
observasi tanpa kontrol.*

Metode penelitian sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan
kuantitatif.** Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perlikau yang
dapat diamati.* Sedangkan dalam metode kuantitatif data berupa angka atau data
kualitatif yang diangkakan (scoring).* Dalam menentukan metode yang akan
digunan maka perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu: Tujuan Penelitian,
pertanyaan, data, dan audience.®

Dengan memepertimbangkan hal tersebut, maka penulis akan
menggunakan metode Kualitatif. Yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya
tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan
bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui
pengumpulan data dari latar alami degan memanfaatkan diri penelitian sebagai
instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung
menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna berdasarkan

perspektif subyek lebih ditonjlkan dalam penelitian kualitatif.®” Kemudian setelah

% Asep Saepul Hamdi, E. Bahruddin, Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam
Pendidikan, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 3.

* Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.
68.

% bid.

* Ninit Afianika, Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia, (Yogyakarta:
Deepublish, 2016), h. 19.

% Deny Norfiansah, Penelitian Kualitatif Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan
masyarakat Kelurahan, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 8.

® Kris H. Timotius, Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen
Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan, (Yogyakarta: Andi, 2017) h. 70.

% J.R. Raco, M.E. Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya,
(Jakarta: Pt Grasindo, Anggota Ikapi, 2010), h. 66.

% Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis,
(Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h. 8.
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mengetaui metode yang digunakan, maka penulis akan menentukan tahapan
selanjutnya:
1. Jenis Penelitian

Salah satu jenis penelitian bila dilihat dari tempat pengambilan data
adalah penelitian kepustakaan (library research). Disebut penelitian kepustakaan
karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan
penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus,
jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.® Dengan demikian penelitian ini
hanya mengambil perpustakaan sebagai kancah penelitiannya. Peneliti berhadapan
dengan berbagai macam literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang akan dan
sedang diteliti.*

Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani
fungsi-fungsi yang disebutkan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya
riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan Kkoleksi
perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.*

Dalam dunia penelitian, khsusnya dalam studi kepustakaan, seleksi
bergantung pada metode kritik teks. Metode kritik teks pada dasarnya
mempertimbangkan tiga unsur sekaligus: teks, konteks dan wacana.** Teks yang
dipakai di sini adalah berupa kitab, buku, jurnal, skripsi, dan website. Kontek*?
dalam hal ini adalah segala sesuatu yang mempunya relasi dengan apa yang akan
dibahas. Sedangkan wacana adalah, upaya pengungkapan maksud-maksud atau
pemahaman teks dan konteks, baik yang tersembunyi maupun yang gamlang atau
blak-blakan.*

2. Sumber Data

Data ialah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan

informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan

fakta.* Sumber data dalam penelitian Menurut Arikunto yang dikutip oleh Ninit

% Nursapia Harahap, Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra’ Volume 08 No.01, h. 68.

% H. M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan
Kebijakan Publik Serta llmu-llmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 55.

“0 Khatibah, Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra’ Volume 05 No.01, 2011, h. 38.

*! Mestika zed, Metode Penelitian Kepustkaan, (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2008)
h.71

“2 Ibid.

“bid., h. 72.

* Julia, Orientasi Estetik Gaya Pirigan Kacapi Indung dalam Kesenian Tembang Sunda
Cianjur di Jawa Barat, (Sumedang: UPI Sumedang Press, 2018), h. 47.
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Alfianika, adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.* Apabila peneliti
menggunakan kuensioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka
sumber data disebut responden, yaitu orang-orang yang merespon atau menjawab
pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.*® Sumber
data dalam penelitian kualitatif sendiri dibagi menjadi 2. Yaitu Primer dan
sekunder.”’
a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu
suatu data yang diperleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari
responden maupun informan.*® Sehingga penulis tidak menggunakan sumber data
ini, karena tidak mungkin mendapatkannya.
b. Sumber data Sekunder

Data sekunder (sekundary data) adalah data yang mencakup dokumen-
dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian
dan lain-lain. * Data ini merupakan data yang dikutip dari sumber primer
kemudian hasil dari kutipan tersebut dikutip kembali sebagai bahan untuk dibahas.
Sumber data primer merupakan sumber data yang digunakan sebagai rujukan
utama dalam penelitian.

Dalam penelitian ini penulis akan mengunakan sumber data sekunder
berupa kitab salaf, yang didalamnya tertulis pendapat serta istinbaz hukum dari
pengarang kitab itu sendiri. Kitab tersebut adalah al-Mabstit yang dikarang oleh

imam al-Sarakhst dan al-Muhazzab yang dikarang oleh imam al-Syirazi.

F. Jenis Pendekatan
Kata hermeneutika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu
kata kerja hermeneuein yang berarti menafsirkan atau menginterpretasi, atau kata
benda hermenia yang berarti penafsiran atau interpretasi. Dari kata kerja
hermeneuein dapat ditarik tiga bentuk makna dasar masih dalam koridor makna

aslinya, yaitu mengungkapkan, menjelaskan, dan menerjemahkan. Ketiga makna

** Ninit Afianika, Op. Cit., h. 120.

“® Ibid.

*"P. Ratu lle Tokan, Manajemen Penelititan Guru, (Jakarta: PT. Grasindo, 2016), h. 75.

* Made Pasek Diantha, Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori
Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 192.

** Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), him. 10.
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ini dapat diungkapkan dengan bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris to interpret,
namun masing-masing dari ketiga makna tersebut membentuk sebuah makna yang
independen dan signifikan bagi interpretasi.*

Hermenautika sendiri ada tiga macam, dan dalam tulisan ini menggunakan
hermeneutika subjektif yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh modern khususnya
Hans-Georg Gadamer dan Jacques Derida. Menurut model ini, hermeneutika
bukan usaha menemukan makna objektif yang dimaksud si penulis seperti yang
diasumsikan model hermeneutika objektif melainkan memahami apa yang tertera
dalam teks itu sendiri.>* Hal ini karena permasalahan kajian tentang keabsahan
li’an yang dilakukan orang tuna wicara tidak terfokus pada kondisi sosial imam
melainkan konteks kebahasaan.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian metode yang digunakan dalam menganalisis data
beragam bentuknya. Kemudian dalam penelitian ini, menggunakan metode
analisis data yang bersifat deskriptif, yaitu, metode yang dapat digunakan untuk
memberikan, menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan fenomena
penelitian. Metode ini menjelaskan data atau objek secara alami, objektif, dan apa
adanya (faktual). Metode deskriptif yang digunakkan untuk meneliti wacana pada
umumnya dimulai dengan mengklarifikasi objek penelitian. Kemudian, hasil
Klarifikasi itu dianalisis secara deskriptif.>

Selain metode deskriptif, penulis juga menggunakan metode komparatif.
Penelitian kausal komparatif atau penelitian ex post facto adalah penyelidikan
empiris yang sistematis dimana ilmuwan tidak mengendalikan variable bebas
secara langsung karena eksistensi variable tersebut telah terjadi. Pendekatan dasar
kausal komparatif melibatkan kegiatan peneliti yang diawali dari mengidentifikasi
pengaruh variable satu terhadap variable lainnya kemudian dia berusaha mencari
kemugkinan variable penyebabnya.®

Dengan metode tersebut, maka penulis akan menganalis data yang telah

ada, yaitu hukum /i’an bagi orang yang tuna wicara. Menurut Imam al-Sarakhsi

>0 Avrip Purkon, Pendekatan Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam, Jurnal Ahkam:

Vol. Xiii, No. 2, Juli 2013, h. 186

113.

*! Ibid. h. 187
%2 Junaiyah H.M dan E. Zainal Arifin, Keutuhan Wacana, (Jakarta: Gramedia, 2010), h.

%% Muh. Fitrah, Lutfiyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas & Studi Kasus,

(Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 36.
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bahwa /i’an tersebut tidak sah, akan tetapi menurut Imam al-Syirazi dia
menganggap sah. Perbedaan pendapat tersebut juga berimplikasi dengan akibat
hukum setelahnya. Oleh karena itu penulis merasa perlu meneliti hal tersebut
berkaitan dengan penyebab difatwakannya kedua hukum itu. Kemudian

menjelaskannya secara deskriptif.

. Sistematika Penulisan SKkripsi

Dalam penyusunan skripsi ini maka diperlukan sebuah sistematika
penulisan sebagai langkah untuk mempermudah dalam pembahasan dan
pemahaman. Penulisan skripsi berikut mengkategorikan materi dalam beberapa
bab, yaitu terdiri dari 5 bab utama:

BAB pertama: Dalam bab ini, penulis membagi materi dalam tujuh sub
bab, yaitu: Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,
Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika

Penulisan Skripsi.

BAB kedua: Tinjauan Umum tentang Li’an. Bab ini berisi teori dan
landasan hukum tentang /i’an secara umum. Semua hal yang berkaitan dengan
li’an akan dimasukka kedalam bab ini, yang berupa: Pengertian dan Dasar Hukum
Li’an, Syarat dan Rukun Li’an, Sebab Akibat Li’an, Tata Cara Li’an, dan Hikmah

Li’an.

BAB Ketiga: Pendapat dan metode istinbas hukum Imam al-Sarkhasi dan

al-Syirazi tentang Status Hukum Li’an bagi Orang yang Tuna wicara. Bab ini
berisi tentang biografi Imam al-Sarkhasi dan al-Syirazi, yang meliputi: Biografi al-
Sarakhsi, Pendidikan al-Sarakhsi, Karya-karya al-Sarakhsi, Metode istinbat
hukum yang digunakan al-Sarakhsi, Pendapat dan Metode istimbath al-Sarakhsi
tentang Status Hukum Li’an bagi Orang yang tuna wicara, Biografi al-Syirazi,
Pendidikan al- Syirazi, Karya-karya al- Syirazi, Metode istinbat hukum yang
digunakan al- Syirazi, Pendapat dan Metode istimbath al- Syirazi tentang Status
Hukum Li’an bagi Orang yang tuna wicara.

BAB Keempat: Analisis Perbandingan Pendapat al-Sarakhsi dan al-

Syirazi Tentang Li’an Orang Tuna wicara, dan Relevansi Pendapat al-Sarakhsi
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dan al-Syirazi Mengenai Li’an Orang Tuna wicara dengan Kondisi Masyarakat di
Indonesia.

BAB Kelima: Penutup, bab ini berisi simpulan, saran dan kata penutup.

BAB Il
TINJAUAN UMUM TENTANG LI’AN, ISTINBAT

A. Tinjauan Umum tentang Li’an
1. Pengertian Li’an
Kata gyl die3ll ol mempunyai ma’na yang sama, yang diambil dari
kata =) (laknat),> yang berarti membuang dan menjauhkan.> Sebagaimana kalimat

4) 432 yang berarti menjauhkannya dan membuangnya, dinamakan seperti itu karena

> Faisal bin Abdul ‘Aziz bin Faisal bin Hamd al-Mubarak al-Harimali, Khulasah al-
Alkalam Syarh ‘Umdatil Ahkam, (t.tp. 1992), h. 305.

% Majmi’ah min al-Mu’allifin, Al-Figh al-Maisir fi Dau’ al-Kitab wa al-Sunnah, (al-
Madinah al-Munawwarah: al-Mujamma’ al-Malili Fahd li Taba’ah al-Mushaf al-Syarif, 1424), h.
322.
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suami istri jauh dari rahmat, atau karena segala di antara keduanya jauh dari yang
lain.*®

Dan dinamakan /i ’an karena ucapan suami pada kesaksian yang kelima yang
menyatakan: sesungguhnya laknat Allah akan tetap padanya (suami) jika (suami)
adalah golongan dari orang-orang yang berdusta, dan karena salah satu dari keduanya
berbong, maka pasti salah satunya adalah terlaknat.”” Sedangkan /i’an secara syarak

adalah sebagai berikut:

Menurut Syaikh Zainuddin Abw Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad
al-Ansari al-Sunaiki yang merupakan ulama Syafi’iyah, mendefinisikan /i ’an sebagai
berikut:

5 e e aly 35 )
Artinya:  bahwa /i ‘an adalah kalimat yang berisi informasi yang digunakan sebagai
dalih bagi orang yang kesulitan ketika menuduh zina seseorang yang

mencemari tempat tidurnya dan mendapati dalam keadaan telanjang
dengan seseorang atau menafikan anak dari janin yang akan dilahirkan.

Pendapat ini juga senada dengan ulama Syafi’iyah yang lainnya.*
Kemudian menurut Abii Bakr bin ‘Al bin Muhammad al-Hadadi al-Ubadi al-
Zabidi yang merupakan ulama kalangan Hanafiyah menjelaskan:
1550 32 aliay 488 3 el AS 2l Al el 6500 VL Sikas G
Artinya:  Beberapa kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang diiringi dengan

laknat yang menempati posisi had gazf pada hak suami dan posisi had zina
pada hak istri.

% Ahmad Khatib al-Syarbini, Mugni al-muhtdj ala Ma’rifah Ma’ant Alfaz al-Minhdj

juzs, (Be;gut—Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), h. 52.
Ibid.

%8 Zainuddin Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Sunaiki, Asna
al-Matalib Syarh Raud al-Talib Jilid 3, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-lImiyah, t.th.), h. 370.

 Lihat: Al-Guraru al-Bahiyah Syarh al-Bahjah al-Wardiyah 4/323; Fathul Wahhab bi
Syarh Minhaju al-Tullab 2/119; Tuhfatu al-Muhtaj fi Syarhi al-Minhaj wa Hawasyi al-Syarwani
wal ‘Ubadt 8/202; al-Iqna’ fi Halli Alfazi Abi Syuja’ 2/459; Mugni al-Muht3j ila Ma’rifati Ma’ant
Alfazi al-Minhaj 5/52; Gayatu al-Bayan Syarh Zubad Ibnu Ruslan 1/270; Nihayatu al-Muht3j ila
Syarhi al-Minhaj 7/103; Hasyiyah al-Jamal ‘ala Syarhi al-Minhaj 4/424; Hasyiyah al-Bujairami
‘ala al-Khatib 4/28; Al-Saraju al-Wahhaj 1/442; Al-Fighu al-Minhaji ‘ala Mazhabi al-Imami al-
Syafi’1 4/150

% Abii Bakr bin ‘Ali bin Muhammad al-Hadadi al-Ubadi al-Zabidi, Al-Jauharah al-
Nayyirah Juz 2 (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-l1Imiyah, 2006), h. 234.
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Pendapat ini juga selaras dengan ulama Hanafiyah lainnya.**

Menurut Syekh Mansir bin Yinus bin Salahu al-Din ibnu Hasan bin Idris al-

Bahiiti yang merupakan ulama kalangan Hanbaliyah menerangkan:

(Jula‘;)dhsu&fdu\(}' \)wwﬁu\(umaaemmb)&j:j
62(\.@.\.‘1; uA u.u.\;) e\&n 4\.2\3\3

Artinya:  Li’an menurut syarak adalah beberapa kesaksian yang dikuatkan dengan
sumpah dari kedua belah pihak yang diiringi dengan laknat dari suami dan

murka dari istri, yang menempati posisi had gazf jika istri masih suci atau

ta’zir jika tidak demikian (suci) bagi suami, dan menempati posisi tahanan
bagi istri.

Pendapat ini juga selaras dengan pendapat ulama kalangan Hanbaliyah lainnya.®®

Jadi /i’an menurut kesimpulan penulis adalah adalah kalimat yang berisi
informasi yang digunakan sebagai dalih bagi orang yang kesulitan ketika menuduh zina
atau untuk menolak janin, dan merupakan laknat dari suami dan murka dari istrinya, yang

menempati posisi had gazf bagi hak suami dan had zina bagi hak istri.
2. Dasah Hukum Li’an

Ketika suami menuduh istrinya dengan zina dia tidak mau berdamai dengan hal
tersebut, dan tidak mau kembali atas kemauannya, dan tidak mungkin baginya untuk
menjelakan, maka Allah tkfgelah mensyariatkan /i ‘an kepada keduanya, maka ber/i ‘anlah

kali an di hadapan hakim.** Allah berfirman:

81 |ihat: Al-Mabsiit li al-Sarkhasi 7/39; Tuhfatu al-Fuqaha’ 2/217; Al-Hidayah Fi Syarhi
Bidayah al-Mubtadi 2/270; Al-Muhit al-Burhani fi al-Fighi al-Nu’mani 3/453; Al-Ikhtiyaru li
Ta’lili al-Mukhtar 3/167; Al-Lubab fi Syarhi al-Kitab 3/74; Majmu’ al-Anhar fi Syarhi al-Abhar
1/55

% Mansir al-Bahiiti, Dagdiq Uli al-Nuha li Syarh al-Muntaha al-Ma’rif bi Syarh
Muntahd al-Iradat Juz 3, (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1993), h. 179.

% Lihat: Kasysyafu al-Qina’ ‘an Matni al-Iqna’ 5/390, akan tetapi ada sedikit perbedaan
pada had yang akan ditanggung istri jika dia berdusta, yaitu: Lsls & UG) 3 alis & (yang
menduduki kedudukan had zina bagi istri) pendapat ini (dalam kitab Kasysyafu al-Qina’ ‘an
Matni al-Iqna’ ) juga selaras dengan pendapat Miisa bin Ahmad bin Miisa bin Salim bin ‘Isa bin
Salim al-Hijawt al-MagqdisT dalam kitab beliau Al-Iqna’fi Fighi al-Imami Ahmad bin Hanbal

% Muhammad bin Ibrahim al-T al-Tuwaijiri, Mausii‘ah Fighiyyah al-Islami Jilid 4, (t.tp.:
Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2009), h. 234.
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Artinya: Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak
mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-
masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa
sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.(6) Dan (sumpah) yang
kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang
berdusta.(7) Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat
kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-
orang yang berdusta,(8) dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah
akan menimpanya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata
benar.(9) (QS. An-Nur: 6-9). ®

Adapun hadis yang menerangkan /i ‘an adalah sebagai berikut:
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Artinya: Pada suatu hari seorang lelaki dari kalangan kaumnya (yakni ‘Uwaimir al-

‘Ajlani) datang kepada ‘Ashim bin ‘Addi al-‘Ajlani, kemudian lelaki itu

bertanya kepadanya, ‘Hai ‘Ashim, bagaimana pendapatmu tentang seorang

lelaki yang mendapati istrinya bersama orang lain, apakah ia boleh

membunhnya, yang akibatnya ka/i‘an akan membunhnya, atau bagaimanakah

yang harus ia berbuat? Tanyakan masalah ini hai ‘Ashim, kepada Rasululah

Saw!” Lalu ‘Ashim menanyakan masalah tersebut kepada Rasulullah Saw.

Ketika ‘Ashim telah kembali kepada keluarganya, datanglah ‘Uwaimir dan

berkata padanya, ‘Hai ‘Ashim, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Saw.

kepadamu?’ Jawab ‘Ashim, ‘Engkau tidak membawa kebaikan untukku.

Sesungguhnya Rasulullah Saw. membenci persoalang yang engkau tanyakan

itu.” Berkata ‘uwaimir, ‘Demi Allah, aku tidak akan mundur sebelum
menanyakan langsung hal ini kepadanya.” Akhirnya ‘Uwaimir pun

% |ajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Loc. Cit.
% Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari Juz 7, (t.tp.: Dar Tauq al-Najah, 1422), h. 53.
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menghadap sendiri. Dan ketika datang di haadapan Rasulullah Saw. yang
ketika itu sedang berada di tengah-tengah orang banyak, berkatalah ‘Uwaimir,
‘Wahai Rasulullah Saw. bagaimana pendapatmu tentang seorang lelaki yang
mendapati istrinya bersama lelaki lain, apakah ia boleh membunuhnya, yang
akhirnya ia pun akan kali’an bunuh (sebagai gishash), atau bagaimanakah
yang harus ia perbuat?’ Jawab Rasulullah Saw., ‘Sesungguhnya telah turun
wahyu berkenaan dengan diri dan istrimu. Maka pergilah, dan datangkanlah
istrimu kemari! Berkata Sahl, ‘Akhirnya ‘Uwaimir dan istrinya saling berli’an,
sedang ketika itu aku bersama orang banyak di hadapan Rasulullah Saw.’
Setelah keduanya selesai berli’an, maka berkatalah ‘Uwaimir, Wahai
Rasulullah, Aku berdusta kepadanya seandainya aku tetap memegangnya
sebagai itriku.” Maka kemudia, “‘uwaimir menalak istrinya tiga kali, sebelum
Rasulullah Saw. memerintahkan hal itu kepadanya” (HR. Bukhari dan
Muslim)

3. Rukun dan Syarat Li’an

a. Rukun li’an

Sesungguhnya penetapan rukun dalam /i’an merupakan ikhtilaf para fukaha, ada
yang menganggap jika rukun /i’an hanya satu, ada juga yang mengganggap jika rukun
li’an ada empat. Menurut Hanafiyah rukun /i ‘an yaitu kesaksian yang terjadi antara suami
istri dengan cara sebagaimana yang telah disebutkan dalam pengertian /i’an menurut
mereka, maka ditemukanlah rukun /i’an. Karena tercapai dan gugurnya /i ’an bergantung
tercapainya kesaksian itu sendiri, yaitu yang terkandung dalam penetapannya.®’ Imam
Gazali (Syafi’iyyah) mengatakan: Rukun /i’an ada empat yaitu: Sebab, Tuduhan zina,
orang yang ber/i‘an, dan lafal yang digunakan untuk /i ’an.®® Menurut malikiyah adalah
tuduhan, ahli, lafal, dan sebab.® Sedangkan menurut jumhur ulama rukun /i’an ada

empat yaitu, mul@’in, mula anah, sebab /i ‘an, dan lafal /i ‘an.”

Pertama, mula’in dan mula’anah. Keduanya adalah suami istri yang berakal,
balig, dan keduanya merdeka ataupun dimiliki (budak), adil ataupun fasig, dan

disyaratkan islam bagi suami tidak bagi istri, apabila istri dzimmi maka istri dili’an

" KementrianWakaf dan Urusan Agama Kuwait, Al-Mausii’ah al-Fighiyyah al-
Kuwaitiyah Juz 35, (Kuwait: KementrianWakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1995), 248.

%8 Al-Rafi’i, Al-‘dziz Syarh al-Wajiz Juz 9, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-limiyah,
1997), h. 362.

% Al-Hatabi, Mawahib al-Jalil Ii Syarh Mukhtasar Khalil Juz 5, (Beirut-Lebanon: Dar al-
Kotob al-l1Imiyah, 2003), h. 455.

" Wahbah al-Zuhaili, Al-Fighu al-Zisiami wa Adillatuhu Juz 9, (Damaskus: Dar al-Fikr,
t.th.), h. 7098.


https://www.sifatusafwa.com/en/fiqh-maliki/1664-at-taj-wa-al-iklil-li-mukhtasar-khalil-al-mawwaq-al-maliki-9789959856135.html
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karena untuk menghilangkan hinaan darinya, demikian menurut Malikiyah. Dan menurut
Imam Abu hanifah bahwa keduanya harus merdeka muslim adil.™

Menurut Syafi’iyah, /i ‘an sah dilakukan oleh setiap pasangan yang balig, berakal,
dan melakukan dengan suka rela, baik kafir, merdeka, atau hamba sahaya.72

Sedangkan Ibnu Qudamah (Hambali), dalam satu riwayat, “Li’an yang dilakukan
oleh setiap pasangan suami istri yang mukallaf (berakal dan balig) hukumnya sah, baik
keduanya muslim, kafir, adil, fasik, keduanya bisa dijatuhi hukuman dalam kasus
menuduh zina, atau salah seorang dari mereka demikian.”

Jadi menurut beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan jika, ulama sepakat
bahwa /i ‘an sah dilakukan oleh orang yang balig dan berakal. Kemudian syarat merdeka,
budak, fasiq dan kafir, fukaha sepakat kecuali Imam Abu Hanifah. Dan syarat muslim
dan adil hanya bagi Imam Abu Hanifah.

Menurut ulama Hanafiyah sah /i’an yang dilakukan antara dua orang yang buta
dan dua orang fasik karena keduanya adalah orang yang mampu untuk memeberikan
kesaksian. Akan tetapi, kesaksian keduanya tidak dapat diterima karena kefasikan juga

juga akibat ketidak mampuan orang buta untuk membedakan.

Menurut ulama Syafi’iyah ahli sumpah tidak disyaratkan sebagai ahli syahadat,
maka sah /i’an hamba sahaya, dan Kkafir zimi, dan dapat dihad dalam tuduhan, hal ini
berbeda dengan berbeda dengan Imam Abu Hanifah,’* yang mensyaratkan orang yang
berli’an harus dapat berbicara.”” Denga kata lain orang tersebut harus orang yang bisa
memberikan kesaksian.

Mazhab Hanafi mensyaratkan kemampuan untuk memberikan kesaksian bagi
suami karena kalimat /i ’an merupakan kesaksian. Mereka juga mensyartkan si istri adalah

orang yang membuat orang yang menuduhnya dikenakan hukuman had karena Ii’an

™ Ibnu Huzai, Al-Qawanin al-Fighiyyah, (Beirut-Lebaon: Dar Ibnu Hazm, 2013), h. 413.

2 Al-Syirazi, Al-Muhazzab fi al-Fighi al-Imam al-Syafi’t Juz 4, (Damaskus: Dar al-
Qalam, 1996), h. 460.

" Ibnu Qudamah, Al Mughni, terj. Abdul Syukur, Al-Mughni 11,(Jakarta: Pustaka
Azzam), h. 130.

™ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali al-Tsi, Al-Wasit ff al-Mazhab Jilid
6, (Kairo, Dar al-Salam, 1417), h. 88.

"> Ala’u al-Din Abi Bakr bin Mas’ud al-Kasani, Badai’'u al-Shani’ Fi Tartibi al Syarai’
Juz 5, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-l1imiyah, 1424), h. 44.
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adalah ganti dari hukuman had akibat memberikan tuduhan kepada perempuan yang

selain istri. Sedangkan jumhur tidak mensyartkan kedua syarat ini.”

Menurut mazhab Hanbali laki-laki dan perempuan yang tuna wicara: Apabila
Isyarat dan Tulisannya tidak dapat dipahami, maka dihukumi seperti orang gila, seperti
yang telah kami sebutkan, karena keduanya tidak bisa menggambarkan tentang
bagaimana /i’an, dan tidak dapat diketahui gazf dari suami, juga tidak akan diketahui
bantahan dari istrinya. Jika isyarat dan tulisannya dapat dipahami. Imam ahmad berkata:
ketika ada istri yang tuna wicara maka tidak ada /i’an. Karena tidak dapat diketahui
tuntutanya. Dan telah diceritakan dari Ibnu Munzir dari Ahmad, dan Abi Ubaid, dan
Ishaq, dan shahabat ahli ra’yi. Dan begitu juga jika orang tuna wicara adalah suami. hal
tersebut dikarenakan /i ’an adalah lafal yang memerlukan kesaksian, maka tidak sah /i ’an

orang yang tuna wicara, seperti kesaksian yang sebenarnya.”’

Pendapat ini juga serupa dengan pendapat Hanafiyah sebagaimana dikutip dalam
kitab Badai'u al-Shaai’ Fi Tartibi al Syarai’Apabila ada sebuah pertimbangan perkataan dari
orang tuna wicara, maka tidak ada kesaksian baginya. Karena dia tidak akan bisa
mengucapkan lafal sebagai kesaksian. Karena gazf dari orang tuna wicara tidak bisa
dilakukan kecuali dengan isyarat, dan gazf dengan isyarat juga bermakna gazf dengan
tulisan, dan sungguh dia tidak diwajibkan /i’an sama seperti tidak diwajibkannya had,

sebagaimana yang akan saya sebutkan dalam bab hudud insya Allah.”

Kedua, sebab /i’an. Ada dua macam, yang pertama adalah, dakwaan karena
melihat perzinaan, dengan syarat tidak menyetubuhinya setelah melihatnya, apabila
tuduhan zina bukan karena melihat, maka harus dihad karena menuduh zina, dan tidak
boleh melakukan 7i’an menurut pendapat yang masyhur dan terdapat perbedaan antara
mereka. Yang kedua, menolak kehamilan, dengan syarat ketika menuduh maka suami
tidak boleh menyetubuhinya selama bertemu dengannya. Dan disyaratkan istibra’ ketika
suami menuduh dengan satu kali haid, Ibnu Majzsyun: tiga haid dan menjadi silang
pedapat bagi Syafii dan Ibnu Hanbal mengenai syarat ini. Dan disyaratkan ketika
menolak anak sebelum persalinan, jika suami terdiam sampai persalinan maka harus

dihad dan tidak boleh melakukan /i ’an, pendapat ini berbeda dengan Abu Hanifah, al-

® Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.
486.

7 Ibnu qudamah, Al Mughni juz 11, (Riyad: Dar alim al Kutub, 1997), h. 127.

"8 Ala’u al-Din Abi Bakr bin Mas’ud al-Kasani, Op. Cit., 46.
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Syafii berkata: di/i ‘an ketika terdiam karena uzur, apabila menuduhnya tanpa melihat dan
tidak menolak kehamilan maka tidak ber/i ’‘an menurut pendapat yang masyhur dan terjadi

silang pendapat di antara mereka.”

Ketiga, lafal. Maka suami harus mengucap empat kali ketika dalam melihat zina
“saya bersaksi dengan nama Allah sungguh saya telah melihatnya berzina”, dan mensifati
zina sebagaimana saksi-saksi mensifatinya, dan diriwayatkan tidak harus mensifati zina.
Dan mengatakan dalam menolak kehamilan “Saya bersaksi dengan nama Allah sungguh
dia telah berzina atau kehamilan ini bukan dari saya”. Ibnu Fawwaz berkata: dan berkata
“Demi Allah yang tiada tuhan selain Dia” dan mengucapkan pada kali ke lima “Laknat
Allah tetap baginya (suami) jika dia temasuk orang yang berdusta”. Kemudian istri
mengucapkan empat kali dalam masalah melihat zina “Murka Allah tetap baginya (Istri)
jika dia (suami) termasuk orang yang benar” dan menetapkan lafal syahadat dan tidak
boleh mengganti dengan sumpah dan (tidak boleh mengganti) dengan lafal murka dengan
laknat, dan wajib berurutan ketika mengakhirkan laknat. Dan sah /i’an orang yang tuna
wicara begitu juga tuduhannya jika isyaratnya dapat dimengerti atau tulisannya dapat
dipahami, dan /i’an harus ada dalam pihak yang berhak, dengan dihadapkan jama’ah
yang tidak kurang dari empat, dan disunnahkan /i ‘an dilakukan setelah ashar.®

Kemudia setelah pembahasan tentang rukun /i’an, berikut adalah penjelasan
tentang syarat-syarat /i ‘'an. Dalam pembahasan ini, maka syarat /i ’an dibagi menjadi dua,

yaitu, syarat wajib /i ‘an dan syarat sah /i ’an.
b. Syarat wajib i ’an:

Pertama: berbagai syarat wajib /i ‘an yang menurut mazhab hanafi adalah sebagai
bertikut:**

a. Adanya ikatan perkawinan yang sah dengan seorang perempuan, meskipun belum
sempat disetubuhi. Begitu juga meskipun masa iddah talak raj’i, berdasarkan firman

Allah Swt. “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina).” (An-Nuur:6) tidak

" \bnu Huzayy, Al-Qawdanin al-Fighiyyah, (Beirut-Lebaon: Dar Ibnu Hazm, 2013), h.
161.

8 |bnu Huzayy, Al-Qawanin al-Fighiyyah, (Beirut-Lebaon: Dar Ibnu Hazm, 2013),
h.161.

8 \Wahbah az-Zuhaili, Op. Cit., h. 485-486.



27

ada /i’an antara orang yang bukan pasangan suami istri atau dengan tuduhan yang

diarahkan kepada perempuan yang selain istrinya.

Juga tidak ada /i '‘an dengan tuduhan kepada istri yang telah meninggal dunia
karena orang yang telah meninggal dunia tidak lagi berstatus istri. Karena orang yang
telah meninggal dunia tidak bisa dikenakan /i ’an. Juga tidak ada /i ’an bagi istri yang
telah tertalak bain. si suami diakarenakan hukuman had bagaikan orang yang bukan

suaminya.

Ini adalah syarat yang telah disepakati oleh para fukaha kecuali talak bain,
menurut jumhur fukaha sah /i’an yang dilakukan kepada istri yang telah tertalak

baa’in.

b. Pernikahan yang teradi antara suami istri merupakan pernikahan yang sah bukan
pernikahan yang fasid.?” Bahwa seseornag yang menikahi perempuan dan pernikahan
itu fasid kemudian dia menuduh zina istrinya maka tidak ada /i’an baginya karena
tidak ada ikatan perkawinan ketika pernikahan tersebut fasid yang pada hakikatnya
tidak ada pernikahan.®®

Pendapat mereka ini bertentangan dengan pendapat beberapa imam yang
lain. Mereka membolehkan dilakukan /i’an kepada perempuan yang dinikahi dengan
pernikahan fasid karena adanya ketetapan nasab dengan perkawinan ini. Seperti
halnya perkawinan yang dilakukan dengan tanpa wali atau tanda adanya saksi,
kemudian si suami menuduh istrinya ini. Akan tetapi, pembolehan /i’an dalam
kondisi ini terkait dengan perkara yang jika didapati anak di antara keduanya yang si
suami ingin menolaknya. Jika di antara keduanya tidak ada anak, maka si suami

dikenakan hukuman had, dan tidak ada /i ‘ar di antara keduanya.

c. Dan disayaratkan bagi keduanya harus orang yang bisa memberikan kesaksian,
kare/i’an menurut kami adalah kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang
diiringi dengan laknat yang menempati posisi had gazf bagi hak suami dan

menempati posisi had zina bagi hak istri.* Yaitu keduanya adalah suami-istri yang

8 < Abdullah bin Mahmiid bin Mamdad al-Mausili, Al-Ikhtiyar Ii Ta’lil al-Mukhtar Juz 3,
(Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1937), h. 168.

8 Ala’u al-Din Abi Bakr bin Mas’ud al-Kasani, Op. Cit., h. 43.

8 Abii Bakr bin ‘Ali bin Muhammad al-Hadadi al-Ubadi al-Zabidi, Al-Jauharah al-
Nayyirah Juz 2 (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-ilmiyah, 2006), h. 234.
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merdeka, berakal, balig muslim, mampu berbicara, dan belum pernah dikenakan
hukuman had karena menuduh. Tidak ada /i’an di antara dua orang kafir, salah satu
satu dari keduanya adalah seorang budak, anak kecil, orang gila, orang yang pernah
dikenakan hukuman had kaerna menuduh, orang kafir, atau orang bis karena ada
syubhat.

d. Tidak adanya bukti, karena Allah mensyaratkan hal tersebut dalam ayat yang
menjelaskan tentang /i’an, sebagaimana firman-Nya & &c& aly 22053l Gsamn Gl
Al 1363 0 aaaal $328 22380 ) 0153 (Q. S. an-Niir:6)™

e. Istri menyangkal tuduhan adanya zina, dan jika istri membenarkan tuduhan tersebut
maka tidak diwajibkan /i’an dan wajib atas istri had zina yaitu dera jika belum
berkumpul dan rajam jika sudah berkumpul karena adanya zina istri dengan
pengakuannya.®

Menurut Syafi’iyah tuduhan zina yang dilakukan dengan bahasa asing bagi
orang yang mengetahuinya maka sama seperti gazf dengan bahasa arab dalam hal
adanya had dalam qazaf, sama seperti arab ataupun selain arab. Apabila /i’an
menggunakan bahasa asing dan dia bisa berbaha arab, maka boleh /i’an dengan
bahasa asing, karena adanya sumpah atau kesaksian keduanya boleh menggunakan
bahasa asing, dan jika dia bisa menggunakan bahas arab maka dilihat dari asal

bahasnya dan keumumannya perkataannya.®’

Menurut Hanbaliyah /i ’an disyaratkan menggunakan bahasa arab bagi orang
yang bisa menggunakannya, dan tidak sah dengan selain bahasa arab; karena syara
datang menyampaikan /i ‘an menggunakan bahasa arab, maka tidak sah dengan selain
bahasa arab. Dan jika tidak bisa berbahasa arab, maka boleh dengan lisannya (bahasa
yang digunakannya); karena dia membutuhkan hal tersebut, maka boleh dengan
lisannya, sebagaimana pernikahan. Apabila hakim mengetahi bahasanya, maka
diperbolehkan, dan jika hakim tidak mengetahui bahasanya, maka diambil dua

keadilan yaitu dengan menerjemahkan keduanya.®

® Ala’u al-Din Abi Bakr bin Mas’ud al-Kasani, Op. Cit., h. 36.

% bid., h. 37

8 Al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir Juz 11, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-limiyah,
1994), h. 71.

8 |bnu qudamah, al-Kafi fi Fighi al-Imam Ahmad Juz 3, (Beirut-Lebanon, Dar al-Kotob
al-limiyah, 1994), h. 182.
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Jumhur fukaha yang selain madzab Hambali, /i’an sah dilakukan dengan
bahasa arab ataupun dengan bahasa asing (yaitu bahasa selain arab) karena /i’an
adalah sumpah dan kesaksian, dan keduanya sama dalam berbagai bahasa. Dan orang
asing yang melakukan /i’an harus diterjemahkan kesaksiannya, [i’annya, dan

kemarahannya. ®

4. Syarat Sah /i’an
Mazhab Hambali menyebutkan berbagai syarat bagi pelaksanaan /i’an. Yang
sebagiannya telah disepakati oleh para fukaha, dan sebagian yang lain diperselisihkan
oleh mereka. Yaitu sebagai berikut:®
Li’an yang terjadi di hadapan gadhi atau wakilnya, dan syarat isni disepakati oleh
para fukaha; karena Nabi memerintahkan Hilal bin Umayyah untuk memanggil
istrinya ke hadapan dia dan saling melakukan /i ‘an di hadapan dia.
Li’an dilakukan setelah permintaan gadhi, yaitu masing-masing dari suami istri
mengucapkan kata /i’an setelah dilemparkan oleh qadhi. Jika salah satu dari
keduanya mengucapkan kata /i ’‘an sebelum dilemparkan oleh gadhi, maka tidak sah.
Sebagaimana halnya jika bersumpah sebelum gadhi memintanya bersumpah. Syarat
ini juga disepakati oleh para fukaha.
Menyempurnakan kelima lafal /i’an, jika kurang satu lafal maka tidak sah. Syarat ini
desepakati oleh para fukaha.
Masing-masing dari suami istri mendatangkan gambaran /i’an, sebagaimana yang
telah ditetapkan oleh al-Quran. Para fukaha saling berselisih pendapat mengenai
pergantian lafal dengan maknanya, misalnya menggainya dengan ucapan,
“sesungguhnya aku adalah orang yang berkata jujur” bagi ucapan, “kamu tekah
berzina.” Atau dia berkata, “sesungguhnya dia adalah termasuk orang yang berdusta”
sebagai ganti ucapan, “Dia telah berdusta.”
Berurutan antara lafal-lafal /i’an. Si suami memulai bersumpah terhadap si istri.
Kemudian si istri bersumpah. Jika lafal /i’an didahulukan oleh keempta lafal yang
lain, atau si istri mendahulukan ucapan /i ’arnnya dari ucapan /i ’an si suami, maka ini
tidak dianggap. Ini adalah syarat yang tela disepakati para fukaha.
Isyarat dari masing-masing keduanya kepada pihak yang lain jika memang dia hadir

di tempat tersebut. Ini adalah isyarat yang telah disepakati para fukaha.

8 Wahbah az-Zuhaili, Op. Cit., h. 488.
% Ihid.
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5. Sebab Akibat Li’an
1. Sebab Li’an

Bentuk-bentuk tuduhan yang mewajibkannya /i’an ada dua macam, yaitu yang
pertama adalah suami menjatuhkan tuduhan zina kepada istrinya, dan tidak bisa
mendatangkan empat orang saksi, yang menyaksikan istri tersebut sebagaimana tuduhan

suami. Yang kedua adalah suami mengingkari hamil istrinya.™
Pertama, wajibnya /i ‘an karena tuduhan berzina®

Wajibnya /i’an karena tuduhan berzina, yaitu apabila suami mengaku melihatnya
sendiri, tidak ada silang pendapat fukaha dalam permasalahan ini ulama Malikiyah
mengatakan bahwa yang diperselisihkan adalah, apabila suami mengatakan bahwa ia

tidak mencampurinya.

Imam Malik berpegangan dengan lahirnya hadis-hadis yang berkenaan dengan
masalah tersebut. Antara lain adalah Zadis sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Kedua, penolakan kehamilan atau anak,” walaupun dari persetubuhan yang mengandung

syubhat atau pernikahan yang fasid.

Mazhab maliki mensyaratkan, si suami mengklaim bahwa dia menyetubuhi
istrinya dalam masa yang menyebabkan lahir seorang anak. Dan dia minta al-istibra’
(pembersihan) rahim dalam satu kali haid. Dia tolak anak sebelum dilahirkan. Jika dia

tersiam sampai istri si istri melahirkan, dia dihukum had dan dia tidak melakukan /i ‘an.
6. Akibat Li’an

Menurut Syafi’iyah apabila suami tidak mengucapkan /i’an dan sudah

menemnuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan /i’an, maka berlakulah hukum-

hukum secara berturut-turut sebagai berikut:**

°! Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, Al-mausii’ah al-Fighiyyah al-Maisirah fi Fighi al-
Kitab wa al-Sunnah wal Mugahhirah Juz 5, (Beirut-Lebanon: Dar Ibnu Hazm, 1429), h. 367.

% Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtashid, terj. Imam Ghazali Said,
Achmad Zaidun, Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani,
1989), h. 672.

% Wahbah az-Zuhaili, Op. Cit., h. 482
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1. Gugurnya hukuman cambuk untuk suami, berdasarkan ayat al-Quran yang mulia,
karena ayat tersebut menempatkan /i’an sebagai kesaksian yang menjadi hak
suami.

2. lIstri wajib dihukum apabila suami menuduhnya berbuat zina yang dihubungkan
dengan kodisi suami istri, sedangkan si istri adalah orang Islam, Ini berdasarkan

firman Allah:
N Gl ol ) Al S ol 28 of sl e 15535

Artinya: istri dihindarkan dari hukuman apabila ia bersumpah empat kali dengan
nama Allah, bahwa suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang
berdusta. (QS. An-Nur:8)%

3. Terjadinya perceraian antara suami istri. Inilah yang diungkapkan oeh pengarang
dengan kalimat: “Hilangnya alas tidur.” Terjadinya /i’an ini adalah lahir batin,

baik istri yang benar maupun suami yang benar.

Dalam hal ini ulama sepakat akan perpisahan suami istri, akan tetapi yang
menjadi perselisishan adalah kapan perpisahan itu terjadi. Para mujtahid berbeda
pendapat perihal terjadinya perpisahan sebab [i’an, terdapat empat pendapat. Yang
pertama pendapat ‘Utsman al-Battiyyu, dia berkata: saya tidak melihat /i’an suami
kepada wanitanya yang menghendaki sesuatu, suami wajib menceraikannya. Yang kedua
menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf dan Muhammad: Tidak terjadi perpisahan dengan
selesainya keduanya (/i’an) sampai hakim memisahkan atara keduanya. Yang ketiga,
menurut Malik dan Lais dan Zufar rahimahumullah: ketika selesai dari /i’an maka
terjadilah perpisahan walaupun hakim tidak memisahkan. Yang ke empat menurut Imam
Syafii rahimahullah: ketika telah sempurna kesaksian suami dan laknat maka hilanglah
tempat tidur wanitanya dan tidak halal baginya untuk selamanya baik istri tersebut
meli‘an atau tidak meli ‘an.%®

Ulama juga berbeda pendapat mengenai perpisahan yang terjadi akibat /i ’an.
Malik, Syafii, Ahmad berpendapat bahwa pepisahan tersebut adalah fasakh, dan menurut

% Imam Tagiyuddin Abu Bakar al-Husain, Terjemah Kifayatul Akhyar Jilid 11, (Surabaya:
PT. Bina llmu, 2011), h. 556.
Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, “Qur’an Kemenag”,
https://quran.kemenag.go.id/index.php/result/24/8, diakses 31 Desember 2018.
% Muhammad bin Umar al-Taimi al-Razi, Mafatih al-Gaib Juz 23, (Beirut-Lebanon: Dar
al-lhya’ al-Turas al-‘Arabi, 1420), h. 334.


https://quran.kemenag.go.id/index.php/result/24/6
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Abu Hanifah perpisahan tersebut adalah talak bain.”” Menurut Hanafi, hal ini karena
timbul /i’an dari pihak suami dan tidak ada campur tangan dari pihak istri. Setiap
perpisahan yang timbul dari pihak suami adalah talak, bukan fasakh. Perpisahan yang
terjadi di sini seperti perpisahan sengketa jual beli jika hal tersebut berdasarkan putusan

pengadilan.®

4. Kalau ada anak dari hasil perzinaan istri, maka anak tersebut tidak diakui oleh
suami, berdasarkan hadis Ibnu Umar di atas.

5. Apabila terjadi perceraian dengan /i’an, maka suami dan istri yang bercerai itu
haram menikah lagi anatara keduanya selama-lamanya, kecuali Hanafiyah yang
membolehkan utuk menikah kembali, sebagaimana yangakan dijelaskan dibawah
ini.

Kemudian dalam hal jika suami mendustakan istrinya, maka ulama berbeda
pendapat. Sesungguhnya keharaman /i ‘an adalah selamanya tidak akan hilang selamanya,
maka Jika dia berbohong pada dirinya sendiri setelah berhubungan, dia harus mematuhi
empat aturan yang dia miliki, dan itu adalah dua hal adannya hadd, larangan keturunan,
dan dia tidak memiliki hak untuk menaikkan tempat tidur dan mendukung larangan dalam

kasusnya. Maka tidak halal baginya walaupun dia berbohong pada dirinya.”

Berbeda dengan Hanfiyah, menurut Abu Hanifah dan Muhammad mereka
berkata: perpisahan dalam /i’an merupakan perpisahan dengan talak bain, dan hilang hak
pernikahan dan da tetap membuktikan kesucian dan pernikahan selama dalam keadaan
li’an. Apabila suami berdusta kepada dirinya maka harus dihad dera, atau istri berbohong
kepada dirinya dengan membenarkan suami maka boleh menikah dan berkumpul antara
keduanya.'®

Dalam kedua pendapat tersebut, maka jika suami mendustakan tuduhannya, atau
menarik kembali tuduhannya maka suami tersebut wajib dihad, pendapat ini juga
disepakati Malikyah dan Hambaliyah. Akan tetapi mengenai pernikahan yang terjadi

maka ulama sepakat untuk boleh menikahinya kembali kecuali hanafiyah.

% Abii al-Muzaffar, Ikhtilaf al-A’immah al-‘Ulama’ Juz 2, (Beirut-Lebanon: Dar al-
Kotob al-1imiyah, 2002), h. 193.

% Sayyid Sabig, Figh Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin, Fikih Sunnah Jilid 3, (Jakarta: Pena
Pundi Aksara, 2007), h. 220.

% Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir Juz 11,
(Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-l1lmiyah, 1994), h. 75.

100 Ala’u al-Din Abi Bakr bin Mas’ud al-Kasani, Op. Cit., h. 53.
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6. Tata Cara Li'an

Setiap perkara memiliki cara tersendiri dalam menyikapinya sesuai ketentuan
yang diperlukan, dan tata cara /i ’an adalah sebagai berikut:'"*

Suami menyatakan sebanyak empat kali, “Aku bersaksi, demi Allah, aku
termasuk orang-orang yang benar atas tuduhan zina yang kutujukan kepada wali wanita
ini.” Wanita tersebut bisa jadi tidak berasa di tempat, namun identitasnya seperti nama
nasabnya disebutkan.

Kesaksian /i ’an ke lima yang diucapkan suami adalah, “Aku bersaksi laknat Allah
bagi diriku, jika aku termasuk orang-orang yang berdusta atas tuduhan zina yang
kutudahkan kepadanya.” Hal ini sesuai tuntutan al-Quran.

Suami bisa memberi isyarat kearah istri yang hadi di majlis /i’an dan
mengidentifikasinya, dengan mengubah kata ganti orang ketiga menjadi kata ganti orang
pertama, seperti pertanyaan orang yang /i ‘an, seperti “bagiku laknat Allah” atau menjadi
kata ganti orang kedua, seperti “atas zina yang aku tuduhkan kepada wanita ini”.

Sedangkan untuk penafian anak, caranya si suami menyatakan, “Sungguh, anak
yang dilahirkannya atau anak ini adalah hasil zina, dia bukan dariku.” Di sini setiap kali
sumpah kedudukannya adalah sebagai kesaksian.

Begitu suami selesai menyatakan /i’an, istri kemudian menyatakan empat Kkali
kesaksian (sumpah) yaitu, “Aku bersaksi, demi Allah, dia termasuk orang-orang dusta atas
tuduhan zina yang ditujukan kepadaku.” Sumpah /i ’an istri yang kelima berbunyi, “Aku
bersaksi, demi Allah, sungguh murka Allah atasku, jika aku bukan termasuk orang-orang
jujur tentang itu,” atau “...atas apa yang dia tuduhkan kepadaku.” Ini sesuai tuntuna ayat
al-Quran. Istri memberi isyarat kepada suami, jika dia hadir di majlis, atau menyebutkan

identitasnya, seperti nama atau nasabnya, jika dia tidak hadir.

B. Tinjauan Umum tentang Istinbat

1. Pengertian istinbat hukum

Istinbat sendiri artinya adalah mengeluarkan hukum dan dalil.®* Jalan
istinbat ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum

dari dalil. Cara penggalian hukum dari nash dapat ditempuh dengan dua macam

L Wahbah Zuhaili, Al-Fighu al-Syafi’i al-Muyassar, terj. Muhammad Afifi dan Abdul
Hafiz, Figih Imam Syafi’i 2, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), h. 701-703.
102 Asjmuni A. Rahman, Metode Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, h. 1.
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pendekatan, yaitu pendekatan lafadz (thuriig al-lafdziyyah) dan pendekatan
makna (thuriig al-ma’nawiyyah). Pendekatan lafadz ialah penguasaan terhadap
makna dari lafadz-lafadz nash dan konotasinya dari segi umum dan khusus,
mengetahui dalalah-nya. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan
kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung, seperti qiyas, istihsan, maslahah

mursalah, dan lain-lain.*®

Sedangkan definisi istinbat yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin ialah
usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber (al-
Quran dan Hadis), atau dengan kata lain usaha dan cara mengeluarkan hukum

dari sumbernya.'®*

Dari beberapa keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa istinbat
adalah suatu upaya dengan mengerahkan segenap kemampuan guna memperoleh
hukum-hukum syara’ dari sumber-sumber aslinya. Pengertian ini identik dengan
pengertian ijtihad yang dikenal oleh para ulama ushul figih. Al-Syaukani
menganggap istinbat sebagai operasionalisasi ijtihad, karena ijtihad dilakukan

dengan menggunakan kaidah-kaidah istinbat.*®®

Istilah populer dari istinbaral-hukmi ialah metodologi penggalian hukum.
Metodologi diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang
terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai
suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksudkan metodologi hukum Islam
adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam

tersebut dikaji dan diformulasikan.'®

Disiplin ilmu yang membahas tentang istinbat hukum (metode penggalian
hukum) dinamakan ushul figih. Ushul figih merupakan bidang ilmu keislaman
yang sangat dibutuhkan untuk memahami syari’at Islam dari sumber aslinya yaitu

al-Qur’an dan Hadis.® Dengan kajian ushul figih kita akan memahami kaidah-

108 Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008, h. 55

104 Amir Syarifuddin, Lok.Cit, h. 1

105 Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syaukani, Irsyad al-Fuhiil ila Tahgiq al-Hagq min ‘IIm al-
Ushiil, Beirut: Dart al-Fikr, t.th, h. 25. Dikutip oleh Sutrisno RS, Nalar Figh Gus Mus, h. 56.

1% Ghufron A. Mas’adi, Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum
Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h. 2.

197 Abdul Wahab Khalaf, 1lm Ushul Figh, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina
Utama, 1994, h. 1.
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kaidah wusuliyyah, prinsip umum syari’at Islam, cara memahami suatu dalil dan

penerapannya dalam kehidupan manusia.

Untuk memahami syari’at Islam, ulama usul mengemukakan dua bentuk
pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan (lafdziyah) dan melalui
pendekatan magdsidal-shari’ah (tujuan syara’ dalam menetapkan hukum).'%®
Dengan begitu, akan tercapai tujuan pensyariatan Islam yaitu kemashlahatan
dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ilmu ushul figih menjadi sangat penting untuk
diketahui dan dipahami dalam rangka menggali dan menerapkan hukum-hukum

syara’sesuai dengan tuntutan zaman.
. Corak Istinbat Hukum

Sumber utama figh ialah al-Qur’an dan Sunnah. Untuk memahami teks-
teks dengan tepat, para ulama telah menyusun semantik khusus untuk keperluan

istinbat hukum. Dalam kajian ushul figh para ulama ushul membagi:'*
a. Metode Bayani

Dalam khazanah ushul figh, metode ini sering disebut dengan al-
qawa’id al-usuliyyahal-lughawiyyah, atau dalalah lafadz yaitu dalil yang
digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafadz, suara
atau kata. ™ Pemahaman suatu nash dari segi lafadz, ulama ushul figh

memberikan Kklasifikasi yang sangat rinci, yaitu:
1) Lafadz Hakikat dan Majaz

Hakikat dan majaz adalah dua kata dalam bentuk
mutadayyifain atau relative term, dalam arti sebagai dua kata yang
selalu berdampingan dan setiap kata akan masuk kedalam salah satu
diantaranya. Hakikat ialah suatu lafadz yang digunakan menurut
asalnya untuk maksud tertentu. Sedangkan majaz yaitu kata yang

ditujukan bukan untuk maksud sebenarnya."*

2) Lafadz ‘Amm dan Khas

108 Nasrun Haroen, Ushul Figh, Jakarta: Logos, 1996, h. 11-13.
109 Apdul Wahab Khalaf, Lok.Cit, h. 5.

Y0 mir Syarifuddin, Lok.Cit, h. 140.

hid, h. 31-35.
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Lafadz ‘amm adalah suatu lafadz yang digunakan untuk
menunjuk pengertian satuan (afrad) maknanya yang umum, secara
menyeluruh dan tanpa batas, baik pengertian umum tersebut didapat
dari bentuk lafadznya sendiri maupun dari makna lafadznya.'*
Sedangkan lafadz khas, yaitu suatu lafadz yang menunjuk pengertian
sesuatu secara spesifik, atau dalam pengertian lain lafadz khas ialah
lafadz yang sengaja diperuntukkan menunjuk pengertian tertentu

secara mandiri.'*®
Lafadz Musytarak

Musytarak menurut bahasa  berarti  sesuatu  yang
dipersekutukan. Adapun secara istilah adalah lafadz yang diciptakan
untuk dua hakikat (makna) atau lebih yang kontradiksi."* Sehingga
perbedaan lafadz musytarak dengan lafadz ‘amm dan khas yaitu,
bahwa lafadz ‘amm adalah lafadz yang diciptakan untuk satu makna
dan makna yang satu itu mencakup satuan-satuan makna yang tidak
terbatas, sedangkan lafadz khas adalah lafadz yang menunjukkan
makna yang satu, baik untuk menunjuk makna yang konkrit maupun
abstrak. Adapun lafadz musytarak diciptakan untuk beberapa makna

yang penunjukannya kepada makna itu secara bergantian.**®

Contoh dari lafadz musytarak, seperti lafadz ‘ainun (cxe) yang
secara bahasa memiliki makna lebih dari satu, antara lain: mata
untuk melihat, mata air, dan lain-lain. Begitu juga dengan lafadz
quru’(ss_8) yang secara bahasa juga mempunyai makna lebih dari

satu, yaitu suci dan haid.

b. Metode Talili

Metode istinbatta 'lili adalah metode istinbat yang bertumpu pada ‘illat

disyari’atkannya suatu ketentuan hukum. Metode ini merupakan metode yang

h. 150.

112 Apd. Rahman Dahlan, Ushul Figh, Jakarta: Amzah, 2014, h. 269.
B31bid, h. 273.
14 M. Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-2, 2014,

Miftah Faridl dan Agus Syihabuddin, Al-Qur’an Sumber Hukum Islam yang Pertama,

Bandung: Pustaka, 1989, h. 186.
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berusaha menemukan ‘illat (alasan) dari pensyariatan suatu hukum. 116
Sehingga berdasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang
diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia ada alasan logis dan
hikmah yang ingin dicapainya.**” Jumhur ulama berpendapat bahwa alasan
logis tersebut selalu ada, tetapi ada yang tidak terjangkau oleh akal manusia
sampai saat ini, seperti alasan logis untuk berbagai ketentuan dalam bidang
ibadah. Alasan logis inilah yang digunakan sebagai alat dalam metode
ta’lili™®

Muhammad Mustafa Syalabi menyatakan bahwa berkembangnya
metode ijtihad ini didukung oleh kenyataan bahwa nash al-Qur’an dan Hadis
dalam penuturannya, sebagian diiringi oleh penyebutan ‘illat.*** Atas dasar
‘illat yang terkandung dalam suatu nash, permasalahan-permasalahan hukum
yang muncul diupayakan pemecahannya melalui penalaran terhadap ‘illat
yang ada dalam nash tersebut. Adapun yang termasuk dalam penalaran

metode ¢a Jili adalah qiyas dan istihsan.'®
Metode Istislahi

Metode istislahi adalah penetapan suatu ketentuan berdasarkan asas
kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk masalah
tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus. Jadi biasanya, metode ini baru
digunakan bila metode bayani dan fa’lili tidak dapat dilakukan. Metode ini
merupakan perpanjangan dari metode fa’lili, karena sama-sama didasarkan
kepada anggapan bahwa Allah Swt menurunkan aturan dan ketentuan adalah

untuk kemaslahatan umat-Nya.'*!

Dalam menggunakan metode ini ada dua hal penting yang harus

diperhatikan, yaitu: kategori pertama, sasaran-sasaran (magasid) yang ingin

h. 196.

116 Sutrisno RS, Nalar Figh Gus Mus, Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. Ke-1, 2012, h. 95.
17 |bn Qayim al-Jauwziyyah, I’lam al-Muwdagi i, Jilid 1, Beirut: Darii al-Kutiib al-limiyah, tth,

18 Amir Syarifuddin, Lok.Cit., h. 248-249.
119 Muhammad Mustafa Syalabi, Ta'lil al-Ahkam, Beirut: Dari al-Nahdlah al-Arabiyah, 1981,

h. 14-15.

120 Asafri Jaya Bakri, Konsep Magashid Syari’ah Menurut al-Syatibi, Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 1996, h. 133.

h. 286.

121 Ibn Qayim al-Jauwziyyah, I’lam al-Muwagi’in, Jilid I, Beirut: Dari al-Kutiib al-1imiyah, tth,
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dicapai dan dipertahankan oleh syari’at melalui aturan-aturan yang
dibebankan kepada manusia. Dalam hal ini ada tiga kategori, Vyaitu

dlariiriyyat, hdjiyyat, dan tahsiniyyat.**

122 Fadlolan Musyaffa’ Mu’thi, Islam Agama Mudah, Langitan: Syaugi Press, 2007, h.110.



BAB Il1
PENDAPAT DAN METODE ISTINBAT HUKUM IMAM AL-SARAKHSI DAN
IMAM AL-SYIRAZI TENTANG STATUS HUKUM LI’AN BAGI ORANG TUNA
WICARA

A. Pendapat Dan Metode Istinbaz Hukum Imam Al-Sarakhsi Tentang Status

Hukum Li’an Bagi Orang Tuna wicara

1. Kelahiran Imam al-Sarakhsi**®

Imam Al-Sarakhst memiliki nama lengkap Muhammad bin Ahmad bin
ADbT Sahl al-Sarakhsi, julukan dia adalah Abu Bakr dan memiliki gelar Syams al-
A’immah." Dia diberi gelar tersebut karena dia belajar fikih kepada syams al-
A’immah Abu Muhammad ‘Abd al-‘Aziz bin Ahmad al-Hulwani, maka al-
Sarakhsi diberi gelar dengan gelarnya. Nama al-Sarkhasi dinisbatkan kepada kota

Sarkhas sebuah daerah di Khurasan.'*®

Dalam berbagai keterangan kitab-kitab salaf, tidak tercatat mengenai
tahun kelahirannya.'?® Akan tetapi ada beberapa jurnal yang menyebutkan jika al-
Sarakhsi lahir pada tahun 400 H.*?” Sedangkan wafatnya pada tahun 483 H'?,

Imam al-Sarakhsi adalah salah seorang ulama terbesar mazhab Hanafi. la
berada pada peringkat ketiga dalam jajaran ulama pengikut mazhab Hanafi

setelah Imam Aba Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani, pada

123 Kata al-Sarkhasi, dibaca fathah ra’nya dan dibaca sukun kha’nya, sehingga dibaca al-
sarakhsi. Ada juga yang mengatakan kata al-sarakhsi, dibaca sukun ra’nya dan dibaca fathah
kha’nya, sehingga ibaca al-sarakhsi, Lihat: Muhyiddin Abi Muhammad Abd al-Qadir bin
Muhammad bin Muhammad bin Nasrullah bin Salim bin Abi al-Wafa’ al-Qurasyiy al-Hanafy, Al-
Jawahir al-Mudiyyah fi Tabaqah al-Hanafiyyah Juz 2, (Karatisyl: Mir Muhammad Kutub Khana,
t.th.), h. 315.

% Ibid.

' Ibid.

126 penulis sudah melacak ke berbagai kitab-kitab biografi, seperti Al-Jawahir Al-
Mudiyyah fi Tabagah al-Hanafiyyah karya Abu al-Wafa’ al-Hanafi, Al-Insab, Al-Nujim al-
Zahirah, Al-Zail ala Tabagah al-Hanabilah karya Ahmad bin Rajab dan kitab-kitab lain, akan
tetapi tidak menemukannya. Bahkan riwayat pendidikan beliau pun sedikit dijumpai.

27 Muhammad Khalid Mustafa dan Basyir Karim Mahdi , Tafsir Ayat al-Ahkam li al-
Imam al-Sarakhst fi Kitabihi al-Mabsiit min Awwal Siirah Ali ‘Imran ila al-Ayah 96, Jurnal al-
Jami’ah al-‘Iraqiyyah Volume 32 No. 3, h. 2.; Muhammad Khalid Mustafa, Tafsir ayat al-Miras li
al-Imam Syams al-A’immah Muhammad bin Ahmad bin Abt Sahl al-Sarakhst, No. 18, 2018, h.
329.

128 Abdullah Mustofa al-Maraghi, Pakar-Pakar Figh Sepanjang Sejarah, (Yogyakarta: LKPSM,
2001), h. 162.
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peringkat pertama, dan Imam Aba al-Hasan ‘Ubaidillah bin Hasan al-Karkhi, pada

peringkat kedua.'?®

. Pendidikan dan Guru Imam al-Sarakhsi

Al-Sarakhsi belajar ilmu fikih pada ‘Abdul al-‘Aziz al-Hulwani sampai ia
berhasil dan menjadi ulama besar, bahkan menjadi tokoh terkemuka mazhab
Hanafi. Keahli ‘annya bukan hanya dalam fikih, akan tetapi juga dalam ilmu kalam
dan hadis. lbnu Kamal Basya memasukannya sebagai Mujtahid fi al-Masail.
Selain belajar kepada Imam Abd al ‘Aziz al-Hulwani, dia juga berguru kepada
Burhan al-‘Aimmah Abd al-Aziz bin ‘Umar bin Mazah, Mahmud bin Abd al-
‘Aziz al-Atizajandi, Ruknuddin Masad bin al-Hasan, ‘Usman bin ‘Ali bin
Muhammad al-Sakandari. **

Atas intelektual dan kezuhudan Imam al-Sarakhsi yang luar biasa telah
menempatkan dirinya sebagai al-Imam al-Ajall al-Zahid Syam al-Aimmah.
Karena penguasaannya yang sangat baik terhadap pengetahuan gurunya itu, maka
gelar gurunya pun kemudian dijadikan gelar Imam al-Sarakhsi sendiri. Bahkan
jika disebut Syams al-Aimmah, tanpa penjelasan di belakangnya, maka yang
dimaksud adalah Imam al-Sarakhs."**

. Murid dan Karya Imam al-Sarakhsi

Diantara murid-murid yang pernah berguru ilmu kepada Imam al-Sarakhsi
adalah:

a. Abii Bakr Muhammad bin Ibahim al-Hasiri (w. 500 H).'*

b. Abu Umar Utsman bin Ali bin Muhammad bin Ali al-Baikandi, lahir di
Bukhara bulan Syawal Tahun 465 H dan meninggal dunia pada bulan Syawal
Tahun 552 H.

c. Abi Hafs ‘Umar bin Khabib bin ‘A"

Imam al-Sarakhsi merupakan ulama yang termasuk deretan ulama besar

dan meninggalkan banyak karya tulisan, namun biografi kehidupannya sejak

129 Abdullah Mustofa al-Maraghi, Pakar-Pakar Figh Sepanjang Sejarah, Loc. Cit.
130 Abi al-Hasanih Muhammad Abd al-Hayyi al-Hindi, Al-Fawdid al-Bahiyyah fi

Tarajum al-Hanafiyyah, (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, t.th), h. 158.

3 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam jilid V, (Jakarta : PT. Baru van Hoeve,

1997), h.1608.

132 Abu al-Fida’ Zainuddin Qasim bin Qutlibuga al-Stdani, 7Gju al-Tardjum, Tahqiq

Muhammad Khair Ramadhan Yusuf, (Damaskus: Daru al-Qalam, 1996), h. 234.

3 Muhyiddin Abi Muhammad ‘Abd al-Qadir bin Muhammad bin Muhammad bin

Nasrullah bin Salim bin Abi al-Wafa’ al-Qurasyi al-Hanafi, Op. Cit., h. 389.
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masa kecil tidak banyak yang bisa ditelusuri secara detail termasuk waktu

kelahirannya. Imam al-Sarakhsi merupakan ulama yang produktif dalam

mencetak karya tulis baik dalam bidang fikih, ushul fikih maupun teologi.

Beberapa karya dia adalah sebagai berikut:

1. Al-Mabsit, di dalam mazhab Hanafi, ada dua macam kategori kitab yang
diambil berdasarkan siqgahnya, yang pertama vyaitu Zahir al-Riwayah,
dinamakan demikian karena riwayat dari kitab tersebut terpercaya. Kitab-
kitab yang termasuk dalam kategori ini adalah kitab al-Mabsit (al-Syabani),
kitab al-Ziyadat, kitab al-Jami’ al-Kabir, kitab al-Jami’ al-Sagir, kitab al-
Siyar al-Kabir, dan kitab al-Siyar al-Sagir. Dan yang kedua adalah kitab al-
Nawadir atau Masa'il al-Nawadir, atau Gairu Zahir al-Riwayah, dinamakan
demikian karena periwayatannya tidak sebagaimana kitab pertama dalam hal
kepercayaan, kemasyhuran, dan penerimaannya. Kitab yang termasuk dalam
kategori kedua adalah kitab al-kisaniyat, kitab al-hartiniyat, kitab al-
jurjaniyat, kitab al-rigiyat, dan kitab ziyadah al-ziyadat. Kemudian kitab yang
termasuk dalam Kkategori Zahir al-Riwayah tersebut dikumpulkan menjadi
satu setelah membuang keterangan yang terulang oleh Imam Abu al-Fadal
Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Maruzi yang terkenal dengan
sebutan al-Hakim al-Syahid (w. 344 H), yang kemudian diberi nama kitab al-
Kafi. Kemudian kitab al-Kafi ini disyarahi oleh al-Imam Syams al-A'immah
Muhammad bin Ahmad al-Sarakhst pada abad ke 5 hijriyah yang beliau beri
nama kitab al-Mabstt, dimana nama kitab tersebut sama dengan kitab al-
Mabsiit karya Imam al-Syaibani."*”.

2. Kitab Syarh al-Siyar al-Kabir,

3. Usul al-Sarakhst

4. Metode Istinbar hukum Imam al-Sarakhst
Imam al-Sarakhsi adalah ulama yang menganut mazhab Hanafi. Mazhab
Hanafi sendiri didirikan oleh al-Nu’man bin Sabit lbn Zufi al-Taimi, atau

masyhur dengan Abu Hanifah.*® Sebagai pengikut Imam Abu Hanifah metode

B34 <Abd al-Karim Zaidan, Mudkhal Ii Dirdasah al-Syari’ah al-lslamiyah, (Iskandariyah:
Dar ‘Umar bin Khattab, t.th.), h. 160.

135 Moenawir Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, (Jakarta: Bulan Bintang,
1986), h. 19.
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istinbar dia sama seperti Imam Abu Hanifah yaitu Al-Quran, Sunnah, ljmak,
Agwal al-Sahabr, Istihsan, dan “urf, Qiyas."*

Imam al-Sarakhsi merupakan ulama yang bermadzhab Hanafi, jadi
metode istinbathnya pun sama dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah
berkata:

q@a&\J\_\Y\de}“JMuh\Moh\gwuh}\a\a.u\ul_&h\@\
An\d‘,u‘)myjan\«_ﬂ_\suﬁh\e“d\auw\ucu\sﬂ\dm\uﬁm‘;\]\‘\_\c
djsc_g\?gjjsueCP\‘XH@“UAJJ&&J\)‘_\MUA@M\JF«_\&\
M\UJMJUJJ“UJ‘}M‘JM\}HM}‘&‘J“y‘csﬁ—“‘bu(‘*’_)-’-c
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Artinya: Saya Dberpegang kepada kitab Allah  (Al-Qur’an) apabila
menemukanya, apabila saya tidak menemukan di dalamnya saya
berpegang kepada sunnah Rasulullah dan Asar yang shahih. Jika saya
tidak menemukanya dalam kitab dan al-Sunnah, saya berpegang
kepada pendapat sahabat Nabi dan mengambil mana saya sukai dan
meninggalkan yang lainya, saya tidak keluar dari pendapat mereka
kepada pendapat lainya. Maka jika persoalan samapai kepada Ibrahim
al-Sya’bi, al-Hasan, Ibn Sirin, Sa’id bin al-Musayyab, maka saya
berijtihad sebagaiman mereka telah berijtihad.

| saliinsd Lo g Gl Dlalna 8 il el e ) sh s AL 23T A il 23IS
‘r‘QM@J‘JuwM\HQJHy\MaQﬂ\méM}

utsﬂmuw\dﬁmu‘;\@Juumguuuweuuumw
quwhﬂ\a\duucwuﬁae_aucF;\Mdﬂ\u})ad\uq&\&ay

198 4] w3851 OIS Lagl o) ) as
Artinya: Pendapat Imam Abu Hanifah yaitu Menggambil dari kepercayaan dan
lari dari keburukan, mengamati perilaku manusia dan apa yang telah
mendatangkan maslaha bagi urusan-urusan mereka. Beliau mengambil
keputusan perkara-perkara atas dasar giyas, apabila giyas tidak baik
dilakukan maka beliau mengambil keputusan dengan istihsan, selama
dapat dilakukan, apabila tidak dapat dilakukan maka beliau kembali
kembali kepada ‘urf orang-orang muslim, dan mengamalkan %adis yang
telah terkenal dan disepakati ulama, kemudian beliau menggiyaskan
sesuatu kepada hadis itu selama giyas itu masih dapat dilakukan
kemudian ia kembali kepada istihsan. Mana diantara keduanya yang
lebih tepat, kembalikan ia kepadanya.

3¢ Huzaenah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta : Ramadhan,
t.th.), h. 100.

37 Abui ‘Abdillah al-Shaimari, Akhbar Abi Hanifah wa Ashabihi, (Beirut: ‘Alam al-
Kutub, 1985), h. 24.

138 Ahmad bin Mahmid bin Abd al-Wahhab al-Syingiti, Al-Wasf al-Mundsib Ii Syar’ al-
Hukm, (Madinah al-Munawwarah: Imadah al-Bahs al-‘Ilmi, 1415), h. 321.
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Dari kedua pernyataan Imam Abu Hanifah di atas dapat dipahami bahwa
beliau dalam berijtihad menggunakan metode dengan urutan sebagaimana
pernyataan tersebut, yaitu: beliau terlebih dahulu menggunakan Al-Qur’an dan
Sunnah sebagaimana semua ulama’ menyepakatinya. Kemudian apabia tidak
ditemukan dasar dari keduanya, maka menggunakan gaul shahabi.

Jadi berdasarkan keterangan di atas, metode istinbas yang digunakan oleh
al-SarakhsT adalah sebagai berikut:
1) Al-Quran

Al-Quran merupakan sumber fikih yang pertama dan paling utama. Al-
Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.,
tertulis dalam bahasa Arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara
mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushaf,
dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas."*

Imam Abu Hanifah sependapat dengan jumhur ulama yang berprinsip
bahwa al-Quran adalah sumber dari seluruh ketentuan syariat. Al-Quran
memaparkan berbagai ketentuan syariat, baik ketentuan yang langsung bisa
dipahami operasionalnya, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut
dari al-Sunnah. Al-Quran sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum
asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap
berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid .

Perbedaan dia sebagai ulama beraliran fukaha adalah cenderung
mengartikan al-Quran sebagai kalam Allah dalam arti lafzi (maknanya saja).
Hal ini dianggap logis karena tujuan mereka adalah untuk menggali dan
mengeluarkan (istinbas) hukum darinya, dan hal ini tidak bisa lain karena bila

berkaitan dengan kalam Allah yang bersifat lafz7**".

2) Hadis atau Sunnah
Hadis adalah sabda Nabi, perbuatan Nabi, dan tagrir (ketetapan) Nabi
termasuk hal-hal yang didiamkan Nabi, tidak membantah atau menegur

terhadap suatu pekerjaan yang dikerjakan seseorang sahabat, dan amalan

139 Rachmat Syafe’i, llmu Ushul Figh, (Bandung: Pustaka Setia, 1998 ), h. 50.

0 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1999), h. 141-142.

11 Sya’ban Muhammad Isma’il, Maal al-Qur’an al-Karim, (t.tp.: t.np., t.thl.), h. 12.
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sahabat yang kita anggap mereka petik dari keterangan-keterangan yang mereka
peroleh dari Nabi.**?

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama ushul figh membagi
sunnah menjadi mutawatir dan ahad. Mutawatir, apabila sunnah itu
diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka
sepakat untuk berdusta. Sedangkan sunnah ahad yaitu sunnah yang
diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat mutawatir.
Sedangkan hadis ahad itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu masyhur, ‘aziz, dan
garib. Namun menurut Hanafiyah, hadrs itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu

mutawatir, masyhur, dan ahad'®.

3) ljmak

Ijmak adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada
suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw., atas sesuatu hukum syarak dalam
suatu kasus tertentu'**. Ditinjau dari cara terjadinya dan martabarnya, ijmak ada
dua macam: '*°

a) ljmak Sarih, maksudnya semua mujtahid mengemukakan pendapat
mereka masing-masing, kemudian menyepakati salah satunya.

b) ljmak Sukuti, adalah pendapat sebagian ulama tentang suatu masalah
yang diketahui oleh para mujtahid lainnya, tapi mereka diam, tidak
menyepakati ataupun menolak pendapat tersebut secara jelas.

Secara defintif Imam al-Sarakhsi tidak mengemukakan konsep tentang
ijmak, kecuali beberapa prinsip yang membedakannya dengan ulama lain. Dia
menerima ijmak sebagai dalil hukum tetapi dengan batasan bahwa ijmak yang
dimaksudkan itu adalah ijmak sukuti tidak ijmak sarih. ljmak sarih sebagai
istilah yang digunakan jumhur, dipandang al-Sarakhsi tidak mungkin terjadi.
Dia menggunakan ljmak tanpa memunculkan perbedaan dengan hukum yang

berlaku pada penduduk setempat. Imam al-Sarakhsi mengikuti ijmak

h. 405.

12 \Wahbah al Zuhaili, Ushul al Figh al Islami juz 1, (Beirut-Lebanon: Dar al Fikr, 2013),

143 Rachmat Syafe’i, Op. Cit., h. 60.
144 Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Terj: Noer Iskandar al-Barsany,

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 62.

145 Rachmat Syafe’i, Op. Cit., h. 72.
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pendahulunya yang ada di Kuffah seperti halnya Imam Abu Hanifah yang
dijadikan dia sebagai rujukan.**°
4) Agwal al-Sahabt
Qaul sahabr secara bahasa dapat diartikan sebagai ucapan sahabat.
Dalam pengertian sahabat sendiri, terjadi perbedaan pendapat, akan tetapi
menurut kebanyakan pendapat, sahabat adalah orang yang berkumpul dalam
keadaan iman kepada Nabi Muhammad saw., dan menemaninya walaupun
sebentar, ada yang meriwayatkan atau tidak (menemaninya).**’ Pengertian gaul
148

sahabt sendiri yaitu:

0dl L Alsall (5 518 sa
Artinya: Qaul sahabr adalah fatwa sahabat secara perseorangan

Imam Abu hanifah mengatakan:

19858 aiulV g oalid 4y 38 43 daa e b L
Artinya: Apa yang datang dari sahabat, sesungguhnya saya berfatwa
dengannya, maka (fatwa tersebut) bergatung kepadanya (sahabat), dan

saya tidak berbeda dengannya.

5) Istihsan
Imam al-SarakhsT memberikan pemahaman tentang istihsan:

JALJ\ e\.u\ d..a eujw cul\ | (B Lgﬂ\ )AU:J\ whsﬂ L.AJLM U)S.‘ qul\ d.\hl\
Lgﬂ\ d.\hl\ u‘ )@..L-u d)m\}[\ ) L@.M_\.m\) ‘mléj\ ?Sa o d.«l_d\ plad) aayy 408
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Artinya:  Dalil yang menyalahi giyas yang zahir yang didahului prasangka

sebelum diadakan pendalaman terhadap dalil itu namun setelah

diadakan penelitian yang mendalam terhadap dalil itu dalam hukum

yang berlaku dan dasar-dasar yang sama dengan itu ternyata bahwa

dalil yang menyalahi giyas itu lebih kuat dan oleh karenanya wajib
diamalkan.

Istihsan pada hakikatnya ada dua macam giyas, pertama giyas jali, tetapi

lemah dalam pencapaian tujuan syari’at, yang dinamakan giyas. Kedua, giyas

146 Abdul Fattah Idris, Istinbash Hukum Ibnu Qoyyim, (Semarang: Pustaka Zaman, 2007),
h. 65.

Y7 Muhammad bin ‘Abdillah al-Zarkasyi, al-Bakr al-Muhit fi Usil al-Figh Juz 6, (t.tp.:
Dar al-Kutbi, 1994), h. 190.

18 Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 403.

% “Umar bin ‘Abd al-‘Aziz al-Bukhari, Syarh Adab al-Qadi Juz 1, (Bagdad: Muhyi Hilal
al-Sarhan, 1977), h. 185.

150 Al-Sarkhasi, Uil al-Sarkhast Juz 2, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th.), h. 200.
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khafi yang lebih diutamakan dari giyas jali karena memiliki pengaruh yang lebih
kuat. Artinya mendahulukan dan mengutamakan Istihsan daripada giyas dan
berdasarkan pada pengaruh hukum, bukan terletak pada bentuk giyas jali dan
giyas khafinya.*!

Akan tetapi dalam penggunanya tidak terlepas dari giyas, sebagaimana
yang telah penulis sebutkan di atas. Sehingga terlebih dahulu penulis perlu
menanamkan metode giyas dalam permasalahan ini, kemudian dicari sumber
lain yang dirasa hal tersebut lebih baik dari pada qiyas. Karena ulama’ hanafiyah
membagi istihsan menjadi 5, yaitu, istihsan dengan nas, istihsan dengan ijma’,
istihsan dengan darurat hajar, istihsan dengan ‘Urf, dan istihsan dengan giyas
khafi.'*?

6) “Urf
Menurut ‘Abd al-Karim Zaidan, sebagaimana yang dikutip oleh Satria
Effendi, M. Zein, ‘urf berarti:
Jaa5l Jy 3 G s 8 sile Sl 3l aeddall Gl s
Artinya: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah

menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa
perbuatan atau perkataan.'*®

Dia melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam al-Quran,
Sunnah, ljmak atau Qiyas, dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara Qiyas),
dia melakukannya atas dasar Istihsan selama dapat dilakukannya. Apabila tidak
dapat dilakukan Istihsan, dia kembali kepada ‘urf manusia.'>*
7) Qiyas
Definisi giyas menurut ulama ushul figh adalah menerangkan hukum
sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Quran dan Hadis dengan cara

membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas.'

44,

51 |skandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta: LSIK, 1994), h.

152 Kasjim Salenda, Kehujjahan Istihsan dan Implikasinya dalam Istimbat Hukum, Jurnal

Al-Daulah, Volume. 1, No. 2, 2013, h. 10-11.

153 Satria Effendi,M. Zein, Ushul Figh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 153.
M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.

188-194.

155 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh, Terj. Saefullah Ma’shum, dkk. (Jakarta: Pustaka

Firdaus, 2008), h. 336.
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Imam Abu Hanifah menggunakan giyas apabila dalam al-Qur“an dan
Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi
persoalan-persoalan yang dihadapinya. Dia mengaplikasikan giyas dengan cara
menghubungkan persoalan-persoalan (furz’) tersebut kepada sesuatu yang telah
ditetapkan hukumnya oleh nash (asl), dengan melihat kesamaan illat, maka
hukum furii’ sama dengan hukum asl.**®

Dalam menentukan giyas harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut:
a) Kasus asal atau ‘asl, yang ketentuannya telah ditetapkan dalam nash, dan
analogi berusaha memperluas ketentuan itu kepada kasus baru.
b) Kasus baru (far’), sasarannya penerapan ketentuan asal.
c) Kausa (ilat), yang merupakan sifat (wasl) dari kasus asal dan ditemukan
sama dengan kasus baru.

d) Ketentuan (hukm), kasus asal yang diperluas kepada kasus baru™’.

5. Pendapat dan Istinbay Hukum Imam al-Sarakhst tentang Status Hukum
Li’an bagi Orang Tuna wicara

Dalam ayat yang tentang /i ‘an, menerangkan jalan keluar bagi suami yang
menuduh istrinya berzina dengan mengucapkan kalimat /i’an yang menempati
posisi empat orang saksi. Karena menurut dia, di dalam kalimat /i’an itu
merupakan lafal kesaksian, yaitu kesaksian yang dikuatkan dengan sumpabh,
disucikan dengan laknat, dikuatkan dengan pernyataan.'*® Dalam pelaksanaannya
terkada ditemui permasalahan dimana hal tersebut menjadi perdebatan di kalangan
ulama, seperti halnya orang tuna wicara.

Pembahasan mengenai syarat sah tentang /i’an dalam Kitab al-Mabsat
tidak dituturkan secara terperinci dan juga tidak dikelompokkan menjadi satu bab
tersendiri, akan tetapi Imam al-Sarakhsi menyebut persyaratan tersebut dengan
suatu permasalahan yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan fukaha.

Salah satu syarat orang yang beli’an adalah orang tersebut dapat
berbicara, dan jika tuna wicara, maka /i’annya tidak sah, persyaratan ini dapat

diketahui dari redaksinya:

%% Dede Rosyada, Op. Cit., h. 143

57 Abdul Wahab Khalaf, llmu Ushulul Figh, Terj. Masdar Helmy, (Bandung: Gema
Risalah, 1996), h. 106.

158 Al-Sarakhsi, Op. Cit., h. 39.
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Artinya: Imam Al-Sarakhsi berpendapat: Jika seorang suami menuduh istrinya
berzina, dan dia (istri) masih kecil atau dia (suami) masih kecil, maka
tidak ada had dan tidak ada pula,... Begitu juga jika salah satu dari
keduanya tuna wicara. Apabila seorang suami itu tuna wicara, maka
tuduhannya tidak mewajibkan adanya had, dan tidak ada /i’an menurut
kami,..... Akan tetapi menurut kami: harus menjelaskan (tuduhan)
dengan lafal zina supaya tuduhan tersebut mewajibkan adanya had atau
li’an, dan tidak akan terealisasi penjelasan ini pada isyarat orang tuna
wicara, karena isyaratnya bukan merupakan ungkapan orang yang
berbicara dengan tulisan, oleh sebab itu harus menggunakan lafal
kesaksian dalam /i’annya, meskipun orang yang bisa berbicara berkata:
“saya bersumpah” yang menempati perkataannya “saya bersaksi” maka
perkataan tersebut tidak sah.

Dari keterangan tersebut dapat diketahui jika syarat orang yang melakukan
li’an adalah harus bisa berbicara. Menurutnya, orang yang tuna wicara tidak
diperbolehkan melakukan /i’an, adapun jika melakukannya maka /i ‘annya tidak sah.
Hal ini dikarenakan, orang yang menuduh zina diharuskan menyatakannya dengan
lafal zina dengan kata lain, dia harus bisa berbicara. Sedangkan orang yang tuna
wicara tidak bisa tidak akan bisa melakukan hal tersebut, meskipun menggunakan
isyarat. Dapat diketahui pula, bahwa isyarat orang yang tuna wicara tidak bisa
disamakan dengan ibarat/ungkapan orang yang bisa berbicara meskipun
menggunakan tulisan. Hal ini karena [i’an sangat erat hubungannya dengan
kesaksian, penulis berpendapat bahwa /i’an yang dimaksud Imam al-Srakhsi adalah
kesaksian itu sendiri, sehingga syarat terjadinya /i’an tidak terlepas dari syarat

kesaksian itu sendiri, sebagaimana yang akan penulis jabarkan pada bab empat.

. Pendapat Dan Metode Istinbar Hukum Imam Al-Syirazi Tentang Status Hukum
Li’an Bagi Orang Tuna wicara

1. Kelahiran Imam al-Syirazi

%9 1bid., h. 42.
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Nama lengkap dia adalah Jamal al-din Abd Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin
Yusuf bin ‘Abdillah Al-Syirazi Al-Fairuzzabad.'®® Dia lahir pada tahun 393 H di
Firz Abaz, sebuah kota dekat Syiraz, Persia. Ketika beranjak dewasa dia berpindah
ke Syiraz*®* di Fairuzabad (sebuah daerah Iran) dan belajar disana.*®

Dia meninggal di rumah Abu al-Muzaffar bin Rais al-Ruasa, malam Ahad
Jumadil Akhir 476 H. Jenazahnya disalati oleh Khalifah al-Mugtadi bin Amrillah,
setelah dimandikan oleh Abu al Wafa bin Aqil al Hambali, kemudian dikubur di
pemakaman Bab al Harb, Baghdad.'®
Pendidikan dan Guru Imam al-Syirazi

Pada masa kecilnya dia rajin menuntut ilmu. Dan dia menuntut ilmu
pertama kalinya kepada Abu ‘Abdillah Al-Syirazi yaitu salah seorang sahabat dari
Abli Hamid. Ketika beranjak dewasa dia berpindah ke Syiraz (sebuah daerah di
Iran) dan belajar disana.*®

Pendidikan Imam al-Syirazi tergolong sangat panjang. Dia mengembara
ke beberapa daerah untuk mendengar, mengkaji, dan belajar kepada beberapa
ulama. Pada tahun 410 H, dia masuk di Syiraz dan belajar figh pada beberapa
ulama besar, seperti Abu Ahmad Abdul Wahhab ibn Muhammad ibn Amin, Abu
Abdullah Muhammad ibn Abdullah al-Baidawi, Abu al-Qasim ibn Umar al-Karhi.
Kemudian, dia menetap di Basrah dan berguru pada al-Khuzi.'® Tahun 415 H
pindah ke Baghdad dan berguru ilmu ushul figh pada Abu Hatimal-Qazwaini dan
al-Zajjaj. Sementara ilmu hadrs diterimanya dari Abu Bakar al-Bargani, Abi ‘Ali
bin Syazan dan Aba Tayyib al-Tabari, bahkan menjadi asistennya.'®

Nama Abu Ishag al-SyT ra zi  populer dimana-mana sebagai
cendekiawan yang tangguh, bahasanya bagus, ahli berdebat dan berdiskusi dan

pembela mazhab Syafi’iyah. Dia pernah menjadi dosen di Universitas Nizhamiyah

190 Al-Syairazi, Al-Muhazzab fi Figh al-Imam al-Syafi T Juz 1, Tahqiq Muhammad
Zuhaili, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), h. 11.

161 Abdullah Mustofa al-Maraghi, Op. Cit., h. 159.

162 Tapak Tilas 2011, Jendela Madzhab: Memahami Istilah & Rumus Madzalibu al-

Arba’ah, Kediri: Lirboyo Press, 2001, h. 29

h. 39.

183 |bnu Katsir, al-Bidayah wa An-Nihayah, terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012),

184 Abdullah Mustofa al-Maraghi, Op. Cit., h. 159.
1% Tapak Tilas 2011, Loc. Cit.
186 Abdullah Mustofa al-Maraghi, Op Cit., h. 159.
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di Baghdad, sebuah Perguruan Tinggi Islam yang didirikan oleh seorang wazir
(menteri) kerajaan Saljuk.*’

Imam Abu Ishaq al-Syirazi adalah seorang ahli ushul figh bermazhab
Syafi’iyah. Al-Zarkali dalam kitab al-4’lam yang penulis kutip dalam buku
“Sejarah Ushul Fikih” bertutur, “kecerdasan dia tampak dalam bidang ilmu-ilmu
syariat Islam. Dia menjadi rujukan para penuntut ilmu, seorang mufti pada
masanya dan dikenal sebagai sosok yang memiliki argumentasi kuat ketika
berdebat.Wazir Nizham al-Mulk membangunkan untuk dia Madrasah al-
Nizhamiyyah di pinggir sungai Dajlah. Di situlah dia mengajarkan ilmunya, hidup
sebagai seorang fakir yang sabar. Tutur kata dia sangat indah, wajahnya bersinar,
bahasanya fasih, ahli debat ulung, dan senang membuat syair. Dia memiliki
banyak buah karya.”'®®
3. Murid dan Karya Imam al-Syirazi

Imam al-Syirazi adalah seorang master pada zamannya, dan merupakan
poros keilmuan ulama pada masa itu. Orang-orang berbondong-bondong dan
bertujuan menuntut ilmu kepada dia. Sehingga mereka mendapatkan cahaya

keilmuan sebab kezuhudan dan kewira’ian dia. Diantara murid-murid dia yang

masyhur adalah:

a. Abu Ali Hasan bin Ibrahim bin Ali bin Barhun (w.527) pengarang kitab “ Al
Fatawa wa al-Fawaid ala Al-mazhab

b. Abu Qasim Ali Ahmad bin Ahmad bin Qasim al-Mahalli (w.493)

¢c. Abu al-Fadlu Abdul Aziz bin Ali bin Abdul Aziz al-Asynahi (w.500)
pengarang Kitab faraid

d. Abu Bakar, Ahmad bin Ali bin Tsabit, seorang Khatib di Baghdad. (w.463)
pengarang kitab Tarikh Baghdadi

e. Abu Abdillah Muhammad bin Abi Nasr al-Hamidi (w.488) pengarang kitab

Jami’ Baina Shahihaini

197 Sirajuddin Abbas, Thabagat al-Syafiiyyah, Ulama Al-Syafi’i dan Kitab-kitabnya dari
Abad ke Abad, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1975), h. 128.

%8 Musthafa Sa’id al-Khin, Abhas Haula Ilm Ushul al-Figh; Tarikhuhu wa
Tathawwuruhu, terj. Muhammad Misbah, Sejarah Ushul Fikih, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar,
2014), h. 275.
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Dia menulis sejumlah buku yang banyak dipakai dan menjadi referensi
utama generasi pengikut mazhab Syafi’iyah sesudahnya. Antara lain al-Muhadzab
fi Figh al-Imam al-Syafii dan al-Tanbih fi Figh al-Imam al-Syafii. Keduanya buku
yang sangat populer dalam mazhab Syafii. Kitab al-Tanbih fi Fighal-lmam al-
Syafi’t adalah kitab yang sangat istimewa karena banyak para ulama yang
mensyarah yaitu memperjelas, menguraikan isinya dengan panjang lebar dan
memberikan komentar terhadap kitab tersebut. Begitupun dengan kitab kitab al-
Muhazzab fi Figh al-Imam al-Syafi 7 dikarang pada tahun 455 H dan selesai pada
bulan Jumadil Akhir tahun 469 H. jadi selama 14 tahun lamanya Abu Ishaq al-
Syirazi menyelesaikan kitab al-Muhazzab fi Figh al-lmam al-Syafii. Diantara
ulama yang mensyarah al-Muhazzab fi Figh al-lmam al-Syafii adalah sebagai
berikut:'*

a. Abu Ishaqg al-‘Iraqi (wafat: 596 H) Al-Ashbahani (wafat 600 H) dengan nama
kitabnya Syark al-Muhazzab

b. Ibnu Battal Muhammad bin Ahmad al-Yamani (wafat 630 H) dengan nama
kitabnya al-Musta ’zab fi Syarh Garibi al-Muhazzab.

¢. Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi (wafat 676 H) dengan
nama kitabnya al-Majmu’ fi Syarh al-Muhazzab yang terdiri dari 12 jilid.

d. Syaikh Jamaluddin al-Suyuti (wafat: 911 H) dengan nama kitabnya al-Kafi fi
Zawadi al-Muhazzab.

Selain itu dia juga menulis Kitab al-Tanbih fi Fighal-Imam al-Syafii
adalah kitab yang sangat istimewa karena banyak para ulama yang mensyarah
yaitu memperjelas, menguraikan isinya dengan panjang lebar dan memberikan
komentar terhadap Kitab tersebut. Diantara syarh kitab al-Tanbih fi Figh al-Imam
al-Syafi’i ada sebanyak 37 kitab, di antaranya:'"

a. Taujihut Tanbih, karangan Abul Hasan Muhammad bin Mubarak yang
terkenal dengan nama Ibnul Khilli. (wafat: 552)

b. Al-Ikmil Lima Waqa’a fi al-Tanbih min al-Isykal, karangan Syamsuddin
Muhammad bin ‘Abd al-Rahman al-Hadrami. (wafat: 613 H)

c. Syarah Tanbih, karangan ‘Abd al-Fadal Ahmad bin Kamaluddin al-Irbili.
(wafat: 662 H)

199 Sjrajuddin Abbas, Op. Cit., h. 132
170 Sirajuddin Abbas, Op. Cit., h. 128.
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d. Syarah Tanbih karangan Abul ‘Abbas, Ahmad bin Imam Musa bin Yunus al-
Maushili. (wafat: 662 H)

e. Raf’ual-Tanwih’an Musykilat al-Tanbih, karangan al-Dizmari. (wafat: 643H)

Imam al-Syirazi juga menulis beberapa kitab, yaitu:

a. Kitab Al-Nukut.

Kitab Al-Luma’ Fi Usul Figh

Kitab At-Tabsirah Fi Usul Figh

Kitab Tabagat Al-Fugaha

Kitabul Ma’unah

Kitab Nushi Ahlil lImi

Kitabu Mulakhas Fi al-Hadis

Kitab al-Isyarat lla Mazab Ahl Al-Hag'"*

e o o
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4. Metode Istinbar hukum Imam al-Syirazi
Se Y ) e Jeasi Loy 4@l Ledde g Al 30y g8 4ddll J gl Wi
ade A da dlguy iy Jay e 4l lad Lala D315 Jlay) Jus
o2 axe die Jua¥) aSa o il g Gl 5 2 g lan) s o ) 8 5 4lladl 5 alus g
Jaadi o 2SN 5e8 AV L)) ) dea gy Loy dalall (3a b allad) Lisd g AaY)
172 ans o Leans i i Legn 55 oY1 o2

Artinya: Usal al-Figh adalah dalil-dalil yang membentuk hukum figh dan apa yang
menyampaikan mujtahid kepada dalil-dalil yang bersifat global. Dalil-
dalil di sini adalah khitab Allah, khitab rasulullah saw., perbuatan dan
ketetapannya, ljma’ al-Ummah, Qiyas, dan ketetapan atas hukum asal
ketika tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Fatwa-fatwa orang
alim merupakan katogori kebenaran secara umum, dan apa yang bisa
sampai kepada dalil-dalil yaitu kalam yang meisahkan dalil-dalil ini,
menunjukkan teori bertertib untuk sebagiannya dengan sebagian yang
lain.

a. Khigab Allah
Aagally SN Hludl ey 3 Jans ALY e e Wl dual e alug
Jssalls asedall s Gpaally Janall (aguadlly asendly gl Je¥ls Slaall
113 5 giall g 2l
z S ol

11

11 An-Nawawi, Majmu’ ala Syarh Muhazzab Juz 1,( Beirut-Lebanon: Dar al-fikr, t.th), h.

172 Al-Syirazi, Al-Luma’ FT Usil al-Figh, (ttp: Dar al-Kotob Ilmiyah, 2003), h. 6.
173 H
Ibid.
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Artinya: yang pertama tentang dalil dimulai dengan kalam terhadap khitab Allah
‘azza wajalla dan khitab rasulullah saw. karena keduanya asal terhadap
lainnya dari dalil-dalil, yang termasuk di dalamnya adalah agsam al-
kalam, al-hagiqah, majaz, al-amr, al-nahyu, ‘umim, khusis, mujmal,
mubayyan, mafhiim, mu’awwal, nasikh, mansiikh.

b. Af’al Rasulillah

JSYIS 4 58 0S5 Al o8 45 Gl 5l A8 0585 (o L) 5183 Y Jlad¥) o il s

OS Gl all o 8 Y ¥ sl e Jay sed 2 gasl 5 alil) 5 ualll 5 oyl
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Artinya: secara umum perbuatan-perbuatan rasulullah tidak terlepas dari murni
ibadah atau bukan, jika bukan perbuatan ibadah seperti halya makan,
minum, berpakaian, berdiri, duduk, maka tindakan tersebut menunjukkan
hukum mubah karena tidak menetapkan pada keharaman, jika perbuatan
tersebut berbentuk ibadah maka tidak sepi dari tiga hal (1. perbuatan Nabi
Muhammad SAW yang berfungsi menjelaskan bagi perbuatan-Nya yang
lain; 2. perbuatan Nabi Muhammad SAW yang berupa tuntutan/perintah

(amr) syara’; 3. perbuatan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan tanpa
sebab dan Nabi Muhammad SAW lah yang melakukannya pertama kali.

C. Iqrar Rasilillah

D Mad (55 5l oS M L aluss ale ) Lo bl gmsy ans O LAY
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Artinya: Igrar adalah ketika rasulullah mendengar sesuatu beliau tidak

mengingkarinya atau beliau melihat suatu perbuatan beliau tidak

mengingkarinya serta tidak mencegahnya maka hal itu menunjukkan
kebolehan.

d. Ijma’

e ol Gl 8l e plaal) Laaoal Guiee Jaing 431 8 gl
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Artinya: secara bahasa ijma’ mengandung dua arti, yang pertama yaitu ijma’ atas
sesuatu serta berniat dan yang kedua berketetapan hati atas sesuatu
perkara. Diantara goul ulama-ulama mengatakan aku sepakat terhadap
sesuatu ketika sudah di tetapkannya. Adapun secara syara’ berarti
kesepakatan ulama masa tertentu mengenai hukum suatu kejadian. Ijma’
merupakan satu di antara hujjah shar‘iyyah dan satu di antara dalil-dalil
hukum yang bersifat tetap dan mengikat bagi yang tidak menghadirinya

pada saat ijma’ dilakukan.

e. Qiyas

174 1bid, 67.
175 1hid, 69.
178 1hid, 87.
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Artinya: ketahuilah bahwa giyas mengandung cabang terhadap asalnya dalam

sebagian hukum-hukumnya karena makna (illat) yang ada pada
keduanya.

5. Pendapat dan Istinbay Hukum Imam al-Syirazi tentang Status Hukum Li’an
bagi Orang Tuna wicara
Orang yang tidak bisa berbicara ketika melakukan /i ’an maka dilakukan
dengan issyarah atau tulisan. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum ini.
Isyarat dan tulisan sendiri dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama
adalah jika isyarat atau tulisan tersebut tidak bisa dipahami, dalam hal ini maka
tidak ada perbedaan pendapat tentang ketidak bolehannya atau tidak sah,
sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas. Kemudian yang kedua adalah
jika isyarat dan tulisan tersebut dapat dipaham, maka ada yang mengatakan sah
ada pula yang tidak. Al-Syirazi sendiri termasuk ulama yang membolehkannya.
Adapun pendapat Imam Abi Ishaq al-Syirazi dalam kitabnya Al-Muhazzab Fi
Figh al-Imam al-Syafi’1, adalah sebagai berikut:

uymwc_@guﬁ,ﬁuﬁyjuﬁuwu\uu&gu\mwﬁmu\}
MYMM@AMJ@AAMDSJ\d)mo‘)h.n\é\_h_u\su\}u}.\;d\u_m‘_“_s
178 adlal 4 dLLdlS S8 4 4alKs = d.LMLS
Artinya:  Adapun orang tuna wicara jika isyaratnya tidak bisa dinalar dan
tulisannya tidak dapat dipahami, maka tidak sah /i’annya karena
termasuk dalam makna orang gila. Jika isyaratnya bisa dinalar atau
tulisannya dapat dipahami, maka sah /i‘annya, karena dia
sebagaimana seorang yang berbicara dalam pernikahan dan talaknya,

maka dia sebagaimaa orang yang berbicara dalam /i ‘annya.

Dalam keterangan tersebut dapat diketahui jika isyaratnya dapat dimegerti
atau tulisannya memahamkan maka /i’an tersebut tetap sah, sebagaimana halnya
pernikahan dan talak. Menurut al-Syirazi isyarat atau tulisan orang tuna wicara
yang dapat dipahami disamakan dengan orang yang dapat berbicara.

Sehingga persyaratan-persyaratan yang ada dalam pernikahan maupun
talak sama dengan persyaratan yang ada dalam /i’an perihal isyarat dan tulisan.

Jika pernikahan dan talaknya sah maka sah pula /i’annya. Sehingga dapat

177 H
Ibid, 96.
8 Al-Syirazi, Al-Muhazzab fi Figh Al-Imam Al-Syafi’i Juz 4, (Jeddah: Dar al-Basyair,
1996), h. 460.
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diketahui jika dalam penetapan hukum /i’an bagi orang tuna wicara digunakan

metode giyas. Yaitu menggiyaskan /i ’an kepada nikah dan talak.

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT DAN METODE ISTINBAT IMAM AL-SARAKHSI DAN
IMAM AL-SYIRAZI TERHADAP STATUS HUKUM LI’AN ORANG TUNA
WICARA DAN RELEVANSINYA DENGAN KONDISI MASYARAKAT DI
INDONESIA
A. Analisis Pendapat Imam al-Sarakhst dan Imam al-Syirazi Tentang Status
Hukum Li’an bagi Orang Tuna wicara
Seorang suami yang menuduh istrinya berzina pada awalnya dia wajib dihad,
sebagaimana dia menuduh wanita selain istrinya.’”® Allah Swt. berfirman dalam QS.
An-Nir ayat 4:
2 608 Yy 5 (el 5880 i Al 10 8 A et o s
€ ¢ sanall b LI 1 B
Artinya: Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina)
dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka

delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk
selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.'®

179 Al-Sarakhsi, Loc. Cit.
1801 ajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Loc. Cit.
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Akan tetapi dalam hal suami yang menuduh istrinya berzina ada ketentuan
khusus yang berlaku ketika suami tidak bisa mendatangkan saksi, yaitu sebagaimana
firman Allah swt:

M‘AM\.ILJJ@.»:@J\ ?‘“3‘ adg_uﬂa@_um‘ ‘>1\ c\q@u?@u&eﬁ}&Jjquﬁwﬂ\}
u\A’J\\.@_Lc \}JJ.I}V wﬁ\wu&u\w&\mu\w\ﬂ u.mml\u,d

‘l u.iﬂdmn
Artinya: Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak
ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kersaksian
masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah,
bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berkata benar. Dan
(sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia
termasuk orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila
dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-
benar termasuk orang-orang yang berdusta, dan (sumpah) yang kelima
bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (istri), jika dia (suaminya) itu
termasuk orang yang berkata benar.*®

Dengan turunnya ayat ini, seorang suami yang tidak bisa mendatangkan empat
orang saksi ketika menuduh istrinya berzina, maka dia boleh melakukan /i ’an sebagai
ganti saksi tersebut, dan gugurlah had yang menjadi haknya. Dengan /i’an suami ini
jatuhlah had seorang istri yaitu had zina, akan tetapi dia boleh menolak tuduhan
tersebut, dengan mengucapkan /i’an pula, maka dengan /i’an istri ini, gugurlah had
zinanya.

Dalam pandangan ulama yang menjadi perbedaan pendapat yang mendasar
adalah dalam hal penisbatan i ’an. Apakah i ’an itu merupakan kesaksian ataukah /i ’an
merupakan sumpah. Perbedaan juga berdampak pada produk hukum yang ditetapkan,
sebagaimana hukum /i’an orang tuna wicara yang menjadi perdebatan di kalangan
fukaha.

Sebelum pembahasan mengenai hukum /i ’an bagi orang tuna wicara, maka perlu
ditekankan terlebih dahulu bagaimana posisi /i’an itu sendiri. Menurut Imam al-
Sarakhsi dalam ayat tentang /i’an, menerangkan jalan keluar bagi suami yang
menuduh istrinya berzina dengan mengucapkan kalimat /i’an yang menempati posisi
empat orang saksi. Karena menurutnya, di dalam kalimat /i’an itu merupakan lafal

kesaksian, yaitu kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, dibersihkan dengan laknat,

181 |_ajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Loc. Cit.
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dikuatkan dengan penjelas.’® Yaitu seorang suami tidak akan mengotori tempat tidur
dengan sebuah kebohongan yang dibuatnya, dan karena ini, dengan /i’an suami
tersebut, wajib bagi istri untuk dihad. Kemudian istri dimungkinkan untuk
menggugurkan had atas dirinya dengan /i’annya yang bertentangan dengan alasan
suami. Karena /i’an istri merupakan kesaksian yang dikuatkan dengan sumpabh,
dibersihkan dengan keterikatan murka, dan dikuatkan dengan pernyataan.'®

Menanggapi hal tersebut, dapat diketahui bahwa /i’an merupakan sebuah
kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, bukan sumpah yang dikuatkan dengan
kesaksian, sebagaimana ulama lain mengartikan, dimana penulis telah menjelaskannya
pada bab dua dala pengertian /i’an. Li’an juga harus diiringi dengan ungkapan laknat
bagi suami dan ungkapan murka bagi istri. Kemudian hal penting yang lain adalah
li’an dikuatkan dengan penjelas dan penyataan, maksudnya adalah bahwa /i’an bisa
terlaksana jika menggunakan ucapan yang diucapkan oleh orang yang bisa berbicara,
karena ucapan berkedudukan sebagai penjelas.

Imam al-Sarakhsi menjelaskan, sebagian dari syarat /i’an adalah kedua suami

istri harus orang yang bisa memberikan kesaksian."*

ayat yang menunjukkan tentang
syarat ini adalah: ae-uﬂ-’\ N A 1 && d5Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-
saksi selain diri mereka sendiri”. Yang dimaksud lafal Syuhada’ adalah orang yang
dapat memberikan kesaksian secara mutlak,*®yaitu harus bisa memberikan kesaksian
sebagaimana kesaksian yang sebenarnya. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nar:6
sebagai berikut: sl $3gi&maka kesaksian masing-masing orang itu”. Perihal
kesaksian ini merupakan suatu yang disyariatkan, maka /i ‘an tidak akan tercapai oleh
seorang yang tidak bisa memberikan kesaksian.'®

Imam al-Sarakhsi memberikan persyaratan mutlak bagi pelaku /i ‘an yaitu harus
bisa memberikan kesaksian, hal ini karena dalam al-quran sendiri menyatakan secara
tegas hal tersebut sehingga memberikan pengertian /i ’an dalam kategori kesaksian.

Dalam penetapan hukum /i’an orang tuna wicara, Imam al-Sarakhsi
menyamakan (qiyas) /i’an kepada kesaksian, hal tersebut dapat dilihat secara jelas
dalam keterangan di atas yang menerangkan tentang penisbatan /i’an yaitu kesaksian

mutlak dalam /Zi’an. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan

182 Al-Sarakhst, Loc. Cit.
183 |pid.

184 Ibid., h. 40.

185 |bid., h. 39.

18 |bid., h. 40.
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pendapat. Imam al-Sarakhsi mengatakan /i’an orang tuna wicara tidak sah karena
tuduhan zina pada istrinya tidak sah, hal tersebut karena wajib dalam tuduhan sebuah
kejelasan dengan lafal zina agar tuduhannya sah sehingga mengharuskan adanya had

dan /i’an. Imam al-SarakhsT berkata;

Luq;\ul_iu\dhsj uuyjh)\ﬂ‘)mﬁj‘ UMGAJL@AAQ\J\} (d\a)
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Artinya:  Imam Al-SarakhsT berpendapat: Jika seorang suami menuduh istrinya

berzina, dan dia (istri) masih kecil atau dia (suami) masih kecil, maka tidak

ada had dan tidak ada pula,... Begitu juga jika salah satu dari keduanya

tuna wicara. Apabila seorang suami itu tuna wicara, maka tuduhannya

tidak mewajibkan adanya had, dan tidak ada /i’an menurut kami,..... Akan

tetapi menurut kami: harus menjelaskan (tuduhan) dengan lafal zina supaya

tuduhan tersebut mewajibkan adanya had atau /i’an, dan tidak akan

terealisasi penjelasan ini pada isyarat orang tuna wicara, karena isyaratnya

bukan merupakan ungkapan orang yang berbicara dengan tulisan, oleh

sebab itu harus menggunakan lafal kesaksian dalam /i’annya, meskipun

orang yang bisa berbicara berkata: “saya bersumpah” yang menempati
perkataannya “saya bersaksi” maka perkataan tersebut tidak sah.

Li’an adalah lafal yang didalamnya merupakan sebuah kesaksian yang
dikuatkan dengan sumpah, sehingga persyaratan dalam /i’an tidak terlepas dari
persyaratan kesaksian (s3leill). Al-Srakhsi berkata:

1985520 ol () e 5 505V
Artinya: Dan tidak bisa tercapai (/i 'an) dari seorang yang bukan ahli dalam bersaksi.

Berbanding terbalik dengan Imam al-Sarakhsi, beliau memberikan persyaratan
sahnya /i’an dan tidak mencakup perihal keharusan ahli /i’an dapat memberikan
kesaksian. Imam al-Syirazi berkata:
odjslu.\c }\uﬁ\ﬁ\ﬁﬁj\ulsmjmdab cjhcjjdswuuﬂ\@a
c—u‘ 2l DJL@-MS ae-uﬂ-" Y) c‘ie-w a@J & Al Ayl Gsal u—’ﬁb} (a5 e
umu m\jl\ ‘\.st;d\ ¢ Al ul.dl\ uy) [6 )}.\S\] {u.\SJLAM UA ‘u\ AML\ t_i\JL@_m
oy b ’;ML\J e_ms\ L,.u dh u—‘* J;Jts M\j r,LMns ﬁtsj\j g_\....ul\ b_uj

87 1bid., h. 42.
188 Al-sarakhsi, Op. Cit., h. 40.
189 Al-Syirazi, Op Cit., h. 460.



59

Artinya: Li’‘an sah dilakukan oleh setiap suami yang balig, berakal dan
melakukannya dengan suka rela; baikmuslim mapun kafir; orang yang
merdeka maupun budak. Hal ini berqlasar}kan flrman AIIah Osan ua-ﬂb
Sallall Gl &) Al clies C“J\ ruu;\ B3 2elail V) 413k A & M eP\jJ\“Dan
orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada
mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian orang itu
ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah
termasuk orang-orang yang bernar.” (Qs An-Nuur (24):6). Disamping itu,
li’an bertujuan untuk mencegah hukuman gazf dan meniadakan nasab,
karenanya orang kafir itu seperti orang islam, sedangkan budak itu seperti
orang merdeka. Sedangkan anak kecil dan orang gila, /i’an keduanya tidak
sah, karena itu merupakan ucapan yang menyebabkan adanya perpisahan
suami dengan istrinya sehingga tidak sah dilakukan oleh anak kecil dan
orang gila, seperti halnya talak.

Semua persyaratan tersebut secara umum tidak ada yang menyinggung perihal
kesaksian, karena menurutnya, syarat /i ‘an adalah orang tersebut harus balig, berakal,
dan melakukan dengan suka rela, bahkan orang kafir dan budak boleh melakukan
li’an. sehingga dengan ketiadaan syarat tersebut mendapat pemahaman bahwa orang
yang tidak bisa memberikan kesaksian tetap sah dalam melaksanakan /i’an. Alasan
yang lain adalah karena /i ‘an adalah sumpah sebagaimana yang akan disebutkan nanti.

Akan tetapi Imam al-Sarakhsi menganggap bahwa tidak menjadikan kesaksian
sebagian dari syarat /i’an merupakan sebuah pertentangan, terlepas dari pemahaman
li’an apakah kesaksian atau sumpah, di dalam /i’an sendiri tetap harus memberikan
kesaksian sebagai sahnya /i ’an, meskipun ulama ulama yang mengatakan /i ‘an adalah
sumpah tetap harus menggunakan lafal kesaksian menurut pendaat yang kuat. Imam
al-Sarakhsi berkata:

L}myemym g_,Pj 'umg_muus\ uLASdaADJQ:Y uaaummj
A8 L g 2 550 238 e SRl 1055 (15 3380 Y

Artinya:  Hal ini merupakan pertentangan, karena menjadikan kalimat-kalimat /i ‘an
sebagai kesaksian dalam wajibnya had, kemudian tidak mempersyaratkan
ahliyyah untuk memberikan kesaksian, akan tetapi berkata: /i’an dari
ucapan suami mewajibkan untuk pisah.

Jadi dapat dipahami bahwa menurut Imam al-Sarakhsi kesaksian merupakan
syarat dari /i ’an, karena di dalam kalimat /i ‘an terdapat lafal kesaksian, sehingga tidak
realistis jika sudah jelas adanya kewajiban menggunakan kalimat kesaksian tetapi
tidak mempersyaratkan ahliyah dalam memberikan kesaksian dan mengharuskan

adanya perpisahan.

190 Al-Sarakhsi, Al-Mabsiit Juz 7, Op. Cit. h. 40.
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Meski demikian, ulama yang membolehkan orang tuna wicara ber/i ’an, tidak
tidak mempersyaratkannya, meski dalam pelaksanaannya harus menggunakan kalimat
kesaksian menurut pendapat yang kuat. Karena satu orang tidak bisa menjadi saksi,
sehingga mereka tidak mempersyaratkan adanya ahliyah dalam /i ’an. Selain itu ulama
ada juga yang membolehkan orang tuna wicara menjadi saksi, yaitu pendapat yang
magbal di kalangan syafiiyah.

Y Sadllly Al Ge Sl Bty L 33l Gl Ui 438 e Llalal) @A‘J
191’ w A

Artinya:  Ashab (al-Syafi’i) berpendapat bahwa /i’an adalah sumpah dan bukan
kesaksian, dan mula’in ber/i ‘an terhadap dirinya sendiri, dan seorang tidak
boleh bersaksi kepada dirinya sendiri.

Imam al-Mawardi menjawab atas pendapat yang mengatakan /i’an adalah
kesaksian sehingga mensyaratkan adanya ahliyah, bahwa ulama syafi’i berbeda
pendapat atas hal ini:
qsLul;,.a\ O b DJ@USQJL@AA\MY\C_@QLQU\ (-.gjjsusg_a\);l\u\}

192 g3l Ladl yiay el 5lsa 8 ) B
Artinya:  Adapun jawaban dari pendapat mereka yang mengatakan bahwa /i ‘an tidak
sah kecuali dengan lafal kesaksian maka /i’an adalah kesaksian. Bahwa

sesungguhnya dalam mazhab syafi’i berbeda pendapat dalam kebolehan
li’an dengan selain lafal kesaksian.

Bahkan jika Ii’an diaharuskan menggunakan lafal kesaksian, hal tersebut
merupakan suatu hukum yang diambil dari nas, sehingga ini menjadikan sebuah
pengkhususan dalam /i ‘an:

193 250 S AL AR&L B il g 2la e e sl L Y) 5540 Y
Artinya:  Li’an tidak boleh kecuali dengan lafal kesaksian, atas dasar apa yang telah
dating dari nas karena hukumnya diambil darinya.

Akan tetapi Imam al-Kasani menerangkan bahwa kesaksian dalam /i’an

merupakan pengecualian, sehingga boleh menjadikan kesaksian atas dirinya sendiri:
[6 :0530] (Rl V) d133 &1 (& A5} IS sl 1% & s Y
194,3 “ia ,“ u«° o ”!\)

9 Ahmad Salamah al-Qalyiibi dan Ahmad Burussuli ‘Umairah, Hasyiyata Qalyibt wa ‘Umairah
Juz 4, (Beirut: Dal al-Fikr, 1995), h. 37.
192 Al-Mawardi, Al-Hawr al-Kabir Juz 11, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1999) h. 14.
193 H
Ibid.
9 Al-Kasani, Badai’ al-Sandi’ fi Tartib al-Syarai’ Juz 3, (Dar Kotob al-limiyah, 1986),
h. 242.
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Artinya: Karena kesaksian dalam ayat #l (*GA‘})‘ NN uaj‘ menjadi
pengecualian dengan firman Allah fensil ¥ 25%s &8 & &5 dan
pengecualian dari jenis yang dikecualikan.

Jika diambil kesimpulan, penyebab terjadinya perbedaan dalam pemaknaan
li’an adalah karena ada perbedaan dalam memaknai ayat /i’an terkait pengkhususan
li’an. Ulama hanafiyah sebagaimana Imam al-Sarakhsi mengatakan /i’an adalah
kesaksian dan mengkhususkan kesaksian yang pada umumnya menghadirkan empat
orang saksi, dalam /i’an cukup dengan kesaksian dari dirinya sendiri dengan empat
kali bersaksi dan kesaksian yang kelima menambah lafal laknat dan Gadab.
Sedangkan ulama syafi’iyyah mengatakan /i’an adalah sumpah dan menggunakan
lafal khusus berupa kesaksian.

Di atas dikatakan bahwa secara mutlak i’an terlaksana jika orang tersebut
bisa memberikan kesaksian secara mutlak sebagaimana kesaksian yang sebenarnya,
syarat kesaksian sendiri adalah harus dapat berbicara dengan alasan bahwa tujuan
kesaksian adalah tercapainya keyakinan, sehingga tidak memperkenankan
menggunakan tulisan dan isyarat:
uu ‘udug\j asd gy A e wﬁy\ SR ‘d.mhaj\} Lasdl Cal
Lm\j DJLH:\){LI u.\s.d\ SaaaiVy dlau\ el ‘_‘,A.\S.\ M J\ﬂj ,u:\s;d\ [P ‘).L\’.S ;SL’G_HJ\
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Artinya:  Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah berpegang kepada bahwa orang tuna
wicara tidak ada kesaksian baginya, Ulama Hanafiyah dan Hanabilah
menyimpulkan bahwa dalam kesaksian mempertimbangkan adanya
keyakinan, oleh karena itu tidak cukup dengan isyarat orang yang berbicara
dan tidak dapat menghasilkan keyakinan dengan isyarat, dan apabila cukup

dengan isyaratnya dalam hukumya dikhususkan karena darurat, dan tidak
ada darurat di sini.

Teks di atas merupakan tulisan Syeh Muhammad Najib yang meneruskan
kitab imam al-Nawawi, karena penulis tidak menemukan bahwa teks di atas adalah
pendapat ulama Hanafiyah akan tetapi teks dalam kitab ulama Hanabilah, bisa jadi ini
merupakan kekurangan penulis dalam penelusuran, ulama Hanafiyah dan Hanabilah
sendiri berpendapat sama terkait tidak sahnya orang tuna wicara dalam /i’an dan
kesaksian. Akan tetapi jika diperhatikan memang dalam kesaksian tidak ditemui

adanya darurat karena kesaksian didapat dari orang lain. Hal yang perlu disampaikan

1% Muhammad Najib al-Mut’I, Takmilah al-Majmii’ Syarh al-Muhazzab Juz 17, (Beirut:
Dar al-Kotob al-1Imiyah, 1971) h. 20.
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adalah jika dalam kesaksian tidak ada darurat berbeda dalam /i’an yang ditemukan
darurat yaitu penafian anak, ini menjadi suatu yang perlu dipertanyakan.

Ulama sepakat dalam talak, isyarat orang tuna wicara dapat disamakan dengan
orang yang bisa berbicara, akan tetapi mengapa dalam /i’an hal tersebut tidak bisa
disamakan meskipun pada dasarnya hal tersebut dapat disamakan. Dalam talak orang
tuna wicara boleh melakukannya karena pada dasarnya ungkapan dengan tulisan
sebagaimana ungkapan dengan ucapan, selain itu rasulullah diperintah untuk
menyampaikan risalah yang dalam penyampaiannya ada kalanya menggunakan
tulisan dan ada kalanya menggunakan lisan:

‘;:.ijudhwuc,u;isﬁ} uus‘;m\f\wﬁwdmmj (du)
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Artinya: Berliau berkata: ketika suami yang tuna wicara menalak istrinya pada
catatan dan dia menulis, maka hal tersebut diperbolehkan baginya apa yang

boleh atas kebenaran dalam tulisannya, karena orang tuna wicara tidak bisa

dalam berbicara, dan dia mampu dalam tulisan, maka dia dan yang benar

dalam tulisan adalah sama. Pada dasarnya pernyataan dengan tulisan
menempati pernyataan dengan lisan, karena tulisan adalah huruf yang

disusun yang menunjukkan makna yang dapat dipahami sebagaimana

ucapan, lihatlha bahwasanya Nabi Saw. diperintah untuk menyampaikan

risalah, dan ada kalanya menyampaikan dengan tulisan dan ada kalanya
menggunakan lisan.

Dasar penetapan talak dengan tulisan adalah giyas, yaitu dengan menggiyaskan
tulisan kepada ucapan, hal ini karena tulisan dan ucapan merupakan huruf yang
tersusun, berbeda dengan isyarat karena bukan merupakan huruf yag tersusun. Jika
landasan hukum talak dengan tulisan adalah giyas, maka dalam isyarat orang tuna
wicara menggunakan istihsan:
}@m}m\y}u&}uﬂa@uﬁwu\dwlsj u.uS.a‘}([y’J;‘z!\ ulsu\j
u}ﬁm‘)ubum‘ﬁm\}[ MJMDJJJUA;@»EJYL}»M\&J bb.n;.u.n\ JJ\A
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Artinya:  jika orang yang tuna W|cara tidak dapat menulis, dan dia bisa
menggunakan isyarat yang dapat dimengerti dalam talak, nikah, belanja,

serta jualannya maka hal tersebut boleh berdasarkan istihsan. Dalam
(berdasarkan) giyas tidak akan bisa meletakkan sesuatu yang demikian itu

196 Al-Sarakhsi, Al-Mabsit, Juz 6, Op. Cit., h. 144.
97 1bid.
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dengan isyaratnya, karena orang tuna wicara tidak adak bisa menjelaskan
dengan isyaratnya huruf yang tersusu, maka menetapkan kemurnian
maksudnya pada keselarasan, dan dengan ini maka tidak akan jatuh
sesuatu, lihatlah bahwasanya yang benar apabila memberikan isyarat tidak
menjatuhkan sesuatu dari tasaruf dengan isyaratnya, akan tetapi hal itu
dibaguskan (diistihsankan).

Istihsan sendiri ada beberapa macam, salah satunya adalah istihsan berdasarkan
adanya darurat, sebagaimana dalam permasalahan ini, yaitu dalam menetapkan
hukumnya istihsan, karena jika tidak menggunakannya akan berdampak pada
muculnya darurat:
Q;\;\JSAdu&_l\dl_ud\@u\&'}\}“dku\waJhﬂSw}Y\wanY\ d\sﬂ
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Artinya:  al-Sarakhsi berkata: isyarat dari orang tuna wicara sebagaimana ungkapan
orang yang bisa berbicara, lihatlah, sesungguhnya dalam ibadah dijadikan

seperti itu, bahkan jika seseorang menggerak-gerakkan kedua bibirnya

dengan takbir dan al-quran maka dijadikan hal tersebut sebagaimana
kedudukan al-quran dari orang yang berbicara. Begitu juga dalam hal
mu’amalah, hal seperti ini dikarenakan adanya darurat, karena isyarat itu
dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan dalam berbicara. Maka apabila

tidak menjadikan isyarat itu disamakan dengan ungkapan orang yang

berbicara, akan mengakibatkan seseorang mati dalam keadaan lapar, dan
ini merupakan darurat yang tidak terdapat pada hak orang yang berbicara.

Berdasarkan metode istinbat talak orang tuna wicara di atas mengenai tulisan
yang bisa disamakan dengan ucapan atau isyarat bisa digunakan karena adanya
darurat, lantas mengapa dalam /i ‘an hal tersebut seakan bertolak belakang, padahal di
dalam /i ‘an ditemui darurat berbeda dengan kesaksian yang tidak ditemui darurat.

Isyarat orang tuna wicara tidak bisa disamakan dengan uangkapan orang yang
berbicara karena seandainya orang tersebut dapat berbicara, bisa jadi dia akan
memberikan kesaksian yang tidak sesuai. Hal ini menurut beliau adalah sebuah
perkara yang meragukan, dimana akan mencegah dalam mengungkapkan kejelasan.
Imam Al-Sarakahsi mengatakan:

J.\;\ AAL.J\ d\ﬁ \J\@;adw\kﬂau&adw\ ;\J\ u‘}[ u—uﬁY\ a.Jl.@_..u J)a_m yj
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1% 1bid., h. 144.
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Artlnya Dan tidak boleh kesaksian dari orang tuna wicara, karena pelaksanaan

kesaksian mengkhususkan dengan lafal kesaksian, bahkan jika saksi berkata

“saya kabarkan” dan ‘“saya mengetahui”, maka tidak diterima hal tersebut

darinya. Kemudian lafal kesaksian tidak bisa terealisasi dari orang tuna

wicara, kemudian kesaksian orang tuna wicara itu ambigu, karena orang

tuna wicara menunjuk kepada yang dimaksud melalui cara yang tidak

sesuai kepada pemahaman, maka memungkinkan dalam kesaksiannya

sebuah tuduhan yang mungkin menghindar darinya dengan suatu jenis

kesaksian. Dan tidak ada isyarat orang tuna wicara itu lebih kuat dari
ungkapan orang yang bisa berbicara walaupun berkata: “saya kabarkan”.

Dalam realitanya /i ‘an juga erat kaitannya dengan gazf, karena bagaimanapun
juga /i’an itu menempati posisi had gazf. Bahkan jika yang yang dituduh adalah orang
tuna wicara, dan dia tidak bisa menghadirkan saksi, tetap tidak bisa dihad. Imam al-
Sarakhst berpendapat:

2,
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Artinya: Tidak dihad penuduh dari orang tuna wicara, karena apabila dla berbicara
barangkali dia mengakui dengan apa yang dilakukannya yaitu
membenarkan penuduh. Dan tidak dapat dilaksanakan had yang menyertai

keraguan.

Isyarat dan tulisan orang tuna wicara tidak dapat diterima dalam ranah had
dan /i’an karena keduanya meragukan. Sebelumnya belum disebutkan teks mengenai
tulisan orang tuna wicara dan terfokus pada isyarat. Imam al-Sarakhsi hanya
mengatakan tentang alasan isyarat orang tuna wicara tidak bisa diterima dan tidak
menyertakan alasan tulisan orang tuna wicara: 44\-\55\-' olal-d\ 3)ke &5 455U (é (bahwa
isyaratnya bukan merupakan ungkapan orang yang berbicara dengan tulisan). Yang
dipahami dari teks tersebut adalah isyarat orang tuna wicara tidak dapat diterima
karena bukan merupakan ungkapan orang yang berbicara sedangkan tulisan adalah
ungkapan orang yang bisa berbicara, akan tetapi bukan berarti /i ’‘an dengan tulisan itu
sah. Meski tidak disertakan alasan dalam satu paragraf, alasan itu dapat ditemukan
melalui paragraph lain meski berbeda bab.

Orang tuna wicara mengungkapkan maksudnya dengan isyarat dan tulisan.

Isyarat merupakan pegganti dari ungkapan orang yang berbicara dan had tidak bisa

199 Al-sarakhsi, Op Cit. Jilid 16, h. 130.
200 Al-Sarakhst, Al-Mabsiit Juz 9, Op. Cit. h. 118.
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jatuh atas dasar pengganti, sedangkan tulisan itu meragukan meskipun menempati

ungkapan orang yang berbicara. Imam al-Sarakhst berkata:
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Artinya:  Orang tuna wicara tidak boleh dihad dengan had zina, dan tidak sesuatu
apapun dari semua had, walaupun orang tuna wicara tersebut berikrar
dengan isyarat atau tulisan atau bersaksi atasnya beberapa saksi. Apabila
dia berikrar dengan isyarat, maka isyarat tersebut merupakan pengganti
dari sebuah ungkapan, dan had tidak bisa dilakukan dengan sebab
pengganti. Oleh karena itu, harus menjelaskan dengan lafal zina dalam
ikrar, dan hal tersebut tidak ditemukan dalam isyarat orang tuna wicara,
yang pasti, yang dipahami dari isyaratnya adalah persetubuhan. Apabila
orang yang bisa berbicara berikrar dengan ungkapan seperti ini, maka tidak
wajib baginya had, begitu juga orang yang tuna wicara, begitu juga jika dia
menulisnya, karena tulisan itu ragu-ragu, dan tulisan (dalam hal ini)
menempati posisi ungkapan, dan had tidak bisa dilakukan dengan hal yang
seperti itu. Begitu juga jika beberapa saksi bersaksi atasnya dengan hal
tadi, karena apabila dia bisa berbicara, bisa jadi tuduhannya meragukan,
dimana (tuduhan) tersebut membatalkan had, dan tidak ada segala sesuatu
yang ada dalam dirinya mampu untuk menjelaskannya dengan isyarat,
apabila kami (Imam al-Sarakhst) menjatuhkan atasnya (orang tuna wicara),

maka penjatuhan had bersama kemungkinan keraguan.

Larangan menjatuhkan hukuman berdasarkan suatu yang meragukan
berdasarkan hadis berikut:
g adle 1 L & 0500 08 108 agie B ) die Gi) o ol (2
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Artinya: Dari Migsam, dari Ibn ‘Abbas Radiyallahu ‘anhuma, dia berkata:

Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: Hindarilah hukuman-

hukuman karena (adanya) berbagai ketidakjelasan.
Menanggapi pernyataan yang mengatakan isyarat dan tulisan merupakan sebuah
keraguan sehingga tidak bisa menghadirkan keyakian, maka ulama ada yang

berpendapat bahwa di dalam isyarat dan tulisan tidak ada keraguan, karena penentuan

201 Al-sarakhsi, Op Cit. Jilid 9, h. 98.
292 Abi Hanifah, Musnad al-Imam Abt Hanifah Riwdyah al-Haskafi, (Mesir: t.p, t.th).
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ini akan berdampak pada produk hukum yang dihasilkan yang berupa sah tidaknya
li’an, qazf, ikrar, dan kesaksian orang tuna wicara, pendapat tersebut yaitu:
agh dia Gl B 5 Dalls SYa 15 G el G Bl ) el ul
203 Togl 360 i) N Cagh 13) 13
Artinya: Adapun pendapat mereka yang mengatakan isyarat tidak menghasilkan
keyakinan, jawab: sesungguhnya ini merupakan perbedan yang Nampak,
tetapi isyarat menghasilkan keyakinan sekiranya memahamkan, maka
jika isyarat dapat memahamkan akan menghasilkan keyakinan,
sebagaimana lafal yang memnghasilkan keyakinan.

Pendapat di atas merupakan pendapat dari ulama Hanabilah, karena penulis
tidak menemukan pendapat tersebut dalam ulama Syafi’iyyah, akan tetapi hal tersebut
perlu disebutkan sebagai tanggapan atas hadis yang sebutkan ulama Hanafiyah terkait
keraguan yang menolak had, selain itu pendapat ini juga tidak bertentangan dengan
pendapat ulama Syafi’iyyah, hal ini perlu disebutkan karena tidak sahnya kesaksian
orang tuna wicara menurut ulama syafi’iyyah bukan karena adanya keraguan
melainkan tidak adanya kebutuhan yang mendesak.

Telah disebutkan di atas bahwa dalam /i ‘an terdapat darurat sedangkan dalam
kesaksian tidak terdapat darurat, sehingga memunculkan pertanyaan terkait makna
li'‘an yang dikategorikan kesaksian dan membedakannya dengan talak padahal
keduanya suatu yang hanya boleh dilakukan dalam ikatan perkawinan. Imam bukhari
memberikan tanggapan bahwa tuduhan orang tuna wicara sah karena isyarat dan
tulisannnya dapat disamakan dengan orang yang dapat berbicara:

ol ol Y KGRI b aghma sl 515 3 A0ES 485 G AY) G 136
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Artinya:  Apabila orang tuna wicara menuduh istrinya dengan tulisan atau isyarat

atau tanda yang diketahui maka dia seperti orang yang berbicara, karena
nabi Saw. membolehkan isyarat dalam perkara-perkara yang wajib.

Kemudian beliau melanjutkan dengan memberikan taggapan bahwa /i’an dan talak
bukanlah hal yang berbeda. Jika dilihat dari kacamata syafi’iah pendapat Hanafiyah
dinilai merupakan sebuah kejanggalan, mereka mengatakan tidak ada had dan /i’an

bagi orang tuna wicara, akan tetapi dalam talak hal tersebut dibolehkan.

23 Hamd bin ‘Abdullah bin ‘Abd al-*Aziz al-Ahmad, Zad al-Mustagni’ Juz 1, (Ttp. Tp.:
Tth.), h. 32.
204 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari Juz 7, (t.tp: Dar Tauq al-Najah,1422), h. 52.
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Artinya:  Sebagian orang berkata, “Tidak ada hukuman had dan tidak pula /i’an.”
Kemudian dia mengklaim bahwa talak melalui tulisan, isyarat, atau tanda-
tanda dianggap sah. Padahal tidak ada perbedaan antara talak dengan gazf.
Jika dia berkata “tuduhan zina tidak terjadi kecuali dengan perkataan.
Maka dikatakan kepadanya “begitu juga dengan talak, tidak diperbolehkan
kecuali dengan perkataan.” Jika tidak maka talak dan qazf menjadi batal,
begitu juga dengan pembebasan budak, sama halnya orang tulis melakukan
li’an.

Maksud Imam Bukhari adalah tidak boleh membedakan talak dengan Ii’an tanpa
dasar, hal ini disampaikan oleh Imam Ibn Hajr al-* Asqalant:
‘y\}Uuym@sgjmujm\dﬁj\@swwuwJmudmu\u\‘;w
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Artinya:  Maksudnya, entah menjadikan isyarat sebagai pedoman dalam semua
perkara itu atau tidak menjadikannya sebagai pedoman, maka isyarat tidak
dapat dijadikan landasan dalam semua persoalan, karena membedakan
keduanya tanpa dalil merupakan klaim semata.

Imam Badr al-Din al-‘Aini mengatakan bahwa membedakan antara /i’an
dengan talak sama halnya membedakan dua perkara yang pada dasarnya tidak berbeda
dan mengkhususkan dua perkarkara tanpa adanya tanda kekhususan, karena keduanya
merupakan sebuah perkara yang bisa dilakukan dalam ranah pernikahan, kemudian
yang menjadi pedoman adalah isyarat dan tulisan kedudukannya sebagaimana dengan
ucapan dalam semua hal, akan tetapi jika keduanya dibedakan atau salah satunya

dikhususkan maka hal tersebut merupakan sebuah klaim tanpa adanya dalil:

UALA.\;\)L\UA.\AA;.I}d\).\SY\ u}l\d)&}@i
Artinya: Maka dia membedakan tanpa adanya perbedaan dan mengkhsuskan tanpa
adanya kekhususan.

Ulama syafi’iyyah tidak membedakan antara /i’an dengan talak dan

membedakannya dengan kesaksian, karena kesaksian pada selain /i ’an bisa diperoleh

205 R
Ibid.
2% |bn Hajr al-*Asqalani, Fath al-Bari Juz 9, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379), h. 440.
27 Badr al-Din al-“Aini, ‘Umadah al-Qari Juz 20, (Beirut: Dar Ihya® al-Turas al-Arabi,
t.th), h. 291.
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dari orang lain sehingga tidak terjadi darurat, sedangkan dalam /i’an hanya bisa

diperoleh dari dirinya sendiri sehingga terjadi darurat:
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Artinya: jika dikatakan: Li’an sebagaimana kesaksian, dan kesaksian tidak boleh
dari orang tuna wicara. Maka jawabannya: Bahwa /i’an bukan kesaksian,
begitu juga bahwa kesaksian orang tuna wicara tidak sah karena di sana
ada orang lain yang bisa berbicara yang dibebankan kepada kesaksian,
maka dia mampu dalam pelaksanannya dengan berbicara, sedangkan di
sini mengharuskan /i ‘an atas orang tuna wicara, karena dia membutuhkan
kepada penolakan anak yang menunjukkan bahwa orang tuna wicara tidak
seperti itu sebagaimana membutuhkan kepada penolakan had dari dirinya,
maka sah /i ‘annya, dengan mengqiyaskan kepada diterima talaknya.

Ulama Hanafiyah memberikan jawaban atas hal ini, meskipun diambil dari
kitab ulama syafi’iyyah, karena penulis tidak menemukan teks yang sama atau
semakna kecuali jika itu adalah kesimpulan pengarang kitab dari pendapat ulama
hanafiyyah:
wdmu‘jmj omujah)\@)wékéuﬂ\&éub :\:ts:\aj\k_ula\j
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Artinya:  Ulama hanfiyah memberikan jawaban: bahwa keabsahan gazf bergantung
kepada kejelasan lafal zina bukan maknanya, inilah yang tidak bisa
dihasilkan dari orang tuna wicara dalam keadaan darurat, maka tidak ada
tuduhan zina, dan keraguan menolak hukuman had.

Terkait perbedaan antara talak dengan /i’an di atas, pendapat imam Bukhari
terbantah, karena dalam menetapkan hukuman had dibutuhkan sebuah kejelasan dan
tidak sekedar makna yang bisa memiliki berbagai penafsiran. Hal ini menjadi sebuah
pengecualian karena adanya nas hadis yang menerangkan had tidak boleh didasari
keraguan:

13 b yia dﬂ%\ Ll oY e i s d)ﬂ\ P (533 (s Al 38 (e
d)sl\} ;u_umlc ’“’*’Yb)lbc_a)aj\mu&(du\muuqﬂ\u)@ A
210 Lay | JAU: Lein

298 Muhammad Najib al-Mut’i, Takmilah al-Majmii’ Syarh al-Muhazzab Juz 21, (Beirut:

Dar al-Kotob al-1Imiyah, 1971), h.295.
29 Ibid.
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Artinya:  Sebagian dari perkataan Imam Bukhari, dan pendapat yang mengatakan
tidak adanya perbedaan antara keduanya (talak dan /i ‘an) tercegah, karena
lafal talak jelas dalam penyampaian maknanya, berbeda dengan gqazf,
karena jika tidak ada kejelasan didalamnya dengan lafal zina maka tidak
ditetapkan baginya suatu apapun, dan perbedaan antara keduanya adalah
jelas dalam hal lafal dan makna.

Yang mendasari adanya perbedaan tersebut adalah sebagaimana pendapat Imam
Muhammad dalam salah satu Kitab zahir al-riwayah , karena bagaimanapun juga /i an
menduduki posisi had bagi kedua belah pihak:

2 Y Ge 872 5 ol A1 A Vs

Artinya:  Had tidak menyerupai talak dan selainnya dalam semua hal.

Pendapat ulama hanafiyah di atas merupakan penjelas dalam memaknai lafal
yang sharih menurut Imam al-Sarakhsi. Pada dasarnya, tidak sahnya /i ’an orang tuna
wicara karena dia tidak bisa menjelaskan maksud yang sebenarnya, oleh karena itu
perlu mengetahui makna sharih menurut imam al-Sarakhsi:

21350 5 OIS AL 3 ally il o pia Ll S Sh o ylal

Artinya: lafal yang jelas adalah setiap lafal yang terbuka makna dan maksudnya,
baik dalam bentuk hagigiyah atau majaz.

213 003 i ol 1 sien 4 21580 (560 L 3h ' <lld Gadla, 456l

Artinya: sedangkan kinayah berbeda dengan sharih, yaitu apa yang dimaksud
dengan lafal bersifat tertutup sampai dijelaskan oleh dalil.
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Artinya:  Kemudian prinsip asal dalam ucapan adalah sharih, karena itulah yang
dituju untuk memberikan pemahaman. Ucapan sharih disebut sebagai
ucapan sempurna untuk maksud ini, sedangkan kinayah didalamnya
mengandung berbagai makna dalam kapasitasnya sebagai keraguan dalam

apa yang dimaksudkan.
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Artinya: Oleh karena ini kami katakan bahwa perkara yang tertolak karena keraguan
tidak dapat ditetapkan karena merupakan kinayah

210 Badr al-Din al-‘Aini, ‘Umadah al-Qart Juz 20, Loc. Cit.

11 Al-Syaibani, Al-Aslu Juz 5, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2012), h. 49.

Zz Al-Sarakhst, Usil al-Sarakhsi Juz 1, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th), h. 187.
Ibid.

24 Ipid., h. 189

213 |pid.
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Artinya: tidak bisa dilakukan hukuman ini kepada orang tuna wicara ketika

menyampaikan dengan isyaratnya, karena tidak ditemukan kejelasan

dengan lafalnya, dan ketika memberikan bukti atasnya, karena isyaratnya

bisa jadi meragukan yang tidak mungkin menjelaskannya dalam
isyaratnya.

Dalam kaitannya dengan pemilik hak, perkara yang berkaitan dengan had
adalah hak Allah karena had bermakna al-zajr (teguran), sehingga had tidak boleh
berdasar keraguan, berbeda dalam qisas yang boleh berdasar keraguan karena
bermakna ‘iwadiyyah (mengganti kerugian).
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Artinnya: Perkataan pengarang, Qawad, dan ‘Allala dalam kitab al-Hidayah bahwa
gisas bermakna ‘iwadiyyah (bangsa mengganti kerugian), karena gisas
disyati’atkan sebagai pemulih, maka boleh menetapkan bersama keraguan
sebagaimana pemulihan-pemulihan yang telah berlalu yang itu merupakan
hak hamba, berbeda dengan iudizd yang murni milik Allah ta’ala, maka
hudad  disyari’atkan sebagai teguran-teguran dan bukan bermakna
‘iwadhiyyah, maka tidak dapat ditetapkan bersama keraguan karena tidak
adanya kebutuhan.

Isyarat merupakan sebuah pengganti sebagaimana kesaksian wanita, maka
penulis juga menyimpulkan bahwa tulisan juga merupakan pengganti sehingga tidak

sah kesaksian atas dasar pengganti:
8,08 D0 330k e sl IS 2 Y oLl S5 aliadlly 253801 3 06 Y

Artinnya: Dan tidak diterima kesaksian wanita dalam had dan qgisas, karena merupakan

keraguan jenis pengganti karena pelaksanaannya menempati kesaksian laki-
laki.

Dalam kaitannya dengan pemilik hak, bahwa had tuduhan zina merupakan hak

Allah dan hak hamba yang didahulukan, akan tetapi karena ada hak Allah maka

penjatuhan had tidak boleh berdasar keraguan.

JAUUJJM);\)J&ML;M&JMM\J}iﬁ\b\d}ﬁ@@\;‘\muﬂ
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Ibid.

27 Ibn Najim al-Misriyy, Al-Bajr al-Ra’iq Syarh Kanz al-Daqa iq Juz 8, (ttp: Dar al-

Kitab al-Islamiyy, tth.), h. 544

22 1bid.
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Artinnya: Bahwa karena batasan yang dikhususkan dalam perkataannya “bahwa had itu
murni milik Allah fa’alé maka disyari’atkan sebagai teguran-teguran
penysulan”, maka bahwa had tuduhan zina buka murni milik Allah tetapi
didalamnya merupakan hak Allah za’ala dan hak hamba yang didahulukan.

Isyarat bisa menempati posisi ungkapan jika ada kebutuhan, sedangkan

kebutuhan tidak akan ada karena hak Allah.
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Artinnya: “Tidak dalam had” yaitu isyaratnya tidak seperti pernyataan dalam had,

karena had tertolak dengan keraguan karena had merupakan hak Allah ta’ala
maka tidak ada kebutuhan terhadap penetapannya.

Asal dari pernyataan adalah ucapan sedangkan tulisan dan isyarat adalah

pengganti yang dekat kepada ucapan.
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Artinnya: Kami berkata: setiap satu dari keduanya merupakan alasan darurlyyah dalam
tulisan adalah peambahan pernyataan yang tidak ditemukan dalam isyarat,
karena maksud pernyataan dalam tulisan yang berisi informasi itu lemah dan
(?). dan dalam isyarat adalah penambahan bekas yang tidak ditemukan dalam
tulisan, karena asal dalam pernyataan adalah ucapan, karena pernyataan
ditempatkan pada ucapan, dan isyarat dekat kepada ucapan Kkarena
pengetahuan yang hasil dari isyarat itu hasil dengan yang dihasilkan dengan
ucapan, yaitu isyaratnya dengan tangan atau kepalanya menjadi dekat kepada
ucapan dari bekas ucapan, maka keduanya menjadi sama dan tidak
didahulukan atas yang lain tetapi diberikan memilih.

Kesimpulan yang penulis ambil tentang sebab anggapan keraguan atas isyarat
dan tulisan adalah karena berdasarkan pemahaman nas al-Qur’an tentang ketidak
bolehan kesaksian wanita sebagai saksi dalam urusan had, hal ini karena kesaksian
wanita itu lemah dan timbullah istilah syubhah al-badaliyyah atau keraguan dalam
golongan pengganti. Jika wanita bersaksi maka dia menempati posisi kesaksian laki-
laki, maka ini tidak diperbolehkan karena kesaksian wanita itu lemah atau meragukan.

Isyarat dan tulisan merupakan pengganti dari ucapan karena pada dasarnya ungkapan

29 1pid., h. 545.
220 |pjd.
221 |pjd.
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(al-bayan) hanya bagi orang yang bisa berbicara, sedangkan isyarat dan tulisan adalah
pengganti yang dekat dengan ucapan. Isyarat yang umum di masa imam al-Sarakhsi
masih belum bisa menjelaskan maksud seseorang secara utuh sehingga ini meragukan,
sedangkan tulisan merupakan pengganti yang lemah meskipun bisa menjelaskan
maksud secara utuh.

Selain itu isyarat dan tulisan akan menempati posisi ucapan jika terdapat
kebutuhan, sedangkan kebutuhan akan ada dalam hak hamba dan bukan pada hak
Allah. Dalam tuduhan zina maupun /i ’an ada hak hamba dan hak Allah sehingga bisa
dikatakan isyarat dan tulisan menempati posisi ucapan karena ada hak hamba sehingga
bisa menyebabkan timbulnya kebutuhan akan tetapi keduanya juga tidak berlaku juga
karena ada hal Allah sehingga tidak ada kebutuhan. Oleh karena itu, bagaimanapun
juga dalam pelaksanaan hak Allah tidak boleh berdasar keraguan sehingga tuduhan
dan /i ’an orang tuna wicara tidak sah.

Dari keterangan-keterangan Imam al-Sarakhsi tersebut dapat disimpulkan,
bahwa dalam menetapkan hukum /i’an bagi orang tuna wicara, beliau menggunakan
giyas, yaitu menqiyaskan /i’an kepada kesaksian karena /i’an merupakan kesaksian,
kesaksian tidak sah dilakukan oleh orang tuna wicara, maka tidak sah pula dalam
li’an.

1. Al-Asl dalam hal ini adalah kesaksian yang dilakukan orang tuna wicara.

2. Al-far’ yaitu li’an yang dilakukan orang tuna wicara.

3. Al-Illah yaitu kesaksian yang ditetapkan berdasarkan nas

4. Hukm al-asl yaitu kesaksian orang tuna wicara tidak sah berdasarkan ra 'yu.

Orang tuna wicara melakukan /i’an dengan isyarat dan tulisan, isyarat bukan
merupakan ungkapan orang yang berbicara akan tetapi isyarat merupakan pengganti
dari ucapan sedangkan had tidak boleh dilaksanakan berdasarkan pengganti, selain itu
isyarat merupakan suatu hal yang didapati keraguan di dalamnya. Tulisan adalah
ungkapan orang yang berbicara, namun termasuk hal yang didapati keraguan di
dalamnya, sedangkan had tidak boleh berdasar keraguan. Li’an harus dilakukan
berdasarkan kejelasan lafal dan bukan sekedar makna meskipun hal tersebut
merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak.

Berbeda dalam talak yang sah dilakukan menggunakan tulisan dan isyarat begi
orang tuna wicara, karena dalam talak tidak membutuhkan kejelasan lafal dan cukup
dengan makna. Pengecualian adanya kejelasan lafal zina dalam /i’an adalah karena

adanya nas hadis yang melarang pelaksanaannya jika berdasarkan keraguana, berbeda
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dalam talak yang tidak ada nas yang menjelaskan faktor tentang keharusan

menggunakan kejelasan lafal.

Berbeda dengan Imam al-Sarakhsi, Imam al-Syirazi membolehkah /i an bagi
orang tuna wicara, karena isyarat dan tulisannya disamakan dengan ucapan dalam
nikah dan talak dengan syarat keduanya harus dapat dipahami. Imam Al-Syirazi

berkata;

@Mymuwgu}@nm&y&dwi)u\duﬁéu\MUUA‘);Y\M\)
dja\_\nsmyML’JC_.AM}@AMMSJ\M‘BSMaJL»\AJuJSu\juM\
22 a3la] 4 d.LLd\S G iy 4al&s
Artinya:  Adapun orang tuna wicara jika isyaratnya tidak bisa dinalar dan tulisannya
tidak dapat dipahami, maka tidak sah /i’annya karena termasuk dalam
makna orang gila. Jika isyaratnya bisa dinalar atau tulisannya dapat
dipahami, maka sah /i’annya, karena dia sebagaimana seorang yang
berbicara dalam pernikahan dan talaknya, maka dia sebagaimaa orang yang
berbicara dalam /i ’annya.

Dapat diketahui dalam keterangan tersebut bahwa orang yang tuna wicara sah
berli’an menggunakan isyarat maupun tulisan dengan syarat keduanya harus dapat
memahamkan. Hal tersebut karena /i’an disamakan dengan talak dan nikah. isyarat

dan tulisan sah dilakukan dalam talak dan nikah, maka sah pula dalam /i ’an.

Mengenai penisbatan /i’an, Imam al-Syirazi menisbatkan /i’an kepada

sumpabh, sebagaimana perkataanya:

w553 b (g Y SN Al ) Gl s Y
Artinya: dan /i’an tidak sah kecuali dengan perintah hakim, karena /i’an merupakan
sumpah dalam tuduhan

Pendapat ini didasarkan sabda Nabi Saw.:

L)-° M)SLU.G,JHMU.JJL\QI_\JJ; UJJLQuJJJJJLUJA élx:u.a@\bh
UL“’LGJ}&U&UL“Y\YJ&» elu}‘\_\lf;}“‘;‘aan\d}u)dm d\ﬁu—u\.ﬁ.{; u.i\

224(3 sl il ol 5)
Artinya: Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin ‘Aliyy, telah
menceritakan kepada kami ‘Abbad bin Manstr, dari ‘Ikrimah, dari lbn
‘Abbas, dia berkata: ... Maka Rasulullah Saw. Bersabda: “Seandainya dia
(Istri Hilal bin Umayah) tidak bersumpah, niscaya aku akan berurusan
dengannya (dia akan dihukum dengan hukuman dera ...”. HR. Abu
Dawad.

222 Al-Syirazi, Loc. Cit.

223 Al-Syirazi, Op. Cit.

224 Abtt Dawud Sulaiman, Sunan Abt Dawud Juz 2, (Beirut: Maktabah al-*Asriyyah, t.th.),
h. 276.
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Li’an orang tuna wicara sah karena dalam talak juga sah. Hal ini karena
isyarat dan tulisan merupakan satu-satunya jalan yang bisa digunakan dalam
menyampaikan maksud seseorang, sedangkan talak merupakan sebuah kebutuhan

yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan isyarat dan tu/i ‘an:

u;&;c)\.u‘)!bﬁ)\k@awﬁyge)\ﬁ\&sJ&YU\SU\AQM\Q\ )L»\U\A
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Artinya:  Apabila memberikan isyarat kepada talak, apabila dia tidak mampu
berbicara sebagaimana orang tuna wicara maka talaknya sah dengan isyarat
dengan syarat isyarat tersebut jelas, karena tidak ada jalan lagi baginya
dalam melakukan talak kecuali dengan isyarat, dan kebutuhannya kepada
talak sebagaimana kebutuhannya kepada selainnya, maka isyarat
menempati posisi ungkapan. Kemudian jika dia mampu berbicara maka
tidak sah talaknya dengan isyarat, karena isyarat kepada talak tidak ada
kebutuhan dengan talak. Sesungguhnya yang menempati posisi ungkapan
dalam hak orang tuna wicara adalah karena menempatnya darurat, dan
tidak ada darurat di sini, maka tidak menempati posisi ungkapan.

Dapat diketahui bahwa isyarat orang yang tuna wicara dapat disamakan
dengan orang yang bisa berbicara, sebagaimana dalam pernikahan dan talak maka
dapat diterapkan juga pada tuduhan zina. Imam Al-Syirazi berkata:
dLulsa;L&.AC_msg_md\ d\al\.m\‘\_mc.a.a.ij\ d.L-.LJ\ uuﬂac_@u\ qu!
C..Aa.w.l\dm)\)awmc_amy)a)»s}@dM\uJ\}uM\uj\Cu;.wu‘yj

226 LIS el

Artinya:  Menurut saya: sesungguhnya (orang tuna wicara) sah talaknya, karena
disamakan dengan orang yang berbicara, atau sah darinya pengkaitan
nasab, maka sah sebagai bukti sebagaimana orang yang berbicara. Hal
tersebut dikarenakan dia membutuhkan gazf dan pembenaran. Maka hal
tersebut sebagaimana yang lainnya. Oleh sebab itu, maka sah igrar sebab
pembunuhan yang disengaja, maka sah tuduhan itu sebagaimana orang
yang berbicara.

Ulama-ulama yang mengatakan bahwa /i ’an orang tuna wicara sah termasuk di
antaranya adalah imam al-Syirazi mengatakan bahwa hal tersebut dikarekan isyarat
dan tulisan orang tuna wicara kedudukannya sebagaimana orang yang berbicara, imam

bukhari juga mengatakan hal tersebut karena Rasulullah Saw. Mebolehkan isyarat

2% Al-Syirazi, Ibid., h. 302.
226 Al-Syirazi, Al-Nukut fi al-Masdil al-Mukhtalaf fiha Juz 2, (Beirut-Lebanon: Dar al-
Kotob al-limiyah, t.th.), h. 263.
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dalam perkara-perkara yang wajib. Hal yang mendasari hukum ini adalah firman Allah
Swt. surat al-Maryam ayat 29.
Y4 Gula Sl 8 58 e 2KE R T B &uylals
Artinya: Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, “Bagaimana
kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?” (QS.
Maryam: 19)

Dari pendapat keterangan di atas, dapat dipahami bahwa Imam al-Syirazi
menggunakan giyas sebagai dasar hukumnya. Yaitu menggiyaskan /i’an kepada talak
dan pernikahan. Hal tersebut karena terdapat illat yang sama yaitu perubahan hukum
istimta’, dengan adanya talaka maka seorang yang awalnya boleh bersenang-senang
dengan istrinya menjadi tidak boleh sama seperti /i’an yang awal boleh bersenang-
senang menjadi tidak boleh. Talak dibolehkan menggunakan isyarat dan tulisan, maka
dibolehkan juga dalam /i an.

5. Al-Agl dalam hal ini adalah talak yang dilakukan orang tuna wicara.
6. Al-far’ yaitu li’an yang dilakukan orang tuna wicara.

7. Al-‘Illah yaitu istimta’ yang ditetapkan berdasarkan ijma’

8. Hukm al-asl yaitu talak orang tuna wicara sah berdasarkan ijma’.

Li’an dengan talak bukanlah suatu hal yang berbeda karena /i’an disyariatkan
sebagai pengkhususan yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki ikatan
perkawinan. Selain itu, alasan yang paling kuat adalah karena adanya darurat
sedangkan darurat harus dihilangkan, karena memang hanya dengan isyarat dan tulisan
orang tuna wicara bisa mengungkapkan maksudnya. Seorang yang tidak mampu
berbicara tidak boleh dipaksa berbicara. Darurat yang dimaksud adalah sebagai
pencegahan had dan penafian anak.”’

Dari kedua pendapat di atas, penulis lebih setuju kepada pendapat yang
mengatakan /i’an orang tuna wicara dibolehkan, dengan alasan bahwa pendapat
tersebut lebih ashah, dan juga keselarasan dengan magqasid al-syari’ah dan beberapa
kaidah figh, serta argumen penulis sebagaimana yang akan diterangkan.

Argumen penulis adalah berkaitan dengan penisbatan /i’an yang berdampak
pada penerapan giyas, yaitu, /i’an termasuk kategori sumpah berdasarkan hadis yang
telah disebutkan di atas dan Rasulullah Saw. sendiri yang mengatakannya, karena

fungsi hadis adalah sebagai penjelas nas al-qur’an, jika mengatakan /i ‘an itu kesaksian

227 \Wahbah Zuhaili, Al-Fighu al-Syafi i al-Muyassar, terj. Muhammad Afifi dan Abdul
Hafiz, Figih Imam Syafi’i 2, Op. Cit., h. 694.
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memang benar hal tersebut juga berdasarkan hadis akan tetapi itu merupakan
keterangan shahabat dari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakannya.

Terkait apakah /i’an dengan talak sama atau berbeda, penulis lebih setuju
kepada pedapat yang mengatakan /i’an dengan talak itu sama, karena /i’an suatu hal
yang dikhususkan atau hanya dapat dilakukan dalam ikatan perkawinan sebagaimana
talak, kemudian pada dasarnya isyarat dan tulisan kedudukannya sebagaimana ucapan.
Jika /i’an dengan talak itu berbeda, hal tersebut hanya berputar-putar pada ada
tidaknya kejelasan dalam isyarat dan tulisan, ini merupakan khilaf ulama. Dengan ini
pendapat yang mengatakan /i’an dengan talak berbeda, menurut penulis tidak bisa
membantah pendapat yang mengatakan /i’‘an dengan talak itu sama karena tidak ada
dalil yang menunjukkan hal tersebut.

Dalam mengqgiyaskan suatu perkara ulama berbeda-beda dalam menentukan
asal dan ilatnya yang dapat memengaruhi bentuk hukumnya, sehingga ulama sangat
teliti dalam hal ini, meski demikian perbedaan merupakan hal yang sulit dihindarkan.
SEATE - L FRS R E SR IS S U EEN T = ST FY S )
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Artinya:  Qiyas yang lebih rajih adalah yang kembali kepada asal yang hampir

menghubungkan kepada kerajihannya dalam kaitannya dengan hukum asal.

Salah satu cara mencari giyas yang lebih rajih yaitu dengan melihat hukum

asal yang lebih rajih, yaitu giyas yang hukum asalnya lebih rajih dari perbedaan dua
hukum asal maka giyas tersebut lebih rajih.

Coids 4afa ANIG Zatl Aa8S Laaal 8 Gusadl QL) G5 i et 1)
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Artinya: apabila terjadi pertentangan dua giyas, dan asal yang digiyaskan pada
salah satu dua giyas hukumnya adalah gas’i dan yang lain hukumnya
zanni, maka didahulukan giyas yang hukum asalnya qgat ’i.

Menindak lanjuti dalam pencarian hukum asal yang lebih rajah, maka asal yang
memiliki hukum qay i didahulukan dari pada asal yang memiliki hukum zanni. Dalam
pengaplikasiannya terhadap kasus /i’an orang tuna wicara, penulis mengambil
pendapat salah satu ulama.

Ulama yang mengatakan /i’an orang tuna wicara tidak sah, menggiyaskan

li’an kepada kesaksian, sedangkan ulama yang mengatakan /i ‘an orang tuna wicara itu

228 Abdul Majid al-Zaragt, Usiil al-Figh, (ttp., tp.: tth.)
22 |bid.
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sah, menggiyaskan /i’an kepada talak dan pernikahan, yang sebenarnya tidak terbatas
kepada talak dan nikah saja, melainkan kepada sumpah yang keduanya ditetapkan

berdasarkan ijmak karena tidak ada perbedaan pendapat.

dl:a\_ﬂ\ U= c_aa.ﬁ u\.ﬂ]\ du.ﬁ ajl.g_ud\} u.\.A.\M u.\La\ u.u .J.J).m 4_1\3 u»)a‘)“ ubd
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Artinya:  Li’an orang tuna wicara berputar-putar antara dua asal: sumpah dan
kesaksian. Dikatakan: /i’an sah dari orang yang berbicara, maka sah dari
orang tuna wicara seperti sumpah; atau dikatakan: /i ’an orang tuna wicara
membutuhkan lafal, maka tidak sah, seperti kesaksian. Pendapat yang
pertama, yaitu: “/i’an sah dari orang yang berbicara maka sah dari orang
tuna wicara seperti sumpah” lebih unggul dari qiyas kepada kesaksian
orang tuna wicara sebagai pertimbangan dengan /i’an membutuhkan
kepada lafal kesaksian, karena sumpah sah dari orang tuna wicara
berdasarkan ijma’, dan ijma’ adalah qat’i, adapun kebolehan kesaksian

orang tuna wicara terjadi perbedaan pendapat antara fukaha.

Mengenai /i’an orang tuna wicara ini, penulis menganalis dengan
menggunakan pendekatan magdasid al-syari’ah dan beberapa kaidah figh. Hal ini
karena untuk memperetimbangkan kemaslahatan antara kedua pendapat, dan juga
mencari kemungkinan terjadinya darurat. Dan dengan kedua pendekatan ini, penulis
bertujuan untuk memperjelas permasalah yang terjadi.

Pada dasarnya syariat itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan
jama’ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang
akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan
peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua
manusia.”*" Imam Al-Syatibi mengatakan:

e B3 30 3 deadling ol b g LB aalie (33820 Gy
Artinya:  (Syariat) diturunkan untuk untuk mewujudkan tujuan Syari’ (pencipta

syariat) dalam menjadikan kemaslahatan bagi mereka (hamba Allah) dalam
agama maupun dunia secara bersama-sama.

20 1hid.

31 Ghofar Shidig, Teori Magashid Al-Syari‘ah Dalam Hukum Islam, Jurnal Sultan Agung
Vol. xliv No. 118, 2009, h. 121.

82 Al-Syatibi, Al-Muwafagat, (t.tp., Dar Ibn ‘Affan, 1997), h. 9.
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Menurut Imam al-Syatibi tujuan tersebut dapat dicapai manusia melalui dua
hal. Pertama pemenuhan tuntutan syariat (takli), yaitu berupa usaha untuk
menciptakannya (wujud) dengan melaksanakan perintah-perintah (awamir) dan
mempertahankan (ibga’) dari kehancurkanya dengan menjahui larangan-laranganya
(nawahi) yang terkandung dalam syari’at tersebut.”

Secara bahasa, Magqasid al-syari’ah terdiri dari dua kata, yakni Magasid dan
syari’ah. Magashid adalah bentuk plural dari Magsad, Qasd, Magsid atau Qusud yang
merupakan bentuk kata dari Qasada Yagsudu dengan beragam makna, seperti menuju
suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-
tengah antara berlebih-lebihan dan kekuarangan.** Sedangkan kata al-syari’a/ secara
bahasa berasal dari kata syara’a yasyra’u syar’an yang berarti membuat syariat atau
undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan syara’a lahum syar’an
berarti ia telah menunjukkan jalan kepada meraka atau bermakna sanna yang berarti
menunjukkan jalan atau peraturan.?®

Sedangkan secara istilah, penulis tidak menemukan pengertiannya dari
ulama-ulama mutagaddimin, penulis hanya menemukan pemikiran-pemikiran mereka
tentang magqasid al-syari’ah semisal al-Gazali dan al-Syatibi. akan tetapi menurut
prof. wahbah zuhaili, magasid al-syari’ah adalah:

) ey JLRAYY 8 LT A8 0 Uy Cdl ) aal iy CaisYi Sl
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Artinya:  beberapa maksud, tujuan, akibat, dan makna yang datang dari syariat dan
menetapkannya dalam berbagai hukum, dan mampu mewujudkan,

memperkuat, dan mencapai kepadanya (hukum) di setiap waktu dan
tempat.

Lebih mudahnya Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa maqasid al-syari’ah
adalah nilai-nilai dan sasaran syarak yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar
dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan

dan rahasia syari’ah, yang ditetapkan oleh al-Syari’ (pembuat syariat yaitu Allah dan

% Ali Mutakin, Teori Magashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbash
Hukum, Jurnal llmu Hukum, Vol. 19, No. 3, 2017), h. 548.

2% Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas figh al-Aglliyat dan Evolusi Magashid al-
Syari’ah dari konsep ke pendekatan, (Yogyakarta: LKIS, 2010), h. 178-179.

2% Hasbi Umar, Nalar Fikih Kontemporer, (Gaung Persada Press: Jakarta, 2007), h. 36.

236 \Wahbah zuhaili, Al-Wajiz fi Usil al-Figh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Khair, 2006),
h. 102.
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Nabi Muhammad) dalam setiap ketentuan hukum.?’Dengan memperhatikan
pengertian magasid syari’ah secara bahasa dan istilah, maka hal tersebut
mengindikasikan kaitan erat magasid al-syari’ah dengan hikmah, illat, tujuan atau
niat, dan kemaslahatan.?®

Kaitan magasid al-syari’ah dengan /i’an orang tuna wicara adalah sebagai
landasan yang memperkuat hukum yang ditetapkan dalam menghilangkan darurat
sehingga tercipta kemaslahatan. Imam Al-Syatib1 berkata:
d—“’db u-“s-db u—’ﬂ‘) Asadl) ‘—‘LUJJ-“J‘ e u—""" Jﬂh\-ﬂ‘ L@—‘A 55= K <_s—°‘ cs“').))
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Artinya:  Dijaga pada setiap hukum, di antaranya: adakalanya menjaga sesuatu dari
yang dariiriyyat yang berjumlah lima yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan,
dan harta), menjaga sesuatu dari yang hajiyyat, dan juga menjaga sesuatu
dari yang tahsinat.

Telah diketahui sebelumnya bahwa bagaimanapun juga darurat ada dalam
orang tuna wicara yang ber/i ’an baik i ’an itu sah maupun tidak, dan hal ini tidak bisa
terbantahkan. Terlepas dari apakah isyarat dan tulisan itu meragukan atau tidak,
dengan adanya /i ’an itu sah, seseorang akan terlepas dari darurat /i ‘an yaitu (penafian
anak dan menolak had) sehingga ini tidak bertentangan dengan kaidah figh dan
magqasid syari’ah. Akan tetapi jika /i ‘an itu tidak sah maka jelas akan berdampak pada
munculnya darurat. Terlepas dari sumpah itu benar atau tidak, seorang suami suami
meskipun dia tuna wicara tetap akan memiliki kebutuhan untuk menolak anak jika dia
merasa janin yang dikandung istri bukan darinya. Karena jika /i ’an itu tidak sah akan
berimbas kepada timbulnya darurat dalam hal menjaga kemurnia keturunan atau hifz
al-nasl. Meskipun Imam al-Sarakhsi menganggap hal ini sebagai pengecualian karena
adanya nas hadis yang melarang adanya keraguan adalam menetapkan had, akan tetapi
penetapan adanya keraguan itu hanya sebatas pendapat akal saja dan tidak bisa
menghilangkan darurat yang diperintahkan oleh nas.

Selain magasid syari’ah pendapat Imam al-Syirazi juga selaras dengan
beberapa kaidah fikih. Kaidah fighiyyah berasal dari bahasa arab yaitu al-qawa’id dan
al-fighiyyah. Al-qawa’id merupakan bentuk jamak dari kata qa’idah dalam bahasa
insonesiadikenal dengan kata kaidah yang secara etimlogi berarti dasar, asas, atau

fondasi. Kemudian kata al-fighiyyah bersal dari kata figh, yang berarti ilmu tentang

27 Ali Mutakin, Op. Cit., h. 551.
%8 Ahmad Imam Mawardi, Op. Cit. h. 180.
29 Al-Syatibi, Al-Muwafagat, (t.tp., Dar Ibn ‘Affan, 1997), h. 9.
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hukum-hukum syari’ah yang bersifat amaliyah yang digali dari sumber-sumber yang
terperinci.

Secara istilah, kaidah fighiyyah adalah dasar-dasar figh yang bersifat umum
dan bersidat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syarak yang
umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup
kaidah tersebut.

Dalam penerapannya /i’an orang tuna wicara yang dianggap sah sesuai
dengan kaidah %° J) 3 , »xll(kemadaratan harus dihilangkan), Darurat adalah kesulitan
yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka
akan mengancam agama, jiwa, akal, harta serta kehormatan manusia.”** Kaidah ini
tidak jauh berbeda dengan konsep maqgasid syari’ah. Terlepas dari sah atau tidak /i ’an
orang tuna wicara yang jelas terdapat darurat jika tidak dilaksanakan, meskipun dalam
kesaksian tidak ada darurat menurut Hanaiyah.

Selain kaidah tersebut ada lagi kaidah yang mendukung pendapat Imam al-
Syirazi yang merupakan cabang kaidah kulliyah dari 4«Sss 322l yaitu: claalls QU
(Tulisan itu kedudukannya sama dengan khitab) dan juga oladlS Gs 5350 53 sexall 5 ,L3Y)
ol (Isyarat yang umum dikenal di kalangan orang tuna wicara seperti penjelasan
dengan lisan). Ulama hanafiyah juga memakai kaidah ini hanya saja lafalnya berbeda,
yaitu: .oledll glall 4 jie QUSIL LW (Pernyataan dengan tulisan menempati pernyataan
dengan lisan) dan (ki) s LeS s ,aY15 L3 isyarat orang tuna wicara sebagaimana
ungkapan orang yang bisa berbicara. Dalam kaidah ini ulama hanafiyah tidak
menggunakannya dalam hal /i ‘an dan had karena masuk dalam pengecualian.

242 il 158 GEY 38 a (A £y (Y - 1 LD

Artinya:  Pengecualian: tidak diterima isyarat orang tuna wicara dalam masalah had,
karena had batal dengan karaguan.

Jadi secara jelas dapat dikatakan bahwa tulisan dan isyarat dapat
menggantikan posisi ungkapan orang yang berbicara dengan syarat orang isyarat dan
tulisan tersebut dapat dipahami, jika tidak maka hukumnya disamakan dengan orang

gila. selain itu tersebut harus orang yang berkebutuhan mendesak seperti tuna wicara,

29 Al-Suyiiti, al-Asybah wa al-Nazair, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-limiyah, 1990),
h. 41.

21 \Wahbah al-Zuhaili, Nazarriyyah al-Dariirah al-Syar'iyyah Mugaranah ma'a al-Qaniin
al-Wadh'i, (Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1982), h. 221.

2 Muhammad Mustafa al-Zuhaili, Al-Qawa’id al-Fighiyyah wa Tazbigatuha fi al-
Mazahib al-Arba’ah, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h. 344.
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jika tidak maka dianggap tidak sah karena isyarat dan tulisan dikhususkan jika
terdapat darurat, dan darurat akan timbul jika orang tersebut tuna wicara.

Ulama yang mengatakan /i ’an orang tuna wicara itu tidak sah, dalam analisa
penulis hal tersebut cenderung mengabaikan kedua kaidah di atas, sehingga
menimbulkan darurat di pihak suami, sedangkan darurat harus dihilangkan, ini
merupakan sebuah pertentangan dalam dua kaidah. Mengenai masalah ada tidaknya
keraguan dalam isyarat dan tulisan, penulis lebih setuju kepada ulama yang
mengatakan tidak ada keraguan, jika ada keraguan maka akan berdampak pada
peertentangan terhadap hadis yang mengatakan had tidak boleh berdasarkan keraguan.
Pertentangan tersebut adalah %adis pertama memerintahkan agar darurat dihilangkan,
sedangkan hadis kedua memerintahkan agar had tidak boleh berdasar keraguan,
sehingga jika isyarat dan tulisan itu meragukan maka akan sesuai dengan hadis yang
kedua dan bertentangan dengan hadis pertama. Jika tidak ada keraguan maka
keduanya akan selaras. Wallahu a’lam.

Dari keterangan di atas faktor perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait
li’an orang tuna wicara dapat disimpulkan menjadi beberapa poin, yaitu:

1. Perbedaan dalam penisbatan i ’an

a. Ulama yang mengatakan bahwa [i’an orang tuna wicara tidak sah
menisbatkan /i ‘an kepada kesaksian, karena /i ‘an merupakan kesaksian.

b. Ulama yang mengatakan bahwa /i’an orang tuna wicara itu sah
menisbatkan /i ‘an kepada sumpah.

2. Perbedaan dalam penerapan giyas

a. Ulama yang mengatakan bahwa /i’an orang tuna wicara tidak sah
menggiyaskan i ‘an kepada kesaksian, karena /i ’‘an merupakan kesaksian.

b. Ulama yang mengatakan bahwa /i’an orang tuna wicara itu sah
mengqiyaskan /i ‘an kepada nikah, talak, sumpah.

3. Perbedaan dalam pensyaratan ahliyah lil-syahadah atau tidak.

a. Ulama yang mengatakan /i’an orang tuna wicara tidak sah mensyartkan
adanya ahliyah, karena /i’an harus menggunakan lafal kesaksian “saya
bersaksi”, jika menggunakan lafal “saya bersumpah” atau yang lainnya
maka tidak sah.

b. Ulama yang mengatakan /i’an orang tuna wicara sah tidak mensyartkan

adanya ahliyah, karena [i’an merupakan sumpah meskipun dalam
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pelaksanaannya harus menggunakan lafal kesaksian menurut pendapat
yang kuat.
4. Perbedaan dalam penetapan ada tidaknya keraguan dalam isyarat dan tulisan.

a. Ulama yang mengatakan /i ’an sah menggunakan isyarat dan tulisan, tidak
menganggap adanya keraguan di dalamnya dengan syarat harus dapat
dipahami, dan hal itu cukup untuk membuahkan keyakinan.

b. Ulama yang mengatakan /i ’an tidak sah menggunakan isyarat dan tulisan,
menganggap adanya keraguan di dalamnya karena apabila bisa berbica bisa
jadi akan mememberikan keterangan yang berbeda.

5. Perbedaan dalam makna kejelasan dalam /i an;

a. Ulama yang mengatakan /i’an orang tuna wicara tidak sah mengatakan
kejelasan harus dibuktikan dengan dzahir lafal zina bukan hanya sekedar
makna seperti isyarat dan tulisan.

b. Ulama yang mengatakan /i ‘an orang tuna wicara sah mengatakan kejelasan
bisa diperoleh jika isyarat dan tulisan memahamkan, sekiranya sudah
memahamkan akan menghasilkan keyakinan atau kejelasan

B. Relevansi Pendapat Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Syirazi tentang Status
Hukum Li’an bagi Orang Tuna wicara dengan Kondisi Masyarakat di

Indonesia

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan masyoritas penduduk
bergama Islam. Oleh karena itu perlu aturan-aturan khusus yang harus ada di dalam bumi
Indonesia yang mengatur perihal yang tidak bisa di selesaikan berdasarkan ketentuan
umum, maka terbentuklah pengadilan agama. Menurut Roihan A. Rosyid menjelaskan
bahwa Pengadilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, yakni peradilan Islam di
Indonesia, yang diberi wewenang oleh negara mengatur perundang-undangan, yang
menegakkan hukum Islam dalam batas-batas kekuasaannya pada jenis perkara perdata
tertentu dari perdata Islam, bagi masyarakat di Indonesia.**?

Pasal 128 KHI menerangkan bahwa /i ‘an hanya sah apabila dilakukan di hadapan
sidang Pengadilan Agama. Oleh karena itu, dalam mencari relevansinya maka perlu pula

memahami prosedur penyelesaian li’an di Pengadilan Agama, kemudian diselaraskan

#3 Roihan A. Rosyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT.Raja Grafindo
Persada, 2007), h. 20.
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pendapat yang sesuai dengannya. Hal ini juga selaras dengan pendapat ulama’ yang
mengharuskan berli’an dihadapan hakim agar sah li’annya.?** Hal tersebut mendukung
bahwa jika ingin berl/i’an maka suami istri pasti akan melakukannya di Pengadilan
Agama. Karena banyak permasalahan yang sah menurut hukum islam tanpa
melakukannya di Pengadilan Agama.

Dalam pengadilan agama sebagai dasar pertimbangan hakim, maka banyak
digunakan kompilasi hukum islam sebagai sumbernya. Tetapi Kompilasi Hukum Islam
tersebut meskipun sudah ditulis tetapi belum merupakan hukum tertulis karena Kompilasi
Hukum Islam tidak ditetapkan oleh Negara.**®

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, hanya menjelaskan secara gamblang tentang
li’an, dan tidak menjelaskan secara khusus mengenai kemungkinan permasalahan yang
akan terjadi, sebagaimana /i’an yang dilakukan orang tuna wicara. Ini merupakan
problem yang sebenarnya harus ada dalam atura KHI. Seorang hakim harus
mempertimbangkan dengan sangat tentang permasalahan yang terjadi perihal [i’an.
Putusan hakim sangat berdampak pada akibat hukum yang terjadi setelah /i ’an.

Ketidak adanya penjelasan mengenai /i’an orang tuna wicara, maka dirasa perlu
menerangkan bagaimana [i’an menurut Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dapat
ditelusuri ke arah mana KHI itu merujuk karena dalam islam tidak boleh menggabungkan
beberapa pendapat yang berbeda dalam satu bab atau yang sering disebut dengan talfiq.
Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam KHI yang memiliki perbedaan
pendapat di kalangan ulama:**

Dengan terjadinya li’an, maka ada beberapa ketentuan yang harus diterima oleh
pasangan suami istri. Pasal 125 menjelaskan: “/i’an menyebabkan putusnya perkawinan
antara suami isteri untuk selama-lamnya.” Selain itu, Pasal 162 juga menjelaskan
konsekuensi yang terjadi setelah /i ‘an, yaitu “Bilamana /i ‘an terjadi maka perkawinan itu
putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang
suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.” Akan tetapi, walaupun demikian,

maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah iddah talak, sesuai pasal 155 yaitu: “Waktu

2 Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijiri, Mausii ‘ah al-Figh al-Islamt Juz 4, (t.tp.: Bait al-
Afkar al-Dauliyah, 2009), h. 237.

5 A Hamid S.Attamimi, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum
Nasional, dalam Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema Insani
Press, 1996), h. 153.

48 K ompilasi Hukum Islam
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iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan i’an berlaku
iddah talak.”

Dengan ketentuan tersebut, apabila kedua pasangan suami istri hendak
melakukan penikahan kembali, setelah jatuhnya /i’an, maka pernikahan tersebut tidak
sah, karena menurut KHI apabila jatuh li’an maka terjadi perpisahan selam-lamanya,
sesuai dengan Pasal 70 (b) “Perkawinan batal apabila :seseorang menikah bekas isterinya
yang telah dili'annya.” Begitu juga Pasal 43 yang menerangkan: “Dilarang
melangsungkan perkawinan antara seorang pria: a. dengan seorang wanita bekas isterinya

yang ditalak tiga kali; b. dengan seorang

Pasal-pasal di atas merupakan pasal yang menjadi perbedaan di kalangan fukaha.
KHI menyebutkan jika orang yang berili’an maka salah satu konsekuensinya adalah tidak
dapat menikah kembali. Pasal ini dalam kalangan ulama dibahas dalam permasalahan
implikasi yang bermula dari kedusta’an suami dalam /i’an atau suami mencabut

tuduhannya sehingga menimbulkan beberapa dampak. Imam al-Sarakhsi berkata:

2473500 215, 4w e o 08y A1 adle 28 AL QXK1Y

Artinya:  ketika suami mendustakan dirinya maka dilaksanakan baginya had, karena
igrarnya atas dirinya berdasarkan kewajiban had.

Imam al-Syirazi sendiri berpendapat serupa, sebagaimana perkataannya:

Au\}ﬂ\j\@o\ﬂ\u&u\UM\JA‘\_J.CQ_\A}MSJQ_\AS\ }CJ)X\UCY‘}J/\

Artinya:  ketika suami meli’an istrinya kemudian berdusta kepada dirinya, maka wajib
baginya had qgazaf apabila istrinya muhsanah, atau takzir apabila istrinya
bukan muhsanah.

Dapat disimpulkan dari pendapat tersebut, bahwa jika suami berdusta dalam
sumpahnya maka keduanya sepakat agar suami di had, dan takzir bagi wanita yang bukan
muhsanah menurut Imam al-Syirazi. Kemudian dengan berdustanya suami itu maka
implikasi li’an pun juga akan berbeda dengan apabila suami tidak berdusta, implikasi

yang dimaksud adalah apakah keduanya dapat menikah kembali.

247 Al-sarakhsi, Op. Cit., h. 44.
8 Al-Syirazi, Op. Cit., h. 92
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Salah satu dampak /i ‘an jika suami berdusta adalah sebagaimana pendapat di atas
yaitu wajibnya had, kemudian menurut Imam al-Syirazi ada implikasi lain, pernikahan

kembali dan status hukum perceraian. Imam al-Syirazi mengatakan:

295 ,A3l A Y G0l 353 Yy
Artinya: Dan tidak boleh kembali kepada kasur(tidak boleh berkumpul), dan tidak
hilang keharamannya.

Pendapat Imam al-Syirazi tersebut berdasarkan fadis yang diriwayatkan Sahl bin Sa’d al-
Sa’adir.a.:

25010l asidd ¥ & g (358 G e Sl 8 450 culaa

Artinya: telah sampai sunnah tentang dua orang yang berli’an agar dipisahkan antara
keduanya kemudia tidak boleh berkumpul keduanya selamanya.

Berbeda dengan Imam al-Sarakhsi yang mengatakan behwa keduanya boleh menikah

kembali, Imam al-Sarakhst berkata:

Pl ot AaA0 S8 Y (g3l 3858 K8 lally 2524
Artinya:  Perpisahan sebab li’an adalah sebagaimana perpisahan sebab talak, tidak
haram selamanya sebab li’an.

Pendapat al-Sarakhsi keduanya bolen menikah kembali karena perpisahan
tersebut tidak haram selamanya, dan juga dapat diketahui dari teks tersebut, bahwa
perpisahan yang terjadi setelah li’an adalah talak. Sedangkan Imam al-Syirasi
mengatakan bahwa keduanya tidak boleh menikah kembali selamanya. Sedangkan Imam
al-Syirazi tidak mengatakan apakah pernikahan itu fasakh ataukah talak. Akan tetapi
penulis mengambil kesimpulan, bahwa menurut al-Syirazi perpisahan tersebut adalah
fasakh, karena didukung oleh pendapat lain bahwa ulama yang mengatakan fasakh,
mengemukakan dalil bahwa keharaman selama-lamanya karena disamakan sebagai orang
yang berhubungan mahram.?* Jadi pendapat yang sesuai dengan KHI adalah pendapat al-
Syirazi yang mengatakan perpisahan yang terjadi antara suami istri adalah selamanya,
dapat disimpulkan pula bahwa perpisahan yang terjadi menurut KHI adalah fasakh,
walaupun tidak disebutkan, akan tetapi keduanya memiliki kesamaan dalam hal

keharaman selamanya.

9 Ipid., h. 92.

29 |pid., h. 91.

1 Al-sarakhsi, Op. Cit., h. 92.

%2 sayyid Sabig, Figih Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin, Figih Sunnah Jilid 3, (Jakarta:
Pena Pundi Aksara, 2007), h. 220.
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Selain itu KHI juga menyebutkan bahwa orang berli’an maka nasab anak akan
terputus dari ayahnya dan dinasabkan kepada ibunya, ini merupakan pendapat yang
sesuai dengan pendapat Imam al-Syirazi:

Pae i A5 s allly i )5
Artinya:  Jika suami menolak nasab anaknya dengan /i ‘an maka anak tertolak darinya.

Berbeda dengan Imam al-Sarakhsi yang tidak memisahkan anak dari ayahnya
kecuali terbukti ibunya bersalah:
254 L adad el 555 5 e Gl

Artinya:  dan tidak ada putusnya nasab sebab darurat /i 'an.

Jadi pendapat imam al-Syirazi sesuai dengan KHI yang menyatakan anak
terputus nasabnya dari ayah walaupun belum terbukti siapa yang salah dalam sumpahnya.

Dari semua keterangan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa, memang
benar di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang
menerangkan perihal /i ‘an orang tuna wicara. Di Pengadilan Agama sendiri walaupun ada
akan tetapi jarang ditemui kasus yang menangani masalah /i’an. Penulis hanya
menemukan beberapa kasus dalam pengadilan dan semuanya tidak ada yang
menerangkan tentang li’an. Seperti Putusan MA No: 163 K/AG/2011 tentang
penyangkalan anak yang lahir; dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor:
185/Pdt.G/2010/PTA.Smg tentang penyangkalan status anak li’an. Selebih itu penulis
belum menemukan lagi permasalahan yang menangani li’an, hal tersebut karena memang
jarang dijumpai permasalahan ini. Terlebih dalam hal /i ’an orang tuna wicara. Dari kedua
putusan tersebut tidak membahas mengenai li’an orang tuna wicara, hanya membahas
li’an secara umum.

Walaupun KHI tidak membahas mengenai /i ‘an orang tuna wicara, akan tetapi
dapat kita lihat bahwa masyarakat Indonesia kebanyakan menganut mazhab Syafi’i,
sehingga dalam putusan pengadilan seharusnya memutuskan hukum berdasar mazhab
Syafi’i. Hakim Tinggi Drs. H. Alizar Jas, SH, MH., dalam ajang diskusi yang diikuti oleh
Hakim Pengadilan Agama bangkinang sebagai bentuk upaya untuk membuka wawasan
para Hakim sebagai seorang mujtahid untuk menggali Hukum sehingga dalam
menerapkan hukum Hakim dapat menghasilkan putusan yang berkualitas memimpin

acara dengan pembahasan kitab gundul ushul figih. Kemudian beliau kembali menguji

53 Al-Syirazi, Al-Muhazzab Juz 3, Op Cit. h. 91.
4 Al-Sarakhsi, Al-Mabsiit Juz 7, Op. Cit., h. 46.
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satu persatu Hakim untuk membaca kitab gundul. Karena membaca adalah hal yang
mendasar, bagaimana bisa menggali dan menganalisa hukum sementara membaca kitab
gundul yang dijadikan sebagai rujukan sumber mereka tidak mampu. Tapi ini bukanlah
ujian hanya merupakan bentuk pengulang-ulangan kajian, karena Hakim Pengadilan

Agama pada dasarnya wajib bisa membaca kitab gundul.?®

Ada 13 kitab yang dianjurkan untuk digunakan oleh para hakim sebagai pedoman
demi menjamin adanya kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara. Hal ini
berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958
sebagai pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar’iyah di luar Jawa dan Madura. Kitab-kitab tersebut ialah Al-
Bajuri, Fath al-Mu’in dan Syarah, Syarqawi ‘Ala al-Tahrir, Qalyubi /Al-Mahalli, Tuhfah,
Tarqgib al-Musytaqg, Al-Qawanin al-Syar’iyyah (li ‘Usman ibn Yahya), Fath al-Wahab dan
Syarahnya, Al-Qawanin al-Syar’iyyah (li Sadaqah Dahlan), Syamsuri 1i al-Faraid,
Bughyah al-Mustarsyidin, Kitab al-Figh ‘ala al-Mazhabil al-Arba’ah, Mugni al-
Muhtaj.”®

Jika diteliti, semua kitab lebih bersifat eksklusif. Ini dapat dilihat dari kitab-kitab
rujukan tersebut merupakan kitab-kitab yang bermazhab Syafi’i. Kecuali untuk kitab
nomor 12 yang termasuk ke dalam kitab komparatif (perbandingan madzhab). Begitu
juga hampir semua kitab ditulis dalam bahasa Arab kecuali kitab Nomor 8 yang ditulis

dalam bahasa Melayu Arab.>’

Oleh karena itu maka dapat diketahui, bahwa di Pengadilan Agama Indonesia,
walaupun tidak dijelaskan perihal /i’an orang tuna wicara, akan tetapi dengan adanya
rujukan kitab salah yang dianjurkan hakim dalam memutus perkara yang kesemuanya
adalah kitab mazhab Syafi’iyyah kecuali satu yang merupakan fikih perbandingan, maka
pengadilan agama akan memutuskan perkara perihal /i’an orang tuna wicara (jika ada)
menggunakan pendapat ulama Syafi’iyyah, yaitu orang yang tuna wicara tetap boleh
melakukan /i’an menggunakan isyarat atau tulisan, dengan syarat, keduanya dapat

dipaham, sebagaimana pendapat Imam al-Syirazi itu sendiri.

> Ridwan Anwar, “Tim Hawasbid PTA Pekanbaru Lakukan Pengawasan di PA
Bangkinang”,  https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/tim-
hawashid-pta-pekanbaru-lakukan-pengawasan-di-pa-bangkinang-29-4, diakses 21 Desember 2018.

%6 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Presindo,
1995), 22.

#7 Ibid.


https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/tim-hawasbid-pta-pekanbaru-lakukan-pengawasan-di-pa-bangkinang-29-4
https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/tim-hawasbid-pta-pekanbaru-lakukan-pengawasan-di-pa-bangkinang-29-4
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Kemudian jika dilacaklebih jauh, dalam ketigabelas rujukan tersebut, penulis
hanya menemukan beberapa Kitab saja yang menjelaskan /i ’an orang tuna wicara, dimana
semuanya menunnjukkan bahwa, /i ’an orang tuna wicara itu sah, kecuali dalam kitab al-
Figh ‘ala Mazahib al-Arba’ah, yang menerangkan perbedaan pendapat keempat Imam,

dimana semuanya sah kecuali mazhab Hanafi.

2B 5 dagia 53l (DAl Ge Dy

Artinya:  Orang tuna wicara berli’an dengan isyarat yang dapat dipahami, atau dengan
tulisan.

90 53 S 3 Aaga 3513 (AT (e

Artinya: dan bagi orang tuna wicara (berli’an) dengan isyarat yang dapat dipahami,
atau tulisan, sebagaimana gazf.

4SO 290 i aall 1,30 g 2 sm sl adlad W 5 LAY (ol ey V1516 - Agial)
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Artinya:  Ulama Hanafiyah berkata: tidak sah gazf orang tuna wicara, dan tidak (sah
pula) /i’annya, karena adanya keraguan yang menolak had darinya. Ulama
Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah mengatakan: sah tuduhan orang tuna
wicara, dan sah pula /i ’annya, apabila dia mampu menggunakan isyarat yang
dapat dipahami, yang menjelaskan maksudnya dan memberitahukan apa yang
dikataknnya, atau tulisan yang dapat dimengerti, maka mewajibkannya had

dalam keadaan ini.

4\.5'_1;.1 ul‘}[\ d.\ﬂ 4..\5}5 a& (4..11..\5 j\ ‘Lag.s,n DJL.HLI) 431; (:).u/);\ uc)u) j uds.a (j)
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Artinya:  Orang tuna wicara yang alami, menuduh zian dan ber/i’an dengan isyarat yang
dipahami atau tulisan dengan, karena keduanya merupakan haknya

sebagaimana berbicaranya orang yang bisa berbicara, dan /i’an tidak seperti
kesaksian.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, pendapatan yang cocok, tepat, dan
kemunkinan besar akan diterapkan di Indonesia adalah pendapat mazhab Syafi’iyah, yang

dalam hal ini adalah sesuai dengan pendapat Imam al-Syirazi. Penulis tidak bisa

28 Al-Qalyabi, “‘OUmairah, Hasyiyah Qalyiihi wa ‘Umairah Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr,
1995), h. 36.

9 7akariya al-Ansari, Zainu al-Din al-Sunaiki, Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj al-
Tullab Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 122,

%0 < Abd al-Rahman al-Jaziri, Al-Figh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah Juz 5, (Beirut-Lebanon:
Dar al-Kotob al-1imiyah, 2003), h. 104.

2L |pid.

%62 Muhammad al-Syarbini, Mugni al-Muhtaj ila Ma rifah Ma ant Alfaz al-Minhaj Juz 5,
(Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-l1lmiyah, 1994), h. 65.
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melakukan wawancara perihal /i’an orang tuna wicara, karena kasus ini belum pernah

terjadi, hal ini bisa dibuktikan dengan adanya teknologi canggih yang sudah mumpuni di

masa sekarang yang berupa internet. Jika permasalahan ini ada pun kemungkinan besar

masih dalam tahap persidangan, atau sudah diputus akan tetapi belum dipublikasikan, dan

hal ini memiliki kemungkinan yang sangat kecil bisa terjadi, bahkan tidak ada. Kasus

yang belum menjadi putusan yang tetap, dan kasus yang masih dalam proses itu tidak

boleh ditanyakan, karena percuma jika belum mengetahui hasilnya. Mengenai pola

berpikir hakim, pemaparan di atas sudah dapat dijadikan patokan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, maka dapat

mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Imam al-Sarakhsi berpendapat bahwa /i’an orang tuna wicara tidak sah. Dalam
penetapan hukumnya, Imam al-Sarakhsi mengqiyaskan /i’an kepada kesaksian,
karena /i’an merupakan kesaksian, sehingga orang yang ber/i’an harus orang
yang ahli dalam memberikan kesaksian secara mutlak, dan dalam kesaksian
seseorang dituntut harus bisa berbicara. Kemudian syarat berbicara dalam /i ’an
maupun kesaksian disebabkan karena /i’an harus dijelaskan menggunakan lafal
zina secara jelas, dan terhindar dari keraguan, karena isyarat atau tulisan
mengandung keraguan, karena apabila dia bisa berbicara bisa jadi akan
memberikan keterangan yang berbeda, dan penjatuhan had tidak boleh
berdasarkan keraguan. Sedangkan Imam al-Syirazi berpendapat bahwa /i’an
orang tuna wicara adalah sah. Imam al-Syirazi menggunakan giyas sebagai
metode istinbas hukumnya, yaitu dengan menyamakan /i ‘an dengan pernikahan
dan talak, di dalam talak maupun pernikahan, karena memiliki adanya ilat yang
sama yaitu adanya perubahan hukum istimta’. Selain itu, orang tuna wicara boleh
melakukan /i’an karena merupakan keadaan darurat, sebagaimana dalam
pernikahan dan talak, sehingga antara isyarat maupun tulisan orang tuna wicara
yang dapat dipahami bisa disamakan dengan orang yang berbicara.

Relevansi pendapat Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Syirazi dengan kondisi

masyarakat di Indonesia, pendapat Imam al-Syirazi lebih tepat dan cocok



90

diterapkan, meskipun di Indonesia sendiri tidak menjelaskan hal ini dalam
undang-undang maupun KHI, akan tetapi dengan melihat kondisi masyarakat di
Indonesia yang mayoritas bermazhab syafi’i dan juga atara pendapat al-Syirazi
dan KHI terdapat kesamaan dalam beberapa kasus yang menjadi perbedaan
pandangan di kalangan fukaha, dan juga pendapat al-Syirazi selaras dengan
pendapat dengan kitab-kitab rujukan yang direkomendasikan kepada hakim
pengadilan Agama dalam menetapkan hukum.
B. Saran-saran

1. Di dalam Kompilasi Hukum Islam belum diatur mengenai /i ’an bagi orang tuna
wicara, dan hanya menerangkan /i’an secara umum saja, belum mengatur secara
khusus mengenai permasalahan yang menjadi perbedaan pendapat. Meskipun di
Indoneisa bermazhab Syafii, akan tetapi perlu ditetapkan dalam KHI, karena KHI
merupakan kitab Undang-undang yang digunakan sebagai rujukan dalam
Pengadilan Agama.

2. Dalam penelitian yang dibahas dalam skripsi ini, penulis belum bisa mengkaji
relevansi pendapat al-Sarakhsi dan al-Syirazi dengan kondisi masyarakat
Indonesia, karena dalam undang-undang tidak ditemui aturannya, dan juga belum
ada perasalahan ini yang disidangkan dalam pengadilan Agama. Hal tersebut
memiliki beberapa kemungkinan, yaitu, pertama, memang belum terjadi kasus
seperti hal ini; kedua, pelaku /i’an tidak berani atau tidak mau menghadap
pengadilan; ketiga, penulis tidak menemukan kasus tersebut, yang bisa jadi sudah
ada Pengadilan yang menangani kasus tersebut. Dalam kasus kedua, hendaknya
masyarakat memberanikan diri untuk menghadap pengadilan, karena ini erat
kaitannya dengan berlangsungnya ikatan perkawinan, sebagaimana yang telah
penulis jelaskan. Dalam kasus ketiga, maka hal tersebut merupakan kelalaian

penulis yang membtuhkan masukan.

C. Penutup
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan
rahmat serta hidayah-Nya, atas kekuatan fisik, pikiran, serta kesabaran kepada penulis,
sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan maksimal.
Meskipun penulis telah berusaha dengan maksimal, akan tetapi dengan
keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki penulis, meka karya tulis ini tidak akan

luput dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharap dengan hormat kepada para
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pembaca, agar memberikan masukan dan tanggapan, agar suatu saat karya ini akan
menjadi lebih sempurna.

Akhirnya penulis sangat berharap agar tulisan ini bisa bermanfaat bagi penulis
khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Segala puji milik Allah serta selawat dan
salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw., semoga kita selalu dalam

rida dan perlindungan-Nya, Amin.
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